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ABSTRACT

According to the law of industry design arrangement has entered new phase and
has been law No. 31 in 2000 about industry design. By the law that has been hopad fo

accommodate several prptections with indus’ry design that doesn’t have gpecial

arrangement and the protection just limited to copyright law.

The change of industry design arrengement from the copyright law into

industry design law carrigs out impact to the right protection. The copyright nwst not
been registered while for |industry design. The right protection just gppears if there is

registration.

That chase will being influence of many industry design especially meubsl

industry design in Jepara doesn’t get law protection from other limittion, because the

created design isn’t the registration to general directorate HKI Ministry of Justice and

HAMRL

The research aims to get data about understanding of meubel entrepreneurs in

Jepara sbout industry design especially meubel industry design.

Besgide that to know

guaranteed.

the reason why meubel industry desigt, protection can be

From the research get the result as follow as

1. The knowledge of meubel entrepeur into the rule of profection about intellectua!

wealth right so limited.

2. Industry design, especially meubel industry design must get the protection because
meubel industry design as part of HKI

3. Meunbel industry design

in order to get the law protection which appropriates with

the law of industry design it must be taken registration to directorate HEI Ministry

of Justice and HAM RL




ABSTRAK

Dari segi hukum pengaturan Desain Industri memasuki babak baru dengan telah

diundangkannya Undang-Undang No, 31 Tahun 2000 fentang Desain Industri.
Dengan adanys Undang-Undang ini dlhampkan mampu mengakomodasikan berbagai
kebutuhan perimdungaﬂ hukurs hak atas desain industri, yang mana selama ini tidak

mempunyai aturan tersendiri, dan perlindungannya hanya terbatas pada Undang-
Undang Hak Cipta.

Peralihan pengaturan Desain Industri dari Undang-Undang Hak Cipta kedalam
Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan haknya. Hak
Cipta tidak harus didaftarkan, sedangkan desain industri perlindungan haknys baru
muncu! bila adanya pendaftaran {didafiarkan).

Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri khususnya
desain industri meubel di Kabupaten Jepara tidak mendapat perlindungan hukum dari
usaha peniruan atau penjiplakan pihak lain, dikarenakan desain yang diciptakan tidak
dimintakan pendaftaran ke Direktorat Jonderal Hak Kekayaan Intelektval Departemen
Kehakiman dan HAM RL

Penelitizn ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang pemahaman para
pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara tentang Desain Industn khususnysa
desain industri meubel.

Disamping itu unfuk mengetahui a}asan-ﬁlasmx mengapa desain industri meubel
perlu mendapat perlindungan hukum, dan apakah dengan adanya Undang-Uadang
Desain Industri perlindungan sudah terjamin. '

Dari pene};i_tiénlyan'g dilakukan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bahwa para pengussha/pengrajin meubel pengetahuan mereka terhadap peraturan
perlindungan yang berhubungan dengan hak kekayaan Intelekiual sangat terbatas.

2. Bahwa desain industri khuosusnya desain industri meubel perlu mendapat
perlindungan hukum, karena desain industri meubel merupnkan bagian dari Hak
Kekayaan Inetelektual (HAKI).

3. Bahwa desain industri meubel agar dapat perlindungan hukum, sesuzi dengan
Undang-Undang Desain Industri, terlebih dahulu harus dimintakan pend:ftaran ke
Kantora Derektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departzmen Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakany :

Sejak meratifikagi konvensi 1‘«;W'I'C:' (World Trade Organitation) melalui
ratifikasi Convention Establising the WT0, yang mencakup pula Persetujuan TRIPs
{(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) tahun 1994,
Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang
dalam konvensi tergebut. Bagi masing-masing negara anggota WTO, saat ini telah
mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanasn liberalisasi perdagangsm yang
terdapat keharusan unink melaksanakan ketentuan-ketentuan persefujuan TRIPs
termasuk didelumnys menyiapksn perangkat hukum, menyispkan administrasi
pengelolaan dan pendaftaran serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang
HAKL |

Sejak 1 Januari 2000, ketentuan mengenai TRIPs berlaki penuh di Indogesia,
untuk ity Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, dizntaranya :

a. Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang Haki
sesuai dengan Trips, baik penyempurnaan undang-undang, msupun pembentukan

U baru berikut perhmran pelaksanaannya;
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b. Menyempurnakan sistem administrasi pengelolazn pendaftaran Haki dengan
segala aspeknya, baik SDM, sarana, dan prasarana, maupua kelembagaan;
¢. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pembajakan haki;
d. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat arti pentingnya haki.
Article 25, ayat 1, Persetujuan TRIPs, menyebutkan bahwa negara anggota wajib
membeikan perlindungan terhadap desain industri yang barv atau asli. Negara
anggota dapat menentukan bahwa suaty dessin tidak baruy atan asli apabila desain
yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dengan desain yang lain yang telah
dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal Negara anggota dapat
menstapkan bahwa perlindungan vang diberikan tidak mencakup desain yang
pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional.
Article 25, ayat 2, Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk
mempweroleh perlindungan terhadap desain tekstil sterutama dalam kaitannya
dengan biaya, pemeriksaan atan pengumuman.tidak menghambat secara tidak wajar
kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan
unfuk mengatur kewajinan ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain
industri atau hak cipta.
Dari ketentuan Pasal 25 Trips tersebut digebutkan bahwa perlindungan Desain
Industri tidak boleh keluar dari Desain Industri yang pada pokokaya telah ditetapkan
atas dasar pertimbangan segi-segi teknik dan fungsinya. Dengan demikian diperiukan
penetapan hingkup kreasi Desain Industri yang jelas. Perlinclungan stas Desain
Industri tersebut dibedakan dengan perlindungan Paten, karena dalam kreasi Desain

Industri tidak melindungi fungsi atau pemecshan masalzh dibidang teknologi.




Selanjutnya dibedakan dengan perlindungan Hak Cipta karena perlindungan Desain
Industri tidak mencakup perlindungan afas karya sastra dan jlmu pengetahuan,
Khusus dalam hal karya seni artistik atas suat benda, perfindungan Desain Industri
mencakup seni estetis atas suaty produk yang dapat dilaksanakan secara industri atau
kerajinan tangan. Dalam kaitannya dengan Merek, perlindungan Desain Industri juga
tidak mencakup tanda-tanda atau gambar yang mempunyai daya pembeda antara
barang yang saty dengan barang yang lain. Dalam hal desain tekstil, perlindungan
Desain Industri maupun perlindungan Hak Cipta dapat mengakomodasikan
perlindungan kreasi di bidang tekstil. Hal ini sejalan dengan Article 25 ayat 2
persetujuan TRIPs,

D1 Indonesia sebelum tahun 2000 belum ada suatu ketentuan atau Undang-undang
apapun yang memberikﬁn pengaturan dan perlindungan hukun terhadap Desain
Industri manpun kepada pendesain dan pemegang Hak atas Desain Incustri, maka
sebagai konsekuensi keikuteertaan negara Indonesia dalam pengaturan aspek-aspek
dagang Hak atas kekayaan Intelekiual, negarz Indonesia diwgjibkan untuk membuat
suatu peraturan perundang-undangan tentang Desain Indusiri, agar dapat memberikan
perlindungan hukum terhadap pendesain, pemegang hak atas Desain baik Desain
Industri dari luar negeri, Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hak atag Kekayaan
Intelektual telah membuat konsep rancangan undang-undang yaitu Undang-Undang
Republik Indonesia tentang Desain Industri.

Sesuai dengan Article 25 Persetujuan ‘TRIPs, telah diusulkan Undang-Undang
Desain Industr berkenaan dengan perlindungan suafu kreasi bentuk, konfigurasi,

atau komposisi garis atau warna atay geris dan warna atau gabungan daripadanya




yang berbentuk tiga dimensi atay dua dimensi seria dapat diﬁak:ai untuk
menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan,
Desain, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebugh produk yang banyak
dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk karena
desain yang menarik daripada kegunasn barang tersebut. Tidak . jarsng pula
konsumen harus membayar mahal suaty barang produk karena desain sebuah produk
yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/-
pengusaha dalam persaingannya dengan produk yang lain yang sejenis. Unfuk it
sudah sewajarnya apabila desain produk merupakan bagian dari aset perusahaan
yang patut mendapat perlindungan yang cukup. Penciptaan sebuah desain juga
memerlukan tenaga, pikiran, waktn dan tidak Jarang membutuhkan biaya yang tidak
sedikit, untuk itu, harus diupayakan agar desain tersebut tidak mudah jatuh ke tangan
pihak lain, termasuk di dalamnya melindungi dari peniruan / penjiplakan oleh pihak
lain,

Hal-hal seperti tersebut di atas juga terjadi pada industri mebel Jepara yang sudah
sangat terkenal.

Dari segi hukum pengaturan Desain Industri memasuki babak baru dengan
digahkannya Rencana Undang—Undéng fentang Desain Industri menjadi Undang-
Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan adanya Undang-Undang
Desain Industri fersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan
periindungan atas Desain Industri, yang selama ini tidak mempunyat aturan

tersendiri dan perlindungannya hanya terbatas pada Hak Cipta.




+

Peralthan pengaturan Dessin Industri drri Undang-undang Hak Cipta, kedalam
Perundang-undangan Desain membawa dampak pada perlindungan Haknya, Hak
Cipta tidak harus didaftarkan sedangkan Hak atas Desain baru muncul bila
didaftarkan, Hal ini tentunya. akan membawa akibat banyaknya Desain Industri
(khususnya meubel) tidak mendapat perlindungan Hak dari peniruan oleh pihak lain,
dikarenakan sebagian besar desain yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran.
‘Kondisi semacam ini akan iebih memprihatinkan apabila produk tersebut diekspor
ke berbagai negara.

Untik itu perlu segera dilakukan sosialisasi HAKI, khususnya Undang-Undang
Desain Industri pada para pihak yang terkait dengan Industri meubel di Jepara, yang
merupakan komoditi andalan dan penghasilan devisa vang cukup besar.

Peralithan bentuk perlindungan hukum atas Desain (termasuk desain meubel) dari
Hak Cipta yang sifatnya otomatis ke Undang-Undang Desain yang mengharuskan
adanya pendaftaran Desain ke Ditjen HAKT akan membawa akibat yang cukup luas,
Fondisi semacam ini dapat berakibat banyaknya Desain meubel yang tidak
dilindungi, karena tidak didaftarkan.

Dengan munculnya Undang-Undang Desain, maka Desain meubel yang ada
ttdak lagi dilindungi dibawah Undang-Undang Hak Cipta, sebab telah ada Undang-
Undang yang mengaturnya secara khusus. Oleh karena itu penelitian tentang
pemakaian Desain Industri bagi pengusaheﬁpengrajin meubel di Kabupa;an Dati II
Jepara sangat urgen dilakukan didalam rangka unfuk memberikan Perlindungan

Hulwm atas desain yang diciptakan melalui upaya Pendaftaran Desain,




Sebelum dikeluarkannya UU Desain Indusiri, Desain yang diciptakan oleh

pendesain, termasuk Desain meubel, Kebanyakan apabile ingin dimintakan

pendaftaran sebagai alat buldi, dimintakan pendaftaran melalui Hak Cipta Dengén '

demikian Hak Cipta selama ini menjadi tumpuan perlindungan Hukum atas Desain
Industri yang diciptakan. Perlindungan hulum diberikan Hak Cipta atss Desain
Industri dikarenakan U[j yang mengatur megenai Desain Industri pada waktu itu
belum ada. Dalam konsep Hak Cipta, Hak atas suaty ciptaan muncul secara otomatis
setelah ciptaan selesai dibuat. Sedangkan pendaftaran pada Ditjen HAKJ hanya
sebagai alat bukti bukan merupakan kewsjiban untuk munculnya perlindungan
hukum. Dengan demikian terhadap Desain Indusiri yang bapyak beredar di
masyarakal walaupun tidak didaftarkan akan tetap mendapat perlindungan hukum
dari peniruan atau penjiplakan olgh pibak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Dengan dikeluarkannya UU Desain Industri, segala sesnatu yang berkaitan
dengan Desain Industri menjadi berubah, hal tersebut disebablcan terdapat konsep
vang sangat berbeda antara UUHC dengan UU Desain' dalam memberikan
perlindungan Hak atas Desain Industri.

Dalam UU Desain Industri, perlindungan atas Desain Industri diberikan
apabila ada permohonan, hal ini berarti harus ada upaya secara akfif dari pendesain
untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap desain yang banysk
beredar di masyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak
dimintakan pendafiaran pada pemerintah. Di lain pihak bagi pendesain sendiri,
belum terbiasa. dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagal alasan, Untuk itu

periu dilakukan upaya tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan 'perlindungan




hukum atas Desain Industri (khususnya Desain Meubel sesuai judul penelitian).
Dengan totap berpegang teguh pada prinsip UU Desain yang baru,

Prinsip pemberian perlindungan Hak atas Desain Industri dengan pendaftaran
harug tetap dilakukan, tefapi harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain
mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan,

. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut permsasalshan yang diteliti dalam

penelitian ini adalah :

1.a. Mengapa Desain Industri pada umumnya dan Desain meubel pada khususmya .

perlu dilmdungi ?

b. Apakah dengan dikeluarkannya Undang-undang Desain Industri sudah cukup
mengatur perlindungan hak atas desain industri meubel di Kabupaten Jepara ?

Z.a. Faktor-faklor apakah yang berpotensi menghambat bagi para pengusaha stan

pengrajin meubel unfuk melakukan pendaftaran desain meube! yang diciptakan
dalam rangka memperoleh perlindungan hulomn ? '

b. Altematif apakah yang dapat digunakan para pengusaha/pengrajin meubel untuk
dapat mengatasi hambatan tersebut ?

. Kerangka Teoritis / Konsepsional

Terdapat pemikiran sosiologis yang telah berkembang menjadi dokirin
hukumm dalam mengantisipasi tuntotan perubahan kesadaraan sosial masyarakat.
Pertama, interactive between social 'cka‘nge and law development. Terjudinya
pertautan yanmg saling aktif antara perubahan sosial dengan pembangunan hukum

Kedua Law is clothes living body of society. Hukum adalsh bussna kehidupan




masyarakat, harus tepat benar, sesuai ukuran, nilai dan modifikasi, wapa, dan
kualitasnyaddengan kebutuhan magsyarakat yang bersangkutan pada sefiap Jjenjang
tahap pertumbuhan yang dilaluinya.”

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hulum bukaniah institusi
yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat bahwa hukum ity berubah dari
waktu-ke waktu. Konsep hukum seperti ”Rule of Law” sekarang ini juga tidak
muncul tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari susty perkemnbangan
tersendiri. Apaabila dikatakan bahwa hukum mempunyai perkembangamn maka yang
dimaksud terutama adalah ada hubungan timbal balik yang erat zntara hukum dengan
masyarakat,?

Sebelom UU Desain Industri dibt;ai tersendiri, pengatursn mengenai Desain
Industri dimasukkan di dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian sebagai
salah satu bagian yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pasal 17 UU No. 5
tahun 1984, disebutkan bahwa ketentuan tentang Desain Produk Industri diatur
dengan peraturan pemerintah sampai dengan sast ini, peraturan pemeritzh sebagai
amanat pasal 17 UU No, 5 tahun 1984 tersebut belum pernah ada sampai dengan
lahirnya rancangan UU tentang Degain Industri terbentuk.

Walaupun demikian, rancangan mengenat Peraturan Pemerintah tentang Desain

Produk Industri tersebut pernah dibuat dalam Rancangan PP tentang Desain Produk

Industri adalah ;

1)

M. Yahys Harap, SH, Hakim Agung MARY, Frenseks! dan Penyelesaion Transoksi Lfek
Tanpe Surat (Scripless Trading-Book Entry Settlement) Makalah Seminar Aspek Hukum
DM (Seripless Trading-Book Entry Settlement) PT XDEI Niaga Twei, Jakarta 3 Mei 1594,
Hal. 11.

2) Satjipto Rahardjo, fmu Huhwn, Alumni Bandung, 1986, Hal. 178,




Suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk konfigurasi atau pola dari suaty barang yang
dapat diproduksi oleh perorangan dan atan perusahaan industri.
Dengan demikian, menurut konmsep ini Desain Produk Industri pada dasarnya
merupakan “Pattern” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial
dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya secara berulang-ulang dalam
proses produksi ini merupakan ciri bahkan pembeda dengan Hak Cipta. Dengan
demikizn istilah yang digunakan dalem UU No. 5 tahun 1084 {entang perindustrian
adalah Desain Produk Industri. Sedangkan dalam UU Desain Industri, istilah
yang digunskan adalah Desain Industri, Hal ini sesuai dengan istilah yang
digunakan oleh negara-negara lain baik negara maju seperti : Amerika, Inggris,
Perancis, Jepang, Australia atan negara-negara berkembang, seperti : Brazil,
Mexico, Malaysia, Thailand yang menggunakan istil;ah dalam bahasa Inggyris untuk
Desain Industri dengan “/ndustrial Design” bukan istilah Desain Produk Industri.?
Desain Industri dalam UU Desain Industri diberikan pengertian sebagai
berikut yaitu : suatn kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atay komposisi garis atau
warna atau garig dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi
yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atan
dua dimensi gerta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau

komoditi industri dan kerajinan tangan.

3} Ita Gambiro, L5F Desain Prodik Indistri, CV. Gramedia Offset, Jakarta. Haj. 9.




Pengertian diatas hampir sama dengan pengertian Desain Industri yang dibuat
oleh WIPO (World Intelectual Property Orgarization) dan BIRPI (International
Bureau jor The Profection of Property), pada tahun 1970 di Jeneve, mengenai
Model Law tentang Desain Industri {Contoh Draf UU Desain) yang berisikan
“Cuiding Principles” bagi negara-negara berkembang yang ingin membuat UU
fentang Desain Industri sendiri. Dalam Model Law tersebut disebutkan bahwa
Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atan warna-warna, dengan
ketentuan bahwa komposisi atas bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan
khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola/pattern
untuk suafu hasil/produk industri, ‘

Desain Industri erat hubungannya dengan fungsi bahan baku, teknologi serta
pemasaran (produk yang marketable). Beberapa fiungsi Desain Industri adalah :

1. Fungsi teknik, yang menyangkut keamenan, sehat bagi orang yang memakai dapat
diandalkan atau reability dari produk tersebut dan teknologi.

2. Fungs fisik, menyangkut siapa yang memakai produk t’er'sebut, apakah anak-
anak, dewasa, orang tua atau orang cacat.

3. Fungsi psikologi, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk
tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si pemakai nilai
simbolis, pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk

dan sebagainya.

4. Fungsi acstetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk, produk, wama dan

sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang baguw/contoh serta yang

berhubungan dengan selera baik.
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5. Pungsi ekonomis yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkan dengan
kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama.

6. Fungsi sosial, yang berhubungan dengen efek dari dibuatnya produk tersebut plus
masyarakat misalnya sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/-
lingkungan dan sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk  membeli

produk/barang, didasarkan pada fingsi-fingsi tersebut diatas sebagian atau

keseluruhan.?
Sejarah perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia sebelum
terbentuknya UU Desain ada pada UU Hak Cipta. Hal lm sama dengan

perkembangan Desain di Inggris, dimana pengaturan Desain Industri pernnuiaannya

tidak terlepas dari Hak Cipta Desain dianggap sebagai bagiun pekerjaan artistik

atan paling tidak bagian dari seni pakai {applied art). Hal ini didudokung dengan
wijud dari Desain Industri yang tidak terlepas dari langksh menggarubar dan
membentuk model.

Ciri yang menonjol dari Desain Industri adalah berkaitan dengan estetika
produk, aspek kemmdahan, kenyamanan dalam penggunaan produk sehingga
memberikan sumbangan yang berarti unfuk kesuksesan pemasaran barang Dengan
demikian, dapat disimpulkan secara rinci _dan sederhana baliwa Desain Industri

melindungi ciptaan sedangkan Hak Cipta melindungi “Seni Murni”.?

4} Ita Gambiro, fb:4, Hal. 16-17.
5) Muhammad Djumhana, R. Djubacdillah, Hak Milik Intelekinal (Sejarah, Teori, Praktelnya

di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 156.
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Perbedaan lain yang prinsip adalah kapan perlindungan hukumnya muncul.

Pada Hak Cipta perlindungan hukum atas ciptaan tersebut muncul secara
otomatis setelah ciptaan selesai dibuat, Sedangkan pada UU Desain; perlindungan
hukum ifa diberikan oleh negara apabila ciptaan (Desain) tersebut dimintakan
pendaftaran pada pemerintah. Hal ini berarti perlindungan atas Desain meaurut UU
Desain harus secara aktif dimintakan peﬂdaﬂ:aran, tanpa. pendaflaran desain tidak
dilindungi hukum dari peniruan atan penjiplakan oleh pihak lsin. Lebih juuh tidak
terdapat bukti yang kuat seandainya terjadi sengketa di Pengadilan, apabila desain
tersebut tidak dimintakan pendaﬁara'n. :

Dalam UU Desain Industri, hak atas desain diberikan apabila dimintakan
pendaftaran dan harus memenuhi syarat bahwa desain tersebut ‘adalah baru, vaitu
desain tersebut pada saat dimintakan pendafataran tidak sama dengan pengungkapan
vang telsh ada sebelumnya Lebih lanjut dijelaskan bzhwa pengungkapan
sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri sebelum :

a) Tanggal penerimaan, atan

b) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak priorifas telah
dimintakan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengungkapan’” adalah penéungkapan melalui media cetak

atau elektronika, termasuk keikutsertaan dalam pameran.

Penentuan “kebaruan” diatas menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal
tersebut disebabkan UU Desain di Indonesia adalah baru, artinya sebelumnya belum
pernah ada. Desain yang selama. ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan

perlindungan melalui hak cipta pada kantor HCPM (sekarang Ditjend HAKI), dan
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hal itu telah berlangsung lama sehingea telah banyak desain yang terdaflar dan
mendapat hak cipta,

Persoalannya sekarang apakah daflar / dokumen Desain selams ini telah
terdaftar di Ditjend HAKY dapat dijadikan bahan penentuan “kebaruan” atas Degain
yang dimintakan pendaftaran menurut UU Desain yang bary ? Bagaimana status
Desain yang telah terdaftar cian mendapat perlindungan hak cipta dengan munculnya
UU Desain tersebut ? Tampaknya ini merupakan persoalan yang segera ditemukan
Jawabnya dalam UU Desain Industri dan perafuran pelaksanaannya.

Suaty hal yang tidak mungkin, UU desain diberlakukan surut atas Desain-
desain, yang selama ini dilindung; dengan bidang HAKI yang lain yaitu Hak Cipta,
dikarenakan kedvanya mempunyai kedudukan yang setara dan mengatur hal yang
berbeda. |

Jalan kompromi yang mungkin dapat dilakukan adalsh membuat Veraturan
Pemerintah yang menegaskan status Desain yang telah terdaftar melalui hak cipta
atau memasukkan pasal baru dalam UU Desain mengenai status Desain yang telah
dilindungi hak cipta. Atas dasar kondigi diatas, UU Desain Industri harus endapat
prioritas untuk segera disosialisasikan pada masyarakat (pengusaha/-pengrajin)
dengan terlebih duly dilakukan penelitian tentang pemahaman mereka tentang Desain
untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perlu tidaknya perlindungan atas

desain, serta pandangan mereka terhadap peniruan/penjiplakan Desain oleh pihak

lain.
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Pasal 7 ayat 3 UU desain industri menyebutkan bahwa, jika suaty desain
dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat
desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak atas desain industri,
kecuali diperjanjikan lain antara kedua belak pihak.

Hal ini berarti bahwa pembilatan desain meubel atas dasar pesmnan, sama
halnya dengan menciptakan Degain Industri sendiri, artinya menurut UUJ Desain
pembuat dianggap sebagai pihak yang memegang hak atas Desain, kecuali ada
perjanjian lain antara pemesan dan pembuat. Dengan demikian sebagai pemegang
hak atas desain ia berhak untuk melaksanakan Desain yang dimilikinya, melarang
orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor
produk yang diberi hak Desain Industri. Hanya saja perlu ditambahkan balwa hak
yang demikian besar tersebut b;u’u mendapat legitimasi apabila Desain tersebut
didaflarkan pada pemerintah.

Dalam Pasal 10 UU Desain Industri disebutkén bahwa Hak Desain Industri
diberikan atas dasar permohonan. Hal ini berarti bahwa HaL atas Desain Industri
baru muncul atay lahir apabila Desain Industri tersebut dimintakan pendaftaran,
tanpa pendafiaran maka Hak atas Desain Industri tersebut belum ada, hal ini
berakibat tanpa dilakukan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak dilindungi
hukumn dari peniruan penjiplakan oleh pihak lain.

Dengan demikian permohonan pendaftaran Desain Industri marupakan
momentum pengakuan atzs munculnya hak atas desain yang didaftarkan apabila
permohonan pendaftaran tersebut diterima. oleh Ditjend HAK], Dengan pengakuan

hak atas Desain Industri melalui pendaftaran tersebut akan memberikan konsekuensi
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hukum yang  dimiliki oleh pemilik Desain Industri antara lain . hak khusus untuk
melaksanakan sendiri desain Industri yang dimilikinya, hak melarang orang Jain yang
tanpa persefujuannya membuat, memsakai menjual atan mengimpor procluk yang
diberi hak Desain Industri,

Dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Desain Industri secura tegas
disebutkan bahwa. permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan gecara tertulis
dalam Bahasa Indonesia kepada Jenderal dengan membayar biaya permohonan

pendaftaran. Permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh si pemohon atan

konsultan selaku kuasanya.

Surat permohonan pendaftaran desain indwstri harus memuat 3

1. Tanggal, bulan dan tahun suraf permohonan.

2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain.

3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atau badan hukum yang
berhak atas Desain Industri itu.

4. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendafiaran Desain
Industri diajukan melalui kuasanya, dai

5. Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran Degain Industri yang pertama

kali, dalam hal permohonan pendafiaran diajukan dengan hak prioritas.

Surat permohenan pendaftaran Desain Industrui harus dilampiri dengaw ;
a. Contoh fisik atau gambar/foto dan wraian dari Desain Industri yang dimintakan

pendaftarannya.
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b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa hukumnya.

¢. Surat salinan sah bahwa pihak yang méngajukan permohonan pendaftaran Desain
Industri berhak atas Desain yang bersangkutan,

d. Surat pemyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaren adalah
miliknya.

. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri.

Dalam hal permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari
safu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas Desain Industri
tersebut, nama orang atay badan hulum yang mengajukan permohonan dicantumkan
semuanya.

Apabita permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebih dari satn
orang atau badan hukum yang secara bersama, maka permohonan tersebut
ditandatangani oleh salah seorang atau salzh saty wakil badan hukum yang berhak
atas Desain Industri dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan
hulkum lainnya yar@ berhak.

Jika permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh pihak yang bukan
pendesainnya, permohonn tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan
bukti yang cukup bahwa yang berhak atas Desain Industri yang bersangkutan,
Permohonan pendaftaran Desain Industri ivang dilakukan oleh pendesain atau pihak

yang berhak atas Desain Industri yang bertempat tinggal di luar wilayal: Negara
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Republik Indonesia, harus diajukan melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di
Indonesia dengan cara memberi kuasa khusug,®

Suvatu Desain Industri mendapat perlindungan hulum oleh undang-undang
Desain Industri :

a. Apsbila Desain Industri tersebut terdaftar dalam daftar umum Desain Industri
pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. _

b. Apabila Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya it baru,

¢. Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau felah
pernzh digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal pensrimaan permohonan
atau gebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.

Desain Industri tidak mendapat perlindungan hukum apzbila Desain Industri
fersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban
umum dan atau kesﬂsiiaan.

Lamanya perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang terdaftar adalah
selama 10 (sepulub) tahun, jangks waktu tersebut dihitung sejak dari tanggal
penerimaan permohonan oleh Direkiorat Jenderal dan tanggal mulai berlakunya
jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri sejak diumumkan dalam berita

resmi Desain Industri, apabila jangka waktu perlindungan hulum Desain Industri

sudah habis/lewat si pemilik tidak dapat memperpanjang pendaftaran Desain

Industri tersebut,

6)

Solo Sirait, Perlindungan Hak Atas Desain Industri Berdasarbon UL, Makalsh Term
Wicara Tentang Desain Industr, Semarang 23 Nopember 1999, Hal, 2-4.
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Dalam UU Desain di Inggris agar suatu Desain dapat dimintakan pendaftaran,
maka Desain tersebut harus memenuhj syaraf sebagat berikut :

{fitis ‘new and original “a creation which has some similarity to that of novelty

in patent Law even though it seems }km‘, without objection by a third party, a

Design will be regarded as” rew and original “ifis has not previously been

registered or need in the respect of an y article, and it is not Limitation so common

Place as to be part of general industrial usage.”

Sedangkan di Jepang dalam Law No. 125 of April 13, 1949, scbagaimana
telah diubah beberapa kali, dan ter’akhir diubah dengan Law No. 116 of 1994 dan
Law No. 68 of 1996, digebutkan bahwa :

(1) Any person who has created a Design capable of being vsed in industrial in
industrial manifacture may obtain a design registration there for exceplt in
the case of the following design :

(t) Designs which were publicly known in Japan as else where prior to the
filling of the Design application. )

(if) Designs which were described in publication distributed in Japah or else
where prior to the filling of the Design application.

(iti) Design  which are similar or those refered to in two preceding

paragraphs.

7) Jeremy Philips, Introduction to Intellectual Property Law, Butterworths, London, 1986,

Page. 263-264.
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2} Where a Design could easily have been created prior to the filling of the
Design. Application by a person with ordinary skl in the art to weich the
Design pertains on the basis of @ shape, pattern or color or any combination
there of widely in Japan, a registration shall not be effected for such a

design, not with standing the preceding sub section

I}, Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa Desan Indushi pads umonya dan
desain industri meubel pada khususnya pelaku mendapat perlindungan dan
apakah peraturan perundang-undangan di bidang desain in@shi telzh cukup
memberikan perlindungan hokum afax desain yang dibuat para pendesain
{Desain Meubel khususnya

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat para p=enguséha / pengrajin
meubel dalam upaya memperoleh perlindungan hukum atas Desain yang dibuat
melalui upaya pendaftaran dan alternatif apa saja yang dapat digunakan
mengatasi hambatan di atas, dan alternatif mana yang paling signifiken untuk
dilaladean.

E. Manfaat
1. Akademis
Laporan hasil penelitian diharapkan dapat digunakan unttuk pengembangan hukum
pada umumnya dan bidang Haki pada khususnya mengingat kajian mengenai

desain industri relatif masih baru di bidang hukum. Lebih lanjut hasil penelitian

15




dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan oleh berbegai pihak yang
berminat di bidang Haki untuk pengembangan lebin lanjut..
2. Praltis

Laporan penelitian diharapkan dapat digunakan oleh bebagai pihak vang ferlibat
dalam perscalan HAXI (Dep. Kehakiman dan HAM, Asmindo, Pemda setempat,
Deperindag), sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dalam kaitannya ikut
mendorong tumbub dan berkembangnya industri meube! di Kabupaten Jepwra
dengan memberikan proteksi atas kreatifitas yang diciptakan, melalui berbagai

upaya sesuai dengan bidang masing—maéing Departemen.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakaen adalah metode pendekatan yuridis normatif dan
sosiologis. Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-1angkah
spekulatif feoritis dan analisis 'normatif kualitatif Sedangkan penelitian
sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis
yang bergifat empirig kuantitatif®
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah peneﬁtian diskniptif analitis yaitu
menggambarkan perafuran perundangan-undangan yang berlaku, dikaitkan cdengan

teori-teori hukum positi{ yang menyangkut permasalahan yang diterliti.?

8} Ronry Hanitijo Soemitro, Melodolegi Penelition Hulnem dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
1980, hal. 35,
9% Ihid, hal. 97 - 98
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Dengan demikian penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk mengukuran

yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu,’®

Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis adalah :

1. Dengan pepelitian deckriptif analitic akan diperoleh gambaran yang
menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian desloiptif analitis akan menghagilkan data dasar yang dapat
dhgunakan untuk berbagal macam tujuan, antars lain : untuk menerengkan
hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa datang, dapat

digunakan sebagai bahan penentuan, kebijakan bagi pihak berwenang,

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Jepara, dengan pertimbangan daersh ini
amat dikenal dengan komoditi industri meubel yang telah berhasil mensmbus

pasaran ekspor ke berbagai negars.

. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keselurvhen obyek yang akan diteliti.'? Dalam penelitian ini,
keseluruhan obyek yang akan diteliti adalah para pengusaha/pengrajin meuvbel di
Kabupaten Jepara yang terdaflar pada kantor Deperindag. Akan tetapi tidak
semua. obyek akan diteliti. Penelitian hanya akan dilakukan pada sebagian dari
populasi. Penelitian ini sering dikenal dengan Penelitian Sampel.'® Penentuan
sampe! dilakukan dengan cara Purpesive Sampling atau Penarikan Sampel

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didusarkan pada tujuan

11) Suharsimi Arikunto, Op.Cit, Hal. 115,
124) /bid, Hal. 125.
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tertentu. Tehnik mi dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biays,

sehingga tidak dapat mengambﬂ sampel yang besar jumlahnya dan jauh

letaknya'™ . Sampe! datam penelitian adalah sebagai berikut :

— Para pengusaha meube! yang mempunyai bentuk badan usaha (PT, CV, FA,
Koperasi) = 1¢ Responden,

— Pengusaha/pengrajin yang tidak berbentuk badan usaha (lebih sebagai home
industri, usaha perorangan) = 10 Responden

4. Tehnik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalab data primer dan data selunder.
a. Data Primer adalah data yang unfuk pertama kalinya di percleh di lapangan

secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan

(field research). Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langung

terhadap fenomena atan gejala sosial yang diteliti. Pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber dan dengan

penyebaran kuisioner pada responden.

b, Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka.

{(library research), antars lain mencakup : Dolumen-dokuen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan
sete.rusnya.‘s)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengompulan data vang digunakan meliputi :

12b) Ronrry Hanitijo Soemitro, Op. Ciz., Hal. 51.
13} Soerjono Sukante, Op.Cit Hal, 12,
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2. Daftar pernyataan / kuisioner

b. Wawancara bebas terpimpin

c. (Catatan harian lapangan

6. Analigig Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian
yang menghasilkan data deskriptif Analisis, yaitu yang dinyatakan olel;
responden secara fertulis atan lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti
dan dipelajari sebagai suatu yang utuh'? selain ity dibantu dengan data kualitatif

berupa tabel.

G.Sistematika Tesis

BABI : Menguraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan
Magalah, Tujuan Pepelitian, Manfaat Penelitian dan Metodologi
Penelitian.

BABI : Menguratkan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan
permasalahan vang akan diteliti. Pada bab ini dissjikan beberapa pokok
bahsan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permnasalahan,
yaity pokok bahasan mengenai penganter nmum desain incustri yang
terdiri dari beberapa sub pokok bahasan mengenai; pengerfian desain
industri, pengaturan desain industri, hubungan deszin industri dengan

cabang Haki yang lain, pendayagunaan desain industri bagi kerajinan.

14) Sockamto, #bid, Hal. 250,




BABII : Berupa hasil penelitian dan pembshasan, yang memaparkan hal-hal yang

BARIV :

berkaitan dengan ;

Pertama : mengapa desain industri pada umumnya dan desain meubel
pada khususnya perlu mendapat perlindungan hukum, dan apakah dengan
dikelvarkanmya UU deszin  industri  telah cukup  mernberikan
perlindungan hukum atas desain yang dibuat oleh para pendesain,
khususnya desain meubel] di kabupaten Jepara.

Kedua : faktor-faktor yang mempunyai potensi menghambat minat
pendesain untuk mendaftarkan Desain Meubel yang diciptakan serta
alternatif penyelesaiannya.

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran
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BAB II

TINJAUAN PUSTAEA

A. Desain Industri Pada Umumnya

1. Sejarah Hak Desain Industri

Pengaturan desain mulai dikenal pada abad ke 18, terutama di negara
yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya
desain industri berkembang pada sr;:ktor pertekstilan, dan kerajinan tangan yang
dibuat secara massal. Jadi wajur bila undang-undang yang pertamsa mengatur
desain industri adalah “The Designing and Printing of Linens, Cotton, Cotton,
Callsoes and Muslins Act” sekitar tahua 1787,

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan, dan dapat
diperpanjang sampai tiga bulan,

Pada saat itu desain industri baru dalam bentuknya yang dua dirmensi,
perkembangan selanjutnya. cakupan desain meliputi 1Ibentuk tiga dimensi. Desain
industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diater melalui “Scuipture

Copyright Act 1798". Pengatrannya pun masih sederhana hanya melingkupi
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model manusia, dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk
patla tahun 1814, lingkup pengaturannya diperluas.'®

Ketentuan undang-undang 1839 mengatr desain industri yang lebih luas
lagi, baik bentuk yang dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilaya dipakai
dalam proses industri, Selain itu diatur juga perlunya ada pendaflaran, tetapi
Jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-
undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain indusiri lebih
komprehensif lagl. Lamanya perlindungsn atas hak desain ini tshap demi tshap
lebth diperpanjang, menurut Registered Design Act 1949- perlindungan
diberikan S tabun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi totaloya lama
perlindungan adalah 15 tahun,

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri fidak
akan terlepas dari hak cipta Pada permulaannya pengam‘ram desain industri
tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain indusiri dianggap sebagai
bagian dari pekerjaan arfistik atem paling tidak adalah bagian dari seni pakai

(appiied art).

15) Muvhammad Djumhana, R. Dijuhadillah, Hak Miik Intelektual (Sejarah, Teor,
Praktekmya di Indonesia), Citra Aditya Bandung, hal. 1415




Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya UT
Hak Cipta Desain, dan Paten tahun 1988. Pasal 3l-nya memuat pemisshan
antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas. Sedangkan
pengaturan dalam UU Hgk Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai
ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih ferasa sangat erat dangan
per}indtuigan hak cipta. Misalnya contoh dalam hal desain yang dilindungi
secara hak cipta, yaitu desain grafik, potografi, seni pahat atau kolase (sculpture
atau collage), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan.'®

Sedangkan UU Registered Design Act 1949, menentukaﬁ perlindungan
sebagai bagian seni terpakai (applied art). Sehingga di Inggrie dikenali 3
bentuk perlindungan desain, yaiﬁ : design registration, design copyright, dan
Jull copyright. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain
industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang raateri, dan objek
desain industri itu sendiri. |

Desain industri tidek bisa terlepas dari kerja cipta manusin yang
pengaturannya secara fegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti seni lukis,
seni pafung dan yang lainnya, Hal ini kita lihat dari wujud desain industri itu

yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

16} Peter Groves, Dalam Muhamad Djumhana, Het Milik Intelektual, Citra Aditya Bandung
1993, Hal. 152. :
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Selain bersinggungan dengan hek cipta, desain industri ini pun depat
bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnys misalnya hak paten,
maupun hak merk. Hal itu karena melihal bentuknya ini serfa penerapannya di
bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari
perhatian atoran hak cipta, hak paten, dan hak merk. Di Indonesia clesain
industri atan desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak
cipta. Hanya saja hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum
lengkap masih merupakan bagian dari pengafuran perindustrian secara
umumnya, yaifu merupakan bagian dari ketenfuan UU Industri No. 5 Tahun
1984, Ketentnannyapun hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa
pasal.!?

Di dalam Undmlg-undang tentang Perindustrian yaitn Undang-undang
No. 5 Tahun 1984 Pasal 17 telah ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang
Desain Produk Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Rancangan
Peraturan Pemerintah yang dimaksud gekarang ini maé ih disusun.

Konsep pengertian tentang Desain Produk Industni didalam rancangan
peraturan Pemerintah tersebut adalah :

"Desain Produk f?«.‘tfu,ﬁfﬁ " adalah : Suatu ciptean atau ¥reasi tentang

bentuk, konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi

; , 18
oleh perorangan dan/atau perusahaan industri'®

17) Ibid, Hal 153.
18) Ita Gambire, Desain Produc fndustri, CV. Gramedia Offset, Fakarta, hal. 3.




Hak Desain Produk Industri adalah hak khusus yang diberikan kepada
pencipta desain aias desainnya untuk mendapatkan hak khusus atas desain,
maka desain tersebut harus didaftarkan pada kantor desain oleh si Pencipta
desain yang bersangkutan,

Perkembangan selanjutnya mengenai desain industri di Indonesia sampal
saat ini telah dibuat UU tentang Desain Industri yang dibarapkan dapat
mengakomodasikan berbagai kepentingan vang berkaitan dengan Desain
Industri. '

Dalam UU Desain Indusiri disebutkan bahwa :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, kq'nﬁgurasi, afan
komposisi garis alau warna, atau garis dan warna, sian gabungan daripadanya
vang berbentuk tiga dimensi 'yang mengandung nilai estetika dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atan dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industi dan kerajinan
tangan.

Definisi ini mengakomodir kepentingan dari Industri Kria/Kerajinar yang
cukup banyak di Indonesia, karena bila menggufmkan definisi seperti apa
adanya Desain Produk Industri hanya akan melindungi desain-desain disektor
industri manufaktur, seperti Elekfronik, Transportasi, Militer, Otomotif dan
sebagainya

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara

kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama wakiu tertentu
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melaksanakan sendiri kreasi tersebut atan memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak khusus ini meliputi melaksanakan sendiri Desain Produk industrinya
dan melarang orang lain yang tanpa persefujuannya membuaf, memakai,
menjual atan mengimpor produk yang diberi Hak Desain Produk Industri.

Pengecualian {anpa persetujuan diberikan spabila berkallan dengan
kepentingan penelitian dan pendidikan sertz sepanjang tidak merugiksn yang

wajar dari pemilik. ™

2. Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengertian Desain Industri .
a. Pengatwran |

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentung Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang, mencakup
pula persetjuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak aftas Kekayaan
Intelektual/HAKT (Trade Related Aspect of Intellectual FProperty
Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang No. 7
Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi ?ewdagangan Dunia).
Ratifikasi dari peraturan fersebut menunjang peratifikasian Konvensi Paris
{(Paris Convention of the Protection of Industrial Property) yang telah

digahkan dengan Keputusan Pregiden Nomor 15 Tahun 1997, dan

19} Rizki Adiwilaga, Op. Cit., Hal, 7.




keikutsertaan Indonesia dalam 7The Hague Agreement (London Act)
Concerniag The International Deposit of Industrial Designs.™.

Konvensi Paris (Paris Convention for the Proteciion of Industriai
Property) mengatur mengenai sebagian perlindungan hukum di bidang Hak
Atas Kekayaan Intelekiual, yang salah satunya adalah mengenai
perlindungan hukum di bidang Desain Industri. Pengaturun Desain Industri

tersebut diatur dalam pasal 11 Konvensi Paris {Paris Onvention) dan diatur

juga dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Agreement on Trade Related Aspeets of

Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).

Mengingat hal-hal tersebut di atas, dan belum diaillm’ya perlindungarn
hukum mengenat Desain Indusiri, maka sebagai konsekuensi dari ratifikasi
Honvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan
membuat peraturan perundsng-undangan di bidang Hak Afas Kekayaan
Intelektual khususnya Desain Industri, Perlindungan hulaum ini dimaksud
untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dari Desain Industri dan
kewajiban-kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak menyalah

gunakan Hak Atas Desain Indusini tersebut.

20) A. Zen Umar Purba, Sistem Haki Nasional Mamasuki Era Clobalisasi, Makalah
Seminar, UNDIP, SDM HAKJ, Semarang 8 Agustus 2000, hal.5,
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Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs, pengaturan

Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan

yang efektif terhadap berbagai benfuk penjiplaken, pembajakan atay
peniruan atas Desain Industri yang ferkenal. Adaspun prinsip pengafurannya
adalah pengakuan kepemilikan atas sebuah pola gebagai karya intelektual

yang mengandung nilai estetika dan dapat diproduksi secara berulang-ulang

gerta menghasilkan suatu barang dalam bentuk tiga dimensi "

Articel 25 TRIPs menyebutkan bahwa :

(1) Members shall provide jor the protection of indepéndenﬂy created
industrial designs that are new or original. Members may provide that
designs are not new or original if they do not significantly differ from
kmown designs or combinations of known design features. Members may
provide that such protection shaal not extend to designs designs dictates
essentially bytechnical or functional considerations.

{2) Bach member shaal ensure that requi rements for securing protection for
textile designs, in particular in regard to any cost, examination or

publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and

21) Penjelagan Umum UU Desain Industri.
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obtain such protection. Members shall be Jree to meet this obligation

through industrial ¥

Articel 26 TRIPs menyebutkan balwa :

(1) The owner of a protected industrial design shaa! have the vight to revent
third parties not heving z;}ze owner's consent from making, selling or
importing articles bearing or embodying « design which is a copy, or
substantially « cépy, of the protected design, when such acts are
undertaken for commercial purposes.

(2) Members may provide limited exceptions to the protection of industrial
designs, provided that such exceptions do not wireasonebly conflict with the
normal exploitation of protected industrial designs and da not wrreasonabiy

prejudice the legitimate interests of teh owner of the protected design, taking

eccount of the fegitimate interests of third parties.

(3) The duration of protection aveilable sheal amount to at least 10

years.””!

22) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keputusan Presiden No. 15
Tahun 1997, hal. 5-6.
23} fhid, hal. 6-7.




DariPasal 25 TRIPs dapat dilihat halhwa :

(1) Negara Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap Desain
Produk Industri yang baru atau asli.

Negara Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak bami atay
asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari
desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang
telah dikenal.

Negara Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan
tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek
teknis atau fungsional.

{2} Negara Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh
perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan
bigya, pemeriksaan atan pengumuman, tidak menghambat secara tidak
wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara Anggota
memiliki kebebasan untuk mengatur kewsjiban ini raelalui peraturan

perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atan Hak Cipta.

Sedangkan Pasal 26 TRIPy menyehutkan:

{1) Pemilik suatu Desain Produk Industri yang dilindungi mempunyai hak
untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk
membuat, menjual atan mengimpor benda yang mengandung atan

memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan
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tiruan dart desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut
ditakukan untuk tujuan komersial.

(2) Negara Anggota dapat menefapkan pengecualian secara ferbafas
terhadap perlindungan yang diberikan terhadap Desain Produk Industr,
sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar
dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas Desain Produk Indusiri
vang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan
sﬁh pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan
kepentingan sah dari pthak ketiga.

(3) Jangka wakiu perlindungan yang diberikan adalah paling lureng 10
tahun.

Dengan demikian, tidak salah apabila A. Zen Umar Purba berpendapat

bahwa *

Sistem HAKI modern di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya

Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspects of

intellectual Property Rights ("Konvensi WTO" / "Persetujuan TRIPs")
dengan UU No. 7/1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah
penyesuaian, terdapat lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian,

yaift

24) A. Zen Umar Purba, Sistem HAKI Naosional Memaswki Era Globalisasi, Makalah
Seminar, UNDIP, SPM HAKI, Semarang § Agustus 2000, Hal, 1-2.
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b)

Legislasi dan Konvensi Internasional : revisi peraturan perundang-
undangan yang telah ads di bidang HAKI dan mempersiapkan peraturan
perundang-undangan bary untuk bidang HAKI seperti Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang, juga
mempersiapkan  penyertaan Indonegia dalam  konvensi-konvensi
internasional.

Administrast ;. penyempurnaan sistem adminsiirasi pengelolaan HAKJ
déngm: misi memberikan perlindungan hukum dan  menggalakkan
pengembangan karya-karya intelektual

Kerjasama : peningkatan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
Kesadaran masyarakat ; pemasyarakatan atan sosialisasi HAKT,

Penegakan hukum : koordinasi penegakan hukum di bidang HAKL

Berkaitan dengan langkah pertama, yaifu di bidang legislasi dan konvensi

intrenasional, fahun 1997 Pemerintah Indonesia menetapkan tiga buah

Undang-undang di bidang HAK], yaitu :

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubshan Undang-undang
No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubsh dengan
Undang-undang No. 7 tahum 1987 ("UU Hak Cipta”).

Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang

No. 6 tahun 1989 tentang Paten ("UU Paten™);




- Undang-undang No, 14 Tahun 1997 tentang Perubshan Undang-undang
No. 19 Tahun 1992 tentang Merek ('UU Merek”).2

Di samping ifu, Pemerintah juga telah menyusun seperangkat Undang-

undang ("UU") baru di bidang HAK], yaitu :

- RUU Desain Industri (I:zdusffl'ial Desigrsy;

- UU Desain Tata Letak Sirkit Terpadn (Lay-out Designs of Integrated
Circuits),

- UU Rahasia Dagang

Indikasi Geografis telah dimasukkan ke dalam UU Merek.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang. tersebut di atas,

Indonesia jugs telsh meratifikasi 5 konvensi internasional ;ii bidang HARI,

yaitu sebagai berikut :

[}

Paris Convention for the ProtecHon of Industrivd Property (Keputusan

Presiden No. 15 T'ahun 1997); |

- Patent Cooperatio Treaty {"PCT} and Regulations Under The PCT
{Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);

- Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Talun 1997);

- Berne Convention jor the Protection of Literary and Artistic Works

{Kepufusan Presiden No. 18 Tahun 1997);

- WIPO Copyright Treaty (Keputugan Presiden No. 19 Tahun 1997);®

25) fbid, hal. 2-3.

26) A. Zen Umar Pwba, Hab Atas Kekayaon Intelebtual Dolom Ere Persaingan Puser
Bebas, PenyuntingSoekotjo Hardiwinoto, SH.LL.M., dkk, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang 16 September 1999, hal.11,
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D1 Indonesia pengaturan desain industri sangatlah minim, jadi belum banyak
ketenfuan yang mengatumya. KFetentuan perlindungan terhadup desain
industri belum ada, apakah ditentukan dalam beberapa kategori seperti di
Ingeris atau hanya ditenfukan satu kategori saja. Hanya saja maksud untuk
diadakannya perlindungan terhadap desain industri int telah tersurat dalam
Pasal 18 UU Industri No. § Tahun 1984, vang pada penjelasannya
menyebutkan bahwa pasal ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesiz
terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman
menguz.maj telnologi dan perencanaan pendirian industri gerta perancangan,
dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri termasuk dalam
pengertian perckayasaan, perskeyasaan konstruksi, perekayasaan peralatan,
dan mesin industri.*?

Sedangkan pada Pasal 25 UU Industri 1984 memuat kefentuan
hukuman terhadap peniruan desain. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak
melakukan peniruan desain produk dipidana penjar'a gelama-lamanya 2
tahun, atau denda sebanyal-banyaknya 10 juta rupizh.

Menurut Pasal 17 UU Industri No. 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa
desain industri hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu
perusahaan indusiri.

Dengan demikian UU N;T). 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut

merupakan embrio bagian pengaturan mengenai pengakuan dan perlunya

27) Tta Gambiro, Kek Milik industri dan Alih Teknologi, Jakarta, Prising, hal. 18.
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perlindungan atas desain industri. Dalam Pasal 17 UU No. § Tahun 1984
disebutkan bahwa ketentuan mengenai Desain Industri distur dengan
Peraturan Pemerintah.

Untuk mengakomodasi amanat Pagal 17 UU No. 5 Tahun 1984
tersebut diatas pernah dibvat Rancangan PP mengenai Desain Industri dan
terakhir telah dibuat Rancangan PP yang mengstur Deszin Industri bekerja
sama dengan ALLPS Project. Namun demikian istilsh yang dipakai dalam
Rancangan PP terakhir tersebut tidak menggunakan istileh "desain Industri”
tetap: dengan istilah "Rancangan Industri”.

Pada Tahun 1999, sebelum Rancangan PP mengenai Desain Industri
hasil kerja mama dengan ELLPS Project diberlskukan pemerintah
mempunyal pandangan lain dalam mengatur Desain Industri, tidak dalam
bentuk PP akan fetapi dalam UU tersendiri. Dengan demikian menjelang
berlakunya TRIPs secara penuh di Indonesia pada awal Yanuari tahun 2000
Pernerintah telah membuat UU fentang Rahasia Dagarfg, UU tentang Desain
Tata Letak Sirkit Terpadu dan UU Desain Industri. UU Desain Industni
tersebut terdiri dari 13 Bab dan 58 pasal. Ketiga UU tersebut baru disahkan

dan berlaku efektif pada tanggal 20 Desember Tahun 2000.

. Ruang Lingkup dan Pengertian Desain Industri

Dalam Rancangan PP mengenai Desain Produk Industri yang dibuat
sebagai pelaksanaan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 {entang Perindustrian

disebutkan bahwa Desain Produk Industri adalah suatu ciptaan atan kreasi




tentang bentuk konfigurasi atau.pola dari suatu barang yang dapat diproduksi
oleh perorangan dan atay pemsahaah industr.

Dengan demikian pada dasamya desain industri merupakan "pattern”
yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai
secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang
berulang-ulang inilah vang merupakan ciri, dan bahkan pembeda dari
ciptaan yang diatur dalam hak‘ cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak
desain adalah cenderung ciptaan ifu berkaitan dengan estetika produk, aspek
kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan,
sehingga memberikan sumbangan yang berarti- untuk kesul;éesan pemnasaran
barang tersebut. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan secara
umum dan sederhana bahwé desain industri melindungi ciptaan "seni pakai”
sedangkan hak cipta melindungi ciptaan "seni murni” @

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selaln melalui tahapan berupa
perancangan. Perancangan ini biss berbenfuk dua dimensi maupun tiga dimensi.
Rancangan molif untuk tekstl berbentuk dua dimensi, sedangkan rsncangan
untuk barung seperti kursi, atau yeng lainnya diperlukan dalam bentuk tiga
dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan dalam bentuknya
yang dua dimensi, atau melalui Seni patung untuk rancangan dalam tiga
dimensi, seperti prototif sebuah bentuk barang,

Whitford, membagi desain kedalam 2 kategor, yaitu

28) Muhamad Djumhana, Op.Cit., Hal. 156.
29) fbid, Hal 154,
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1) Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan ralzs seperti
dua dimensi, dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur
estetiknya meudorong konsumen untuk membeli barang hasil desain
fersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur
estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya
berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga
tidak diperlukan pendaflaran maupun uang tanggungan.

2} Kategori B berupa desain yang bérbentuk tiga dimensi hanya bentuk
desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian
barang oleh konsumen karena kegunaan, dan peruntukan barang terscbut.

Sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan le:e' dalam desain

tndustrt bila memenuhi syaral-syarat tertentu. Rancangan tersebut adalah

suatu yang baru (zovelty), dan aslhi (originaf). Hasil karyanya fidak termasuk
kedalam bidang kesusastraan, dan bentuk seni murni. Juga dapat diterapkan,
atan dimanfastkan untuk diproduksi secara masal ‘melalui industri.

Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri, juga bisa secara

keseluruhannya

Menurut Pasal 213 UU Hak Cipta, Desain dan Patent Inggris Tahun

1988, yang disebut design right adalah ‘the design of any aspect of the shape

or configuration (whether external or internal} of the whole or part of the

article’ ranéangan seluruh aspek bentuk, atau konfigurasi apaksh it

eksternal maupun internal dari seluruh maupun bagian dari suatu barang.
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Sedangkan dalam UU Pendaftaran Desain 1949 (Je Registered Designs Act
1949), pada Pasal 1 ayat (3} pengertian desain disebutkan sebagni >
“features of shape, configuration, pattern of ornament applied to an
articel by any industrial proéess or means, being feature whick in the
Jisished article appeal to an judged solely by the eye, but does not
include a method or principle of construction of features of shape or
configuration which are dictated solely by the function ehich the
article to be made in that shape or configuration has to perform".
Merancang sebuah produk yang ekan dihasilkan industri tertentu, bisa
meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut, atan
hanya bagian tertentu saje. Langksh hasil persncangan suatu barang yang
akan diproduksi secars massal tersebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai
desain industri. Hal ini kerena penuangen seni yang diwujudkan digunakan
dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan wnfuk menunjang
kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki eutetika,
aspek kemnduhan, atay kenyamanan dalam penggunaannya.®”
Konvens: mengenai desain industri, bersatu dalam Konvensi Paris,
yaifu Konvensi unfuk perlindungan hak milik perindustrian 1883.
Pengelolaan dari Konvensi ini diIakul@n oleh United Biro for the Protection

Intellectual Property dalam bahasa Perancis disebut Bivieaux Internativonal

30) Jeremy Philips, Introduction to Inteflectual Property Law, Butterworths London 1986,
P. 263.
31) Muhamad Djumhana, Op.Cit., Hal, 155.
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reunis pour la Protection de Propriete Intelectuelle (BIRPI), yang sekarang
im  lebih  dikenal dengmn WIPO  (World  International Property
Organization). Badan internasional ini sekarang berkantor di Jenewa

WIPO memegang peranan penting dalam perlindungan hak milik
intelekiual secara internasional. Walaupun badan tersebut bukan merupakan
badan peradilan yang khusus ditugasken untuk memberikan interpretssi
secara uniform dari konvensi-konvensi tersebut, dan juga tidak melakukan
pengawasan  aftas anggota-anggotanya, 'tetnpi bahan tersebut mempunyai
peranan yang sangat strafegis dalam perlindungan hak milik intelektual
secara internagional. Badan tersebut seringkali mengadak:ag'persi::apan untuk
konvensi-konvensi dan membuatkan drafis convention. Selain ilu juga
berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara berkembang,

Pada tahun 1970, WIPO (World fntellectual Property Organization)
dan B.LR.P. (International Bureau for the Protection of Intellectual
Property} i Jenewa, telah menyusun suatu Model faw (Contoh  Drait
Undang-undang) tentang Desain produk Industri yang lerisikan “guiding
principles” bagl negara-negara yang sedang berkembsang Jika suaty negara
ingin  mempunyai Undang-undang Desain Industri sendiri, dapat
mengambil/mencontoh pedoman-pedoman prinsip-prinsip yang disusun

dalam Model Law (Contoh Draft Undang-undang).*

32) Ita Gambiro, Desain Preduk Industri, Gramedia Ofset, Jakarta 1992, Hal. 5-10,
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Dalam Model Law ini diberikan suatu definisi tentang industrial design
tersebut yaﬁu sebagai berikut :

"Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau wirna-
waipa, dengan kefentuan babwa komposisi atau bestuk ifu dapat
mewmberikan rupa/penampilan khusus pada suatn hasil/procduk industri dan

dapat dipakai sebagai suatu pola pattern untuk suatu hasil/produk industri".

Swedia (1970)

Negara swedia menyebut Undang-undang tentang desainnya dengan
"The Swedish Design Protection Act” yang memberikan definisi tentang
Desain gebagai berikut :

“The term Design means the prototype embodying the appearence of an
article or the prototype of an ornament”
Jepang (1960)

Jepang di dalam Undang-undang tentang Desainnya éJepang menyeabut
Undang-undang tentang Industrial Design dengan Design Law) memberikan
definisi Desain Industri gsebagai berikut
"Desain adalah bentuk, pola atan warna atan suatu kombinasi dari yang 3 ini

dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihaten assthetis™,
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Thailand (1979)

Thailand mengatakan desain didalam Patent Act :

"Desaign” means the shape of the product or element of drawing or color,
having special characteristics for the product, which can be used és a form

Jor industrial production including manufucturing.

Taiwan (1949)
Taiwan mengatur desain di dalam Patents Law

"Design" is a rew creation of aesthelic value in respect of the shape, pattern

of color af an article.

India (1970}

India menyebut Undang-ﬁndang tentang desainnya dengan Design Act.
"Design” means only the features of shape, configuration, patterns, or
oraament applied to any article by any industrial process or means, whether

manual, mecharical, or chemical-separately or combined-which in the

Jinished article appeal to and are judged solely by the eye.

Mexico (1976)

Mexico mengatur desain dalam law on Inventionas and Trademarks.
"Tndustricl D Signs” is any combination of figures, lines or colors
incarporated into an industrial product for purposes of ornamentation,

giving it @ peculiar and unique aspect.
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benelux (belgia, Belanda, Luxemburg} 1966

Benelux menyebut Undzing-undang tentang Desainnya dengan Designs or
Models Law.

A Design is the new appearence of a product having a utilitarian Junction,

but anything assential to achieving a techaical result may not be protected.
Amerika (1952)
Amerika mengatur desainnya di dalam Patent Act.

A Design Pateat may be obtaind for any new, original and ornamental
design for an article of menufacture.

Inggriy (1950}

Inggris menyebut Undang-undang tentang Desain dengan Design Act.

"Design" means those features of shape, configuration, pattern or ornament
appiied to an article hy any industrial process or means whick in the
finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not
include a method or pinciple of construction or features of shape or
configuration which are dictated solely by the functions which the functions
which the article made.’”

Di Inggris, dikenal 3 kategori perlindungan untuk desain industri :

1) Design registration, hak ini bisa didapatkan karena pendaitarn dan

Jjangka waktu hak monopoliny2 maksimum 15 tahun.

5

1bid, Hal. 11.

[
g
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2) Design copyright, Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat
untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini
secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebuf harug crijinal
dalam benfuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta.
Perlindungaﬁ ini pun hanya menyanglkut segi perbanyakan yang tidak uah.

3) Full copyright, Design indusiri tersebut memenuhi syaral sebagai
konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur UU Hak Cipta tahun 1956,
vaitu digolongkan sepenulnya sebagai hak cipta. Jangka waktu
perlindungan desain industri yang digolongkan kedalan sepenuhnya hak
cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu"selama hidup si
pencipta dan 50 tahun setelsh si pencita meninggal.>®

Kategori 2 dan 3 secara 'te-rse-ndiri satu sama lain bersifat eksklusif

Sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan suafu slternatif dan

tambahan saja terhadap perlindungan kategori dua.

UU Desain Jepang (Law No. 125 of April 13, 195§, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Law No. 116 of 1994 and Law No. 68
of 1996) disebutkan bahwa “Design in this Law Means the shape, patiern or
cofor or any combination there of in an article which produces as gesthelic
impression on the sense of sight”.

Dalam Rancangan PP mengenai Rancangan Industri, hasil kerja sama

dengan ELLPS Project disebutkan bahwa :

34y Muhamad Djumthana, Op. Cit., Hal, 157-158. .

47




"Rancangan Indusiri" merupakan istilsh hukum bagi aspek tertentu
dari rancangan peralatan barang-barang bermanfast buatan pabrik (dalam
Jjumlah besar). Rancangan industri ini mencakup rancangan keindahan atau
hiasan produk seperti alat-alat, konsol komputer, kursi, lampu, pamun
umumnya tidak termasuk ciri khas funggionalnya.

‘Perlindungan hukum terhadap hukum rancangan industri dapat
meliputi ciri-ciri seperti warna, kombinasi warng, bentuk, dan susunan
bahan. Perlindungan juga dapat meliptui ciri khas ergonomis tertentu yang
membual sebuah produk lebih menarik, seperti peletakan pengikat, kancing,
kenop dan lubang celah serta orientasi permukaannya yang barfungsi.

Namun perlindungan hukum terhédap rancangan indus&ri itn bersifat
terbatas. Perlindungan tersebut tidak termasuk ciri-ciri khas fungsional suatu
produk, misalnya, ciri khas yang menentukan bagaimana produk itu belcerja
atau bagatmana mudahnya merakit dan mereparasi produk tersebut, Apabila
ciri khas fungsional demikian harus dilindungi, maka' harug dilindung
berdasarkan hak paten "kemanfaatan”, yaitu dengan mempatenkan aspek
kegunaan dari benda itu sendiri.

le'cmlgml industri berarti aspek rancangan tiga dimensi dari sebuah
barang buatan pabrik yang berm:;nfaat yang dapat dilihat dengan jelas oleh
semakal burang lerscbut dalam penggunaan normal dan vang memenuhi
syarat untuk dilindungi menurut Pasal 3 sampai dengan 7 hari Perafuran

Pemeriniah ini.
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Istilah "Rancangan Industri” memberikan pengertian, dan peraturan
pemeriniah ini harus melindungi, setiap khas yang terlihat dari produk
bermanfaat buatan pabrik yang fidak didikte oleh fingsi sebagaimana
diterangkan dalam Pasal 3. Jadi, misalnya, warna, gaya, benfuk, pola, lokasi
susunan bahan dan “rasa" dari setiap-bagian dari barang tuatan pabrik yang
bermaniaat, demikian pula tata ruang dan hubungan lain dari satu bagian ke
bagian lainnya, dapat dilindungi sebagai bagian dari rancangan industri dari
barang tersebut, sepanjang tidak dibutulikan untuk fingsi yang dijalankan
oleh ciri khag ataupun barang buatan pabrik tersebut.

Istilah "Rancangan Industri” ini terbatas pada rancangan atas benda-
benda buatan pabrik yang bermanfaat. Untuk tujuan ini sebush barang
bermanfaat dapat diuraikan sebagai sebush barang buatan pabrik yang
mempunyat  fingsi pemakaian yang intrisik yang tidak sekedar hanya
mencerminkan barangnya ataspun menyampaikan informasi. Pembatasan ini
tidak termasuk barang-barang vang rancangannya' dilindungi  secara
tersendiri oleh undang-undang hak cipta, sepertii gambar, lukisan, patung dan
semacanmya. Karya se.nil dan rancangan secara sbstrak tidak memenuhi
syarat untuk perlindungan menurut hukum ini.>”

. Pergyaratan yang mengharugkan aspek terlindungi sebuah rancangan
industri agar dapat terlihat oleh pemakai barang buatan pabrik dalam

penggunaannya yang norma dimaksudkan untuk menerspkan pengenyam-

35y Ibid, hal. 167

49




pingan c¢iri khas fungsional menurut Pasal 3. Persyaratan ini akan
mengecualikan, misalnya, ciri khas seperti halnya warna dan penempatan
bagian dalam yang biasanya terlihat hanya bila barang ifu dicerni-beraikan
untuk perbaikan.

Rujukan terhadap rancangan "tiga dimensi® dimaksudkan untuk
mengenyampingkan pola-pola di atas permukaan dua dimensi, seperti haluya
pola tekstil, dari perlindungan menurut Peraturan Pemerintah ini. Pola-pola
dua dimensi dapat dilindungi sebagai bagian dari rancangan industri apabila
merupakan bagian dari sebuah rancangan tiga dimensi yang karenanya
membuainya memenuhi syarat terhadap perlindungan betl'iiasar Peraturan
Pemerintah ini, Namun, secara tersendiri, rancangan dua dimensi dapat
dilindungi menurut Undan\g-uﬁdang Hak Cipta.

Pasal 25 (2) dari Perjanjian TRIPs mensyaratkan perlindungan hukum
bagi rancangan tekstil dan memberlakukan persyaratan-persyaratan tertentu
atas perlindungan tersebut. Namun, juga membuat per'li‘ndungan ity dapat
diberikan baik di bawah Undang—ﬁndmg Hak Cipta ataupun Rancangan
Industri. Misalnya, Pasal 11 (1) {f} dari Undang-undang Republik Indonesia
fentang Hak Cipta secara khusus menyebutkan seni batik sebagai materi
perlindungan hak cipta.

Dengan mengenyampingkan rancangan dua dimensi dari perfindungan
sebagai rancangan industri itu sendiri, maka konsep ini menghindarkan

adanya tumpang tindih dalam perlindungan rancangan teksiil dan pola dua




dimensi lainnya. Namun penghindaran dari tumpang tindih ini tidak
dipersyaratkan oleh ATRIP GATT ataupun perjanjian internasional lainnya.
Apabila Pemerintah berkeinginan memperbolehkan perlindungan tumpang
tindih ini, maka pembatasan terhadap rancangan dua dimensi dapat dihapus.

Dalam UU Desain Industri yéng dimaksud dengan Desain Industri
adalah . suatu kreasi tentang benluk, konfigurasi, atau komposisi garis alau
warna, atau garis dan warna, atan gabungan daripadanya yang berbeniuk tiga
dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diujudk:an dalam pola tiga
dimensi afay dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasitkan suatu
produk, barang atan komoditi industri dan kerajinan tangan.

Dengan demikian pads prinsipnya suatu Desain Incustri adalah suatu
“Pattern” / pola / rancangan yang dibutuhkan dan digunakan delam suatu
produksi unhuk menghasilkan suatu produk, barang, komeoditi industri dan

termasuk pula kerajinan tangan.>®

3. Desain bodustri Bagian Dari HAXI Pada Umnmnya
Secara substansif, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas
kekayaan yang timbul atan lahir karena kemampuan intelekival manusia,
Penggambaran sebagal di atas pada dasamya memberikan kejelasan bahwa
HAKI memang menjadikan karya-karya vyang timbul wtau lahir karena

kemampuan intelektual mannsia sebagal inti dan obyek pengaturannya

36) Solo Sirail, Perlindungan Hak Atas Desain Industri Berdaserkan RUU, Makalah Temu
Wicara Tentang Desain Industr, Semarang 23 Nopember 1999, hal, 1.2,
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Pemsahaman mengenai HAKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak
atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelekiual tadi.

Mengapa kemampuan intelektual manusia ? Karya-karva di bidang ilmu
pengetahuan, seni, sasfra, ataupun teknz)logi memang dilahirkan atau dihasilkan
oleh manugia melalui kemampuan intelekiualnya, melatui daya cipta, rasa dan
kzufsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedaksn dari jenis kekayaan
lain yang juga dapat dimiliki manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari
alam seperti tanah dan atay tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang
diturunkannya. Dari segi ini, tampaknya mudah dipuhami bagaimana
inteleldual property memang berbeda dari real property.

larya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetshuan,
ataukah seni, sastra, atan tekﬁologi, dilahirkan dengan pe-ngorbénan fenaga,
wakty dan bahkan biaya Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang
dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila. ditambah dengan manfaat elonomi
yang dapat dintkmati, maka npilai ekonomi yang melekat menumbuhkan
konseps1 kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia
uszha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan.™

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa ®

37) Bambang Kesowo, Pengantar Umum HAKI di Indonesia, Kerjassama F.H. UNDIP &
Setneg RI, Semarang, 15 Desember 1994, Hal 4.

38) Satjipto Rahardjo, Aspek Sesic Kulturii Delom Pemajuen HAKI, Mokalah Seminar
Penegakan Hukum HAKI Dalam Perlindungan Ekonomi UKM, Semarang 25 Nopember
2000, Hal. 1,
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HAKI adalah suatu institusi yang muncul dari dalam suats komunitas
vang sangal sadar akan hak-hek dan kemerdekaan individu, bukan dari suatu
komunitas yang lebih berbasis kolekti}ritas. Ciptaan dan karya-karya besar
bangsa kita hampir semua bergifat .anonim, seperti candi-candi, wayang,
gending dan sebagainya.

Orang harus bersusah payah melacak siapa aktor pembuatnya. Filsafat di
belakang itn adalah, bahwa suatu nilaf suatu karya lebih penting daripads siapa
pembuatnya. Terasa sekali ada suasana mifos-transendental-kolektif disini.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada
akhimya juga menimbulkan kebuthan untuk melindungi atau mempertahankan
kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan kousepsi
perlindungan hukum atas kekayaan tad:i, termasuk pengakuan hak terhadapnya.
Sesuai dengan hakekatnya pula HAKI dikelompokkan sebagai hak milik
perorangan yang sifatnya tidak berwujud (infangibie).

Apgaknya tidek terlalu berlebihan untuk - mengatékan bahwa upaya
penumbuhan dan pengembangan HAXI di Indonesia, dan dalam sistem hukum
di Indonesia, menjadikan HAKI sebagai hal yang baru.

Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, sudah barang tentu
bukanlah hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya pengakuan balrwa
sesuatu karya intelektual adalah karya si A, dan karenanya patut dihormati,
sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal itupun masih ferasa

sekedar untuk  menumbuhkan bagian dan  etika kehidupan masyarakal.
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Penyebutan nama-nama seperti Tantular, Wage Rudolf Soepartman dengan
karya-karya mereka dalam dunia pendidiken selama ini, pasti bukan sekedar

bagian dalam pengajaran sejarsh saja Begifu pula dengan nama-nama asing

seperti Thomas Alpha Edison, James Watt, Einstein dan lain-lainnya. semnuanya

diarahkan pada pengenalan karya, pengakuan dan penghormatannya Disadari
alay {idak, penumbuban sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu
karyy intelekinal, telah dilakukan Dalam pengertian tertentu, sikap seperti itu
sebenarnya bahkan telah berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat,
walaupun tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.™

Dalam kerangka pikir di atag, kalau etos pembaxyglman"yang selama ini
ditumbubkan, yaitu profesionalisme dan produktivitas, kizn sering dituntut dan
dinyatakan penting untuk dimiliki manusia Indonesia, maka sikap dan cara
pandang terhadap etos ifu sendiri mutlak perlu untuk terlebih dahulu
diturnbubkan,
Rasanya mustahil dapat mewujudkan etos tersebut, manaka'la cara pandang dan
sikap penghargaan terhadap profesi atay keazhlian itu, tidak ditumbuhkan dan
dikembangkan sebagai bagian dari nilai kehidupan manusiz Indonesia ifu
sendiri. Dari segi ini puls, upaya-upaya unfuk mewujudkannya termasuk
melalui penumbuhan aturan  yang mampu mendukung, sangat periu

memperoleh perhatian.

39) Bambang Kesowo, Op. Cit., Hal.9.
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Dari sudut pandang HAKI, penumbuhan aturan tersebut diperlukan
karena adanya sikep penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak 5aja
akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewunjudken iklim yang kondusif
bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang
lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.

Kalaupun harus dilihat dari sisi pembangunan nasional, dimana manusia
Indonesia berperan sebagai pelaku atan pelaksanaannya, dan meningkatnya
profesionalisme dan produktifitas manusia Indonesia ﬁempakm sexua{y yang
benar-benar ingin diwujudkan, maka pepumbuhan dan pengembangan HAKI
dalam sistern hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. ¥ )

Perlindungan hukum terhadap HAKI ini pada desarnya berintikan
pengakuan terhadap hak atas kekayaan te-rs;ebut, dan hak untuk dalam waktu
tertenfu menikmati atan mengeksploitasi sendiri kekayaan fadi. Selama kurun
waktu fertenfu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau mengguuakan atau
mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. '

Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusos kepada
orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan 'bahw.g hak seperti
ifu eksldusif sifatnya

Adanya perlindungan hukum seperti ifu dimaksudkan agar pemilik hak
dapat menggunakan atan mengeksploitrsi kekayaan tadi dengan aman, Pada

gilirannya, rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang

A0y fbid, Hal, 10,

55




memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptasn atay temuan-
temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik
hak diminta untul mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja sert: manfaat
daripada kekayaannya. la dapat aman mengungkapkan (Ziscloses) karena
adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut
menikmati alay menggunakannya atas dasar ijin, ataw bahkan mengembang-
kannya lebih lanjut.
HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisiona]
dipilih dalam dua kelompok, yaitn :*?
a. Hak Cipta (Copyright)
b. Hak atas kekayaan Industri {{ndustrial Property) yang beririkan :
1) Paten (Patent)
2) Merek (Trademark)
3) Desain Produk Industri (Industrial Design)
4) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (Repression of Unfair
Campetition Practices).
Pedu terlebih dabulu dicatat, bahwa penpenalan jenis ssbagai diatas, pada
. dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan WIPO (The World Intellectual
Praperty Orgaonization). WIPO adalah badan kbusus PBB yang dibentuk dengan
hyjuan untuk mengadministrasikan perjanjian persetujuan mulfilateral mengenai HAKI

Indonesia merupakan anggota WIPO dan meratifikasi Konvensi tersebut dalam tahun

1979,

41y Ibid, Hal. 11.
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Masalah lain yang perlu dicatat adalah pencantuman masalah

Penanggulangan Prakitek Persaingan Curang. Banyak praktek negera-negara

yang menunjukkan keengganan menerima jenis yang satu ini sebagai HAKI.

Alasan mereka adalah, penilian bahwa jenis ini tidak menampakkan karakter
vang jelas sebagai karya intelelitua!. Selain i, mereka yang enggan
menerimanya sebagai HAKI juga berdalih bahwa adalah lebih berharga
memasukkan “Trade Secrets” (terutama temuan teknologi yvang karena sebab
dan pertimbangan tertentu dari penemu afan pemiliknya, tidak diminfakan
paten) sebagai HAKL

Sebaliknya, beberapa negara yang menerima - pencantuman
Penanggulangan Praktek Persaingan Curang sebagai HAKI, me n.olak masuknya
"Trade Secrets” karena alasan adanya unsur ketidakpastian. Mereka berpen-
dapat adalah tidak wajar mengheruskan pemberian perlindungan untuk sesuatu
yang tidak jelas dan keberadaannya tidak dapat- diketahwi secara umum.
Sekalipun demikian, pihak yang terakhir inipun pada akhirnya cenderung untuk
menerima gecara diam-diam kehadiran "Trade Secrets" ini, setelah disodorkan
pertimbangan yang lebih substansif sifatnya. Int masalahnya bukan terletak
pada sifat kerahasiaan itu sendiri, tetapi pada informasi tentang teknologi atau
bagian dari teknologi yang memiliki nilai ekonomi., Nama yang diberikan,
berbagal macam. Kadangkala Confidential Information. Dalam persetujuan

TRIPs / Putaran Uruguay-GATT, disebut sebagai Undisclosed Information.
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Tetapi terlepas dari adanya silang pendapat sebagai diatas, pada
kenyataannya mereka yang bertikai tersebut dalam praktek pengatman HAKT
saling mengakomodasi unsw satu dan lainnya Ada pula _vaﬁg bahkan mengatur
masalah Penanggulangan Praktek' Curang dan masalah Trade Sedrets /
Confidential Information | Undisclosed Information tersebut (sekalipun secara
terpisah) dalam sistem hukum nasionalnya.

Hal i perlu dicatat adalah sifat “tradisional” dari pengelompokan itu.
WIPO sebeparnya tidak melakukannya Pengelompokan tersebut berlangsung
dalam praktek negara-negara saja  dalam penyebaran pemahamannya.
Tradisional sebab pengelompokan tadi berakar lama dalam sejérah HAFI yang
berasums: bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri, dan ada pula yang
tidak. Dalam hal yang terakhir ini, yang sebenarmyz dimaksud adalah Hak
Cipta.

Asumsi tersebul mungkin benar pada masanya. Tetapi siapakah yang
dahulu mengira bila karya-karya yang dilindungi Hak Cipt‘a sekarang ini dapat
dipisahkan dari kegiatan industri ? Ambillah misal, kompute; progran, film dan
rekaman suara. Sekalipun pengelompokan sebagai distas mungkin telzh
kehilangan validitas dewasa ini, tetapt masih sering digunskan sekedar unfuk

mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai HAKL®

42) fbid, Hal. 12,
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Paris Convention 1883, terakhir diadakan perbaikan pada tahun 1979,

merupakan komvensi internasional yang I yang mengatur mengenai Hak Milik

Perindustrian (fndustricd Propery).

Dalam Paris Convention tersebut Bidang-bidnag HAKI yang diatur

adalah ;

a. Patent / Paten

b.

c.

Utility Models / Paten Sederhana

Industrial Designs [ Desain Industri

d. Marks/ Merek

e.

£

Trade Names / Name Dagang
Urjair Competition / Persaingan Curang

TRIPs, yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO, menyebutkan

bahwa bidang HAXI terdiri dari :

a Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

b.

g
f.

Merek

. Indikasi Geografis

Desain Industri

Paten

Rangkaian sirkit terpadu
Rahasia dagang dan test data

Variestas tanaman bary

D1 Indonesta, bidang HAKI yang telah mendapat pengaturan adalah :
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Merek diatur dalam UU No. 21/61 yang tela dicabut dengan UU No. 19/192
jo UU No. 14/1997

Paten UU No. 6/89 diubah dengan UU No. 13/97

Hak Cipta UU No. 6/82 sebagaimana diubah dengan UU No. 7/87 dan
diubah lagi dengan UU No. 12/97

Persaingan tidak sehat, UU No. 5/99 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan tidak sehat.

Sedangkan bidang lain yang masih dalam tahap RUU adalah :

Desain Industri

Undisclosed Information / Rahagia Dagang

Topography Right (semi konduktor) (Tata letak sirkit terpadu) |
Rahasia dagang

RUIj tentang perubshan UU mengenai paten, merek, dan Hak Cipta

Dengan demikian, desain indugtri sebenamya sudah sejak lama menjadi

bagian dari HAKI pada umumaya sejajar dengan paten merek, Hak Cipta.

Hanya saja, di Indonesia Desain Industri masih merupakan hal yang baru

karena baru tahun 1999 dibuat RUU nya.

. Perkembangan Desain Dalam Industri di Dunia

Membicarakan soal Desain Industri (Undustridl Design) tidak akan

terlepas dari terjadinya Revolusi Industri di benua Eropa. Perkembangan

Desain Industri sendiri mengalami 3 fase perkembangan.
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Desain Industri pada dasamyz suatu proses penciptain, penemusn dan
penentuan yang tak terpisshkan dari segi-segi produksi, Secara khusus desain
bertalian dengan perkembangan industrialisasi sekitar tabun 1770, Segi yang
membedakannya yaitu pada pemisah.an desain dari proses pembuatan yang
ternyata telah ada sebelum terjadinya Revolusi Industri, ™

Di negara-negara Eropa Barat yang sedang berkembang seperti
Fiorentine, Vennessia, Nurenberg dan Bruges bengksl-bengkel besar
dikembangkan untuk melayani selera-selera yang rumit (;cg)}tfsr!cared) bagi
kehidupan istana, gereja-gersja dan saudagar-saudagar kaya. Tidak sedikit
barang-barang secjenis telah dibuat oleh para pengeraj in—peng:aréjin di kota yang
mempunyai tmgkat kecakapan dan kepekaan seninya yang tinggi dengan proses
produksi yang masih berdasarkan metode-metods kerajinan (craft methods)
unfuk memperbanyak model-mode! yang dibuat.

Pada. awalnya barang-barang seperti porselin di produksi sebagai barang
pelengkap kehidupan istana, oleh karena itu desainnya lebih ditekankan atau
diarahkan pada mutu seni dan keterampilan vang elok sekali terlepas dari
perhitungan biaya skan tetapi ketika kegemaran pada teh, kopi dan coklat
merupakan kebiasaan baru yang diperoleh kalangan menengah yang sedang
sukses, memperiuas pemakaian porselin tersebul gerta merubah sasaran desain

dari kekhnsusan seni semata-mata menjadi penyesnaian secara komersial,

43) Ita Gambiro, Op.Cit., Hal. 18,
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Dapat dikatakan bahwa pada masa itu yaitu abad 18 perkgmbangan desain
febih dititik beratkan kepada nitai seninya (art value) dan nilai estetis (aestethic
vaiue) dibandingkan dengan nilai komersial (commercial value} dan kegunaan
(utility), selain dari itu metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan,
Pada pertengahan sbad 18 sebetulnya sudah dikenal sistem pabrikan
(manyfacture) akan tetapi masih menggunakan metode-metode tradisional
dengan jaringan bengkel-bengkel kecil.

Fase kedua perkembangan Desain Industri adalsh pada abad 19, yang
mana pada masa ini Revolusi Industri tidak hanya mengubah kerajinan-
kerajinan tradisional melainkan juga sejalan dengan meningkatnya
pembaharuan teknik yang telah melahirkan beberapa indusfri baru vang
menerapkan proses mekanisasi produksi untuk menghasilken berbagai produk
baru.

Sepanjang abad 19, menurut Adrian Forty, Desain Industri pada awaloya
adalah profesi yang dikerjakan oleh Seniman (artist) atan Pelukis yang disewa
untuk menambah dekorasi produk-produk industri. Pada masa itu ekonomi
kapitalis tumbuh dengan 3 karakteristik. Produksi Masal, Distribusi Masa! dan
Pemakaian/Penggunaan Masal. Ketiga karakteristik tersebut meminta
standardisasi produk.

Pada masa ini nilai estetis tidak begitu mendapat tempat dalam produk
industri karena konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (utility) hal ini

cisebabkan pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses-
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proses mekanis. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri
raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif, Lokomotif pertama
dibuat pada tahun 1813 oleh Christopher Blackett dimana saat itu tujuan utama
mengembangkan sistem mekanis sebagai alat yang fungsional tanpa ada
sentuhan desain dan estetis. Pada perkembangan berikutnya untuk industri-
industri difuar lokomotif yaitu industri yang bergerak di bidang kepentingan
rumah tangga tetap mempertahankan deszin vang rumit daripada nilai
fungsionalnya dan kesederhanaan. Dapat dikatakan bahwa konsepsi produk-
produk dari proses mekanisasi pabrikan harus sederhana dan fungsional belum
dapat diterima pada gbad 19,

Berbeda dengan di Eropa yang begitu kuat pengaruh estetik' dalam setiap
produk industrinya, Amerika memperkenalkan Sistem Amerika (America
System), yaitu suatu sistem yang memperkenalkan standardisasi sebuah produk,
seperti yang dinyatakan oleh Adrian Forty dan Produksi Masal (Mass
Production}, yait suatu sistem produksi yang menekankan pada jumlah produk
yang dihasilkan. Sebagai contoh pada awalnya industri persenjataan Amerika
membuat sepuluh ribu senjata pada tabun 1789, namun sebagai perintis
produksi masal pada masa itu senapan sundut buatan John Hancock Hali pada
tahun 1842 diproduksi selama 20 {dua puluh) tahun dan produk-produk
bercirikan kegunaan (utility), berbeda dengan produk-produk buatan tukang-

tukang senjata (gunmiths) yang lebih menekankan keelokan dan hiasan.
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Perbedaan diantara keduanya terletak pada pendekatan tradisi kerajinan,
orang-orang Eropa menckankan nilai-nilar produk secara ckonomis maupun
estetik terletak pada peningkatan pekerjaan terampil yang mewujudkannya
sedangkan pendekatan cara Amerika terutama terletak pada metode-metode

industrinya yang lebih menitikberatkan pada jumlah dan kemanfastan sebagian

besar penduduk.

Fase ketiga adalah perkembangan Desain Industri pada abad 20 dapat
diterima dengan baik di Eropa atau di Amerika hal ini dibuktikan dengan begitu
banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain

Desain Industri (Industrial Designer).® Menurut Penny Sparke pada abad 20

perkembangan Desain Produk Industri terbagi atas tiga periode. Pertama
periode tahun 1900-1917 dikatakan sebagai periode pertumbuhan dari desain
modern (formative years of modern design), disebut sebagai periode Proto
Design, kedua periode tahun 1918-1945 dikatakan sebagai periode konsolidasi

dan kejayaan dari desain modern (the period of consolidation and heroism Jor

periode tahun 1945-sampai dengan sekarang dikatakan sebagai periode

perhatian penyerapan desain ke dalam masyarakat dan budaya secara luas

44} Rizki Adiwilaga, Pendayapunaan Desain Produk Industii dan Rshasia Dagang Bagi
Pengembangan  Industi Kersjinen Rskyat di DIY, Makalsh Seminar Nasional
“hnplernentasi UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakata 4 Oktober
2000, hal 1, 2.
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(concerns itself’ with design absorption into socoety and culture at large),
disebut sebagai periode Modern Design, from 1945 to the present.”?

Pada periode pertama perkembangan desain dilihat dari mata rantai antara
ekonomt, teknologi dan desain (the link between economics, technology and
design}, artinya antara ketiga aspek tersebut ada keterkaitan dan saling
bergantung satu sama lain, dimana suatu teknologi akan membutuhkan desain
yang baik untuk dapat diterima oleh pasar dan baik desain maupun teknologi
akan memberikan sumbangan keplada pertumbuhan ekonomi, periode kedus,
perkembangan desain dilibat dari macam-macam rezim politik yang telah
mempengaruhi hubungan antara ekonomi dan desain (various p_blirz'cal regimes
have influenced the relationships between the economy and design), artinya ada
suafy pengaruh dari politik térhadap perkembangan desain karena seperti
diketahui pada periode kedua ini saat berkembangan juga ideologi Nazisme
oleh Jerman dan Fasisme oleh Italia sampai melstusnya perang dunia ke 2.

Pada masa tlu desain lebih dititik beratkan kepadz;. industri peralatan
militer dan ekonomi sebagai penunjang berjalannya industri tersebut daripada
indusirt sipil, periode terakhir, dititik beratkan kepada saling berganhmgnys
anfara ekonomi, desain dan perubahan sesial (focuses on the interdependence
between economics, designs and social change), pada masa ini perkambangan

desain tidak dapat dilepaskan dari perubshan sosial karena desain dalam

45) Penny Sparke, “An Introduction to Design and Culture in the Twenticth Lentury” Allen
and Unwin, London, 1986, hal. X111, Dalam Rizki Adiwilaga Ibid, Hal. 3,
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perwujudannya mengikuti pembahaﬁ pola perilaku dan kebiasaan masyarakat.
Selain dari 1tu setelah berakhimya perang dunia kedua pembangunan industri
sipil lebih giat dan cenderung berimbang dengan industri militer.

Dari gambaran sejarah desain Produk Industri dapat disimpulkan bahwa
perkembangan Desain Produk Industri terbagi atag tiga fase, yaitu :

Fase Pertama abad 18 di Eropa Desain Produk Industri lebih dititik
beratkan pada nilai seni dan nilai estetisnya serta metode yang dipergunstkan
adalah kerajinan, sistem pabrikan telsh dikenal namun masih menggunakan
metode fradisional.

Fase Keduu abad 19 Desain Produk Industri lebih mentitikberatkan pada
kemantaatan dan fungsinya terutama untuk industri perangkat ke%as (keretz: api
dan mesin uap), akan tetapi untuk industri perangkat lunak (alat rumah tangga)
tetap menitikberatkan pada nilai seninya daripada fungsinya, hanya untuk di
Amerika lebih menekankan kepada jumlah dan kemanfaatan dan dikenal
dengan produksi mazal, '

Fase Ketiga terbagi atas tiga periode, vaitu periode pertama adanya
kelerikatan antara desain, teknologi dan ekonomi, keduva, adanya pengaruh
politik terhadap perkembangan desain dan ekonomi, ketiga, adanya seling
bergantung antara ekonomi, desain dan perubahan sosial.

Dapat dikatakan bahwa sejak abad 20 inilah perkembangan Desain

Industri lebih pesat dan jelas posisinya di dalam industri. Hal ini dibuktikan

tidak dapat terlepasnya semuz hasil produk industri dari Desain Industri mulai
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dari industri peralatan militer sampai industri perlengkapan alat rumah rangga,

di desain oleh pendesain Desain Industri.®?

B. Aspek Hukum Hubungan Desain Industri Dengan Industri

1. Desain Industri Ditinjau Dari Aspek Hukum Publik dan Hukum Priva¢

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hulum it merupakan tatanan,

merupakan suatu kesatuan yang uiuh yang terdiri dari bagian-bagizn atas -

unsur-unsw yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain
sistem hulum  adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang
mempunyai interaksi safu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai fujuan
kesatuan tersebut. Fesatuan tersebut diterapkan terhadap konxﬁleks unsur-unsur
yuridis seperti peraturan hulmm, -asas hukum dan pengertian hukum.
Masing-masing bagian harus diliﬁai dalam kaitannya dengmn bagian-
bagian lain dan dengan keseluruhannya, seperti gambar Mozaik; suatu gambar
yang dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan
lagi sehingga lampak utuh kembali gambar semmla Masing-masing bagian
tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait
dengan bagian-bagian lainnya. 'I“iap bagian tidak mempunyai arti di luar

kesatuan,

463 Ibid, hal 4.
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Kalay dikatakan di muka bshwa hukum ity merupakan sistem, maka di
dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam sistem hukum
ferdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari msur-unsur yang
mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Pembagian sistem hukum menjadi
bagian-bagian merupakan ciri gistem hukum. Untuk dapat mengadakan
pembagian harus ada kriteriumnya. Oleh karena itu kriterium‘ merupakan
prinsip sebagai dasar peﬁbagim. Pembagian hukum yang lazim diadakan ialah
: bukum materiil-hukum formil, hukuwm publik-hukum perdata Kebanyakan
pembagian atau klasifikasi hukum tidak memenuhi persyaratan yang dituntut
oleh sistematik yang baik, karena kriteriumnya ita bersifat praktig'.

Sistem terdapat dalam pelbagai tingkat. Deﬁgan demikian terdapat
pelbagal sistem. Keselurshan téia hukl'um nasional dapat dissbut sistem hukum
nasional, Kemﬁdian masih dikenal sistem hukum perdate, sistem hulam
pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat
sistem hukum keluarga, sistem hukum'benda, sistem hukum' harta kekayaan dan
sebagainya. ™

Pembagian sistem hukum menjadi bagian-bagian merupakan ciri sistem
hukum.  Untuk dapat mengadakan pembagian afau klasifikasi harus ads

kritertumnya. Kriterium ini merupakan prinsip sebagai dasar kiasifikasi.

47) Frof. Dr. Sudkno Mertokusumo, Mengenal Huown (Suatw Fengontar), Liberty,
Yogiakarta 1998, Hal 102, 103
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Berdasarkan kriterium fingsi hukum dibagi menjadi hukum materiil
(substantive law) dun hulean formil (aijective Jaw). Hukum materiil terdiri dari
peraturan-perafuran yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewsjiban.
Setiap orang setiap harinya dapatlah dikatakan berhubungsn dengan hukum
materiil. Dalam memenuhi kebutuhannya eehari-hari  orang gering
melaksunakan hukuen : belanja rehari-hari, naik becak, pergi ko tukang oukur
dan_sebagainya. Di sini dalam melsksansksn hukum masing-masing menienuhi
kewajibannya sehinggn tidak terjadi konflik, semuanya terjadi sacara teratur,

Apabila terjadi pelanggaran hukum, apabila terjadi sengketa, maka
hukum materiil yang telah dilanggar harus ditegakkan aian" dipertahankan.
Untuk  menegakkan hukum materiil dibutuhkan persturnn hukunm  yang
fungsinya melaksanakan atas menegakkan hukaum materiil, yaits hukum formil.
Hukum formil ienentukan bagmimana carsnya melaksansken hukum materiil,
bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hak ada pelanggaran
hokam atzu sengketa : bagaimana menuntut pelunasan ‘lmtan,g, bagaimana
menuntit penyerahan barang dan sebagainya. Hukum formil merupakan aturan
permainan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilen

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi lex peneralis dan lex specialis. Lex
generalis adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar,
sedangken lex specialis adalah hukum khusus, yaitn yang menyimpang dari lex
generalis. Lex generalis meropakan dasar dari lex specialis. Misalnya peraturan

mengenai Perscroan Terbatas (PT), diatur dalam UU Nol tahun 1995 merupakan
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peraluran khusus. Peraturan uvmumnys, Jex generalisnya terdapat dalam BW.
Hubungan antara lex generclis dan lex specialis ini dituangkan dalam Pasal 1

KUHD.

Pembagian klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun
banyak diperdebatkan ialah pembagian hikum menjadi twkum publik dan
hukum privat atan perdata.®

Hukwm publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur

kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya

Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara

dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanaka_ri tugasnya. Jadi
merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh ks;i‘é‘na memperhatikan
kepentingan umum, maka pela!;tsanaan peraturan hukum puialik dilalutkan oleh
penguasa |

Hukum perdate adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan
kewsjiban perorangan vang saln terhadap vang lain 'di dalam hubungan
keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanasnnya diserahkan
kepada masing-masing pihak.

Ada beberapa folok ukur vang dapat digunakan umtuk membedakan

antara hukum publik dan hukem perdata®

48)
49)

Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, Jid, Hal. 1190,
Ibid, Hal, 111
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Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan
dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup
kemungkinan bahwa dalam hukum perdatapun penguasa dapnt menjadi pihak
Jjuga

Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum
perdata pada umumnya bersitat melengkapi meskipun ada juga yang bergifat
memaksa.

Semula kriterium yang digunakan untuk membedakan hulum publik dari
hukum perdata jalah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi
kepentingan umum, sedangkan hukum perdata tujuannya adalah melindungi
kepentingan perorangan atau individu, Terhadap kriterium kepe.ntingan ini ada
keberatannya. Baik hukum publik mauspun hukum perdala kedua-cuanya
tujuannya pada hakekatnya adalab kepentingan umum. Lain dari pada it batas
yang tajam antara hukum publik dan hukum perdata tidak dapat ditarik.
SCHOLTEN berpendapat bahwa tidak ada pemisahan antara hukum publik dan
hukum perdata.

Kemudian timbul pendapat bahwa perbedaan antara hukum publik dan
hukum perdata itu terletak pada hubungan hukum. Hukum perdata itu
berhubungan dengan hubungan hukum antara individu, sedangkan hukum

publik itu mengatur hubungan antara negara dan individu.
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Kita lihat dewasa ini bahwa perkembangan hukum perdata menunjukkan
makin meningkatnya campur tangan penguasa dalam hukum perdata. Hal ini
dapat dilthat dari makin banyaknya ketentwan-kefentwan yang bersifat
memaksa, makin banyaknya pembatasan-pembatasan kebebasan individu dan
sebagainya. Ini semuanya menyebabkan menjadi makin kaburnya batas antara
hukum publik dan hukum perdata.

Pembagian publik-perdata ticiak terdapat dalam setiap sistem hulum.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia
sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modem.
Modernitas ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ™

1. Mempunyai bentuk tertulis

~3

. Hukum 1t berlaku untuk seluruh wilayah negara
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar unfuk mewujudkan
keputusan-keputusan politik mésyarakamya.

Ketentaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain In'dwstri adalah bagian
dari hukum Perdata Dagang khususnya Bidang Hak Milik Intelektusl yang
tentunya merupakan Bidang Hukum Prival, Namwun demikian campur tangan
pemerintah dalam mengafur mengenai Desain Industri dapaf juga digolongkan
dalam hukum Administrasi Negara karena menyangkut mater] mengenal
prosedur dan tatacara pendaftaran Desain Industri pada pemerintah, yang mana

i masuk dalam hukum publik.

503 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, #mu Hidhen, Alumni Bandung 1987, Hal. 178, 179,
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Dengan demikian UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri memuat
dua unsur sekaligus baik unsur hukum publik maupun hukum privat.
Beberapa bagian dari UU Desain Industri yang termasuk dalam bagian

hukum publik antara lain ; |

a. Ketentuan mengenai pendaftaran
Desain Industri pada pemerintah termasuk didalamnya Pendaftaran Desain
Industri dengan Hak prioritas.

b. Ketentuan mengenai penolakan pendaftaran Desain Industri

¢. Kewajiban pencatatan pengalihan Hak dengan lisensi pada pemerintah
(Ditjend HAKT) |

d. Pembatalan pendafiaran Desain Industri

e. Penetapan biaya permohonan pendaﬁaran pengajuan keberatan, permintaan
petikan daftar umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas desain
industri, permintaan galinan sertifikat desain industri, pencatatan pengalihan
hak.

. Ketentuan mengenai tatacara penyelesaian sengketa

¢ Ketentuan mengenal ancaman pidana pelanggaran desain inclustri

Beberapa bagian yang merupakan hukum privat, antdra lain

a. Lingkup Hak pemegang Desain Industri

b. Ketentuan mengenai pengalihan Hak Desain Industri

c. Hak pengajuan gugatan secara perdata atas pelanggaran desain industri,

pembatalan pendaftaran desain industri.
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2. Perkembangan Desain Industri di Indonesia

Berbeda dengan sejarah keberadasn Desazin Indusiri di Eropa yang
bersamaan dengan terjadinya Revolusi Industri, maka sebalikaya di Indonesia
tidak demikian. Ada perbedaan dalam esjarah Industrialisasi antara di Eropa
dengan Indonesia. Terutama dari fase-fase Industrialisasi yang terjadi Eropa
tidak dialami oleh bangsa Indonesia.

Proses-proses penemuan teknologi pada musa-masa awal industrialisasi,
seperti yang ferjadi di Eropa menurut Per.miis tidak ferjadi di Indonesia.
Gambaran yang ferjadi pada saat Revolusi Industri adalah banyaknya
Penemuan-penemuan Teknologi, yang semuva itu didapatkm_i melalui  suatn
proses Research and Development sesuai dengan konteks saat itu.?”

Bagaimana dengan Indonesia ? Menurut Penulis Industrialisasi  di
Indonesia lebih berbasis pada Foreign Investment stau Joint Venture
Agreement, bukan Indusiri yang berbasis Research and Development. Hal
tersebut dicirikan dengan terjadinya proses Lisensi-lisensi Teknolegi atan
Lisensi-lisensi produk Consumer GCoods seperti Baju, Sepatu, Mukanan,
Eleltrontka dan sebagainya.

Dengan strukfur Industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan
dengan Indusfri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Indusiri
pada awalnya beragsal dari si Investor. Khusus untuk Desain Industr

keberadaannya di Indonesia bukan lahir dari proses Industrialisasi itu sendiri.

31) fbid, Hal 4, 5.
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Semua desain-desain tersebut tidak dibuat di Indonesia dan oleh orang-orang

(Pendesnin} Indonesia, namun dibuat oleh Principal di negara investor, yang
kemudian dikirimkan ke Indonesia, lalu baru diproduksi secara masal di
Indonesia, oleh karena ifu Indonesia sempat lebih dikenal sebagai negara
"Perakit”,

Desain Indusiri masuk pertama kali ke Indonesia pada tshun 1970-an
sebagai salzh satu Program Studi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah
itu ditkuti oleh Universitas Trisakti dan Institut Seni Indonesia membuka
Program Studi Desain Industri pada tahun 1980-an, kemudian oleh 3
Universitas lainnya pada tahun 1990-an.

Pada masa iu Indonesia sendiri basis indusirinya adalah industr
kerajinan {craft hased on fna'us.tries). Industri-industrt berbasis kerajinan inilah
desain diperkenalkan seperti confohnya perabotan rumah tangea dari rotan atan
bambu. Oleh karena itu Desain Industri pada masa ifu sebagian besar
didasarkan pada kria/kerajinan dari Desain Interior.”

Baru pada dekade 80-an, Desain Industri di Indonesia telah mengalami
mass transisi menuju teknologi yang berorientasi desain dai desain berbasis
kerajinan dengan mengembangkan indusfri yang berbasis teknologi modem,

seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT.17.

52y Ibid, hal. 5.




Berbeda dengan di negara-negara industri, Desain Industri sangat
berperan sektor industri manufaktur, sedangkan apabila kita berbicara mengenai
Desain Industri di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sektor Industri
Kerajinan karena di Indonesia, Desain Industri tidak hanya di dalam Industri
Manutfaktur tetapi juga Industri Kerajinan. Fenomena ini terjadi di negara-
negara berkembang,

Sebagaimana diketahui, produsen produk kerajinan saal ini ada di setiap
negara, baik negara maju maupun negara berkembang.‘ Pasar produk kerajinan
telah terbentuk, bahkan produk kerajinan sudah menjadi komoditi perdagangan
dunia, distribusi dan industrinya ditangani oleh perusahaan-perusshaan berskala
besar. Gejala seperti inipun telah mulai tampak di dalam n'egeri, dimana
sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar sudah membentuk divisi
perdagangan kerajinan sebagai bagian dari usaha yang bersifat profesional,

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari
masyarakat tradisional agrarie, tumbuh dari | '

- Lingkungan kehidupan dan kebudayaan tradisional agraris
- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada disekitar
kehidupan yang bersangkutan,

Untuk : memenuhi tuntutan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena
itu produk kerajinan memiliki sifat-cifat yang spesifik baik dalam mutu, seni

dan teknologi maupun daya gunanya.
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Kalan industri kerajinan Indonesia ingin memasuki passran dunia masa
kim yang sifatnya global industrial, maka diperlukan beberspa penyesuaian

dalam segi mutu dan daya gunanya vang terdiri atas :

i

Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- Aspek health dan safety (kesehatan dan keselamatan) bagi pengguna
- Aspek durability of material dan construction (kesehatan bahan dan
konstruksi) duri produknya
- Sepek standar of guality (standar dari kualitas) dari produknya sendiri, yang
mampu mendukung fungsi operasionalnya, fungsi thematis estetisnya,
transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman
- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta seni/desain. |
Untuk melaksanakannya proses penmyesuaian ini diperlukan tahapan-
tahapan kegiatan yang satu sama lain tidak bisa dilepaskan keterkaitannya
ialah :
Riset yang terdiri atas (peranan Perguruan Tinggi Seni' Rupa dan Desain
sangat menentukan)
a. Flegiatan riset pasar yang mencakup : kebutuhan dan potensi p;war serta
tuntutan-funtutannya yang spesifik
b. Kegiatan riset daerah produksi yang mencakup : potensi produki, daya-daya
yang dimiliki serta hal-hal khusus yang menyertainya. (antara lain : segi-segi
hukum).

c. Kegiatan risel mekanisme sistem transportasi dan distribusi yang berfaku.




Proses perancangan dan pengembangan desain produk-produk kergjinan
yang terdapal i Indonesia dan atau akan diminati oleh pasar (design
development) atas dasar masukan dari kegiatan riset sebagai awal kegiatan, ‘

Penyebarluasan berbagat rancangan kerajinan dan usaha perajin, dengan
cara menyelenggarakan pengembangan (R & D), para perajin dan pengusaha

perajin, dengan cara menyelenggarakan penerbitan-penerbitan buku panduan

desain maupun pendidikan dan latthan pembuatan produk kerajinan/kriva
dengan desain yang baru afan diperbaharu, serta klinik desain bagi perajin yang
sewaktu-waktu memerlukan (termasuk bantuan hukum unfuk indusiri kecil)

dalam pengembangan desain,™

3. Aspek Hukum Publik dar Hukum Privat Dalam Perlindungan Desain
Industri

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menegaskan

bahwa Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonzn. Hal ini berarti

bahwa pemberian perlindungan hukum oleh hukum publik dalam hal ini

pemerintah, baru diberikan apabila desain industri tersebul didaflarkan, bila

tidak didaftarkan maka tidak ada perlindungan hukum.

53) Prof. Yusuf Affendi, Peranon Perlindungen Huhwn Terhadsp Ciptaan Descin Industri
Eriva-Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi, Makelah Seminar-Pekan Seni 1997
IKY, 30 Junt 1997, hal.3.
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Dengan demikian pendaftaran ‘a,dﬂlah momentum awal pemberian
perfindungan hukum melalui pengakuale hak-hak yang melekat pada pemegang
hak desain industri.

Hak-hak tersebuf antara lain :

a. Hak ekskiusifuntuk melaksanakan hﬁk atas desain industri yang dimilikinya.

b, Hak melarang orang lain tanpa persémjuannya membuat, memakai menjual,
mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak
desain industri. |

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan pada pemegang hak desain

industri untuk dalam jangka waktu te;rtezntu melaksanakan sendiri atan memberi

1 jam pada pihak lain. Dengan demikia?n pihak lain dilarang meléksanakaﬂ hak

desain industri tersebut tanpa per’setuju?an pemegang hak Pemberian hak pada

pihak lain dapat dilakukan dengan car%a : pewarigan, hibah, wasiat, perjanjian

atau sebab lain. |

Permohonan pendaftaran desainj industri yang diterirha akan dii)erikan
perlindungan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerirnaan.
Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan di catat dalam daftar
uvmum Desain Industri dan diumumkﬁ.n dalam berita resmi Desain Industri.
Daftar umum Desain Industri adalah sarana penghimpunan pendafataran yang
ditakukan dalam bidang Desain Industr}i yang memuat keterangan :

- Nama pemegang hak |

- Jenis Desain
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Tanggal diterimanya permohonan

1

Tanggal pelaksanaan pendaftaran

- Keterangan lain tentang pengalihan hak.

Bentuk riil perlindungan hukum atas desain industn yang telah
didaftarkan dan diterima pendaftarnya adalah berupa sanksi pidana, yang
dituangkan dalam Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 yaitu :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- {tiga
ratus juta rupiah)

{2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, Pasal
32 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana disebut diatas merupakan delik aduan.

Aspek hukum privat dalam perlindungan Desain Industrt dapat berupa :

pengakuan hak pemegang hak desain, pengalihan hak dan penyelesaian

sengketa pelanggaran Desain Industn secara perdata.

a. Pengalihan Hak Desain Indusfri

Desain industri hak milik dapat dialih tangankan baik sebelumnya maupun

sebagian melalui : hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian

dalam bentuk aktaz notaris, atau sebab-gsebab lain yang dibenarkan oleh

undang-undang. Pengalihan hak desain dapat dilakukan kepada perorangan
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maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib
chdaftarkan pada Ditjend HAKL

Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya bila telah
tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Sistem pencatatan tersebut
sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap
pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan vang
dianggap dalam hukum bersifat zaklijk, Pengalihan hak desain industri
scbaiknya dibuat dalam akta tertulis dibadapan notaris. Disyaratkan
demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pengalithan hak atas desain industri dapat dilakukan berdasarkan lisensi.
Sistem lisensi ini dianjurkan antara lain di dalam modc:ll hukuin yang
diterbitkun oleh BIRPYL Pengalilan desain di Inggis menwut Pasal 2 ayat
{2) Registerde vct 1949, bisa dilalukan secara assignment, dan fransmssion
or aperator of law.

Pengalihan desain melalui perjanjian dapat berbentuk Perjanjian Lisensi
(Lisencing Agreements). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak desain
memberi ijin kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan seperti membuat, menjual, memakai, rancangan
produk.

Bentuk lisensi desain, dapat berupa lisensi yang eksklugif’ dan yang non
ekaklusif. Lisensi ekeklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak

memberikan hisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari s1 pemegang
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lizensi jadi hanya memberikan ijin kepada satu orang/pihak saja, sedangkan
lisensi non eksklusif bisa dilisensikan lagl kepada beberapa pihak. Lisenst
desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus
melalui imbalan yang disebut royalti. Cara pembayaran royalti ini pun ada
macamnya, ada yang dibayar sekaligus, sebagai lumpsum, juga ada yang
dibayar menurut prosentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang
harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi biasanya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung
maupun fidak langsung dapat menimbulkan akibat yamg merugikan
perekonomian suatu negara para.pih,ak yang mengadakan perjanjian. Juga
tidak boleh memuat pembatagan yang menghambat kemampu'an pihak yang
menerima lisensi untuk menguasai, dan mengembangkan teknologi secara
umumaya, dan yang berkaitan dengan desain yang diperjanjikan.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil
dan tidak wajar. Perjanjian lisensi perlu diawasi oleh pemerintah karenanya

diwajibkan setiap perjanjian lisensi untuk didaftarkan pada Ditjend HAKL

. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

St pemegang hak desain mempunyai suatu hak monopoli, artinya di dapat
mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persefujuannya
membuat apa yang telah didaflarkannya. Jadi dia mempunyai kedudukan

kuat sekali terhadap pihak lain. Bila ada pihak yang melakukan pelanggaran
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terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan, maupun
keperdataan.
Apabila terdapat perbuatan deng:.m sadar melanggar hak pemegang desain
atau pemegang lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan
melanggar hukum, dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi.
Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan
tuntutan pidana terhadap pelanggaran desain tersebut.
UU Desain Industri memberikan beberapa cara mengatasi penyelesaian
sengketa terhadap siapa saja yang melanggar hak Pemegang Desain Industri,
baik melalui fembaga peradilan yang dalam hal ini difanga.ui oleh lembaga
peradilan khusus yaitu pengadilan niaga Atau dapat pula ;rlenyeleszdlcan
sengketa ity melalui lembaga arbitrase atan mediator lainnya.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 46 dan Pasal 48 RUU Desain Indusri.
(1) Pemegang hak atas Desain Industri atau penerima lisensi dapat
menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanph hak melaknkan
pelanggaran UU Desain Industri, berupa :
a. Gugatan ganti kerugian, dan
b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
(2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga;
Pasal 47 menyebutkan
Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesailtan perselisihan

tersebut melalui arbitrase atan alternatif penyelesaian sengkeia.
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Yang dimaksud dengan deternatif penyelesaian sengketa adalah
negosiasi, mediast, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai

dengan UU yang berlaku.

. Peran Desain Industri Dalam Industri Kecil

Dewasa ini kita tengah memasuki era globalisagi yang akan
mempengaruhi ekonomi nasional. Perubshan-perubahan yang sangat tajam
dalam sistim ekonomi dunia pada dasawarsa terakhir ini ditandai bukan saja
semakin kaburnya batas antar negara, namun lebih dari itu perubshan-
perubahan terjadinya dalam bentuk meningkatnya lalu lintag barang, jasa,
modal, informasi dan juga manugia bergerak menuju ketempat yang lebih
menguntungkan. D1 tempat-tempat dimana terjadi ineffisienst dan terdapat
peluang ekonomi terbuka dan kesitu modal, jasz dan jugas manusia skan
menuju. Salah satu pendorong paling kuat globalisasi adalah revolusi di bidang
teknologl informasi dan telekomumnikasi dimana jarak geografis semakin
kehilangan arti. Demikian pula batas-batas administrasi semakin gulit mencegah
keterbukaan informasi. Faktor lain adalah keterbukaan unilateral dan
multilateral yang ditandai dengan proses deregulasi yang dilakukan secara
konsisten sejak dua dasa warsa terakhir ini.

Dalam proses semacam ini, negara-negara yang nampaknya berhasi
untuk memantaatkan perubahan adalah negara-negara yang kuat orientasinya

dalam perdagangan internasional. Kemampuan dalam bersaing di pasar global,
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meskipun bukan kata kunci tetapi sangat menentukan keberhasilan suatu negara
untuk {etap berpacu dalam perlombaan ekonomi.

FKecenderungan semakin furunnya pangsa pasar komoditi  primer dan
meningkatnya pangsa pasar produk manufaktur, Selain ifu perdagangan jasa
melaju melebihi laju perdagangan dan produk-produk pengolah informasi, alat
telekomunikast dan permesinan akan semzkin mendominasi perdagangan
barang. Perusahaan Muiti Nasional (Multi National Corporation) semakin
melebarkan sayapnya yang kemndian mendorong perdagangan intra firm dan
intra. industri dan MNC ini cenderung melakukan desentralisasi manajemen
yang dikelola secara otonom dalam unmit-unit yang lebih kécil. Blok-blok
perdagangan dan perdagangan inira kawssan terus dirangsang. Diantara
kawasan-kawasan yang sedang tumbuh, kawasan Asia Timur terutama Asia
Tenggara diakui sebagai kawasan yang paling dinamis yang akan fumbuh

menjadi negara industri baru.*?

Sebagaimana pengalaman di negara lain, industri memang menjadi
tompuan negara dalam membangun ekonominya. Kitapun demikian. Mula-
mula struktur ekonomi kita didominasi oleh sekior pertamian. Secars berfahap

kemudian peran serfa pertanian menurun, dan sebaiknya sektor industri dan jasa

terus meningkat.

54) Anwar Supriyadi, Peranan Direltorat Jenderal Pembinaan Penguscha Kecil Dalem
Kegiaton Pembinaon Penguseha  kecil/Kerajinan Untik  Mengantisipasi  Era
Perdagangan Bebas, Ditjend Pembinaan Penguszha Kecil, Depkop dan Permnbinaan
Pengusaha Kecil, 1997, Hal 1.
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Berdasarkan proyeksi bank dunia terhadap struktur ekonomi Indonesia
khususnya kontribusinya terhadap pembentukan GNP pada tahun 2000 nanti
adalah sebagai berikut : minyak dan gas bumi 11%, pertanian 15%,- Industri
manufaktur 23%, pertambangan 1%, perdagangan dan komunikasi 7% dan jasa-
jasa lain 36%.

Untuk mencapai struktur ekonomi tersebut, maka pembangunan sektor
industri harus terkait dan saling mendukung antar sektor, memmngkatkan daya
tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan
berusaha sekaligus mendorong be.rkembangnya kegiatan berbagai sekfor
lminnya. Untuk itu dipertukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sumber
daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan pada akhir }E'.T'P 11 Indonesia
menjadi negara industri yang maju dan didukung oleh manusia niaga yang
tangguh, Disamping ity pembangunan yang berakar kerakyatan akan mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Karena itu dalam pembangunan
industri adalah mutlak mengembang]ian usha kecil. Usaha kecil sangat sirategis
karena melibatkan partisipasi masyarakat yang luag. Namun demikian, industri
kecil dewasa ini masih dihadapkan pada berbagai masalah yaitu antara lain :

{1) Keterbatasan wawasan bisnis dan pengetahuan mengelola ussha,
(2) Keterbatasan akses pasar karena kekurangnya jaringan-jaringan pasar,
(3) Keterbatasan pengetahuan dalam manajemen produksi termasuk desain

teknologi dari sistim produksi




(4) Keterbatasan modal baik modal investasi maupun modal kerja.”?

Ciri-ciri umum keterbelakengan usaha keci! di Indonesia, menurut Sutojo,

dizebabkan oleh :

d,

b.

Masalah permodalan
Sebagtan besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk
memperoleh bantuan dari bank

Sebagian besar mmasih menggunakan teknologi tradisional

. Pangsa pasar cendenmg menurun

Melakukan pemasaran langsung kepada konsumen
Mempunyai tingkat ketergantungan vang besar terhadap fasilitas dari
pemerintah.”®

Sedangkan keterbe-lakar;gén usaha kecil menurut Musselman dan Hughes

yaity ;7

a.

b

<

4]

Jarang memiliki rencana usaha yang matang

Struktur organisasinya masih sederhana

Jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas

Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
Tidak memiliki sistem akuntansi vang baik

Pemasaran terbatag

Keuntungan sangat tipis

55y fbid, Hal. 4.

56) Sutoyo, Dalam Revrisord Baswir, Agenda Ekoomi Kerskyatan, Pustaka Pelajor,
Yogyakaria, 1997, Hal. 55,

57 Fbid, Hal 45,
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Beberapa langkah strategis dalam upaya melakukan pembinaan usaha

kecil, antara lain melalui :

£

Peningkatan dan memantapkan kelembagaan
b. Dukungan pendanaan

c¢. Dukungan peluang usaha.

d. Dukungan kemitraan

e. Dukungan SDM

T Dukungan KOPINKRA dan INKRA

g Perlindungan HAKIL®

a. Peningkatan dan Mcmantaﬁkan Kelembagaan
Guna memperkuat rebut tawar industri keeil dalam mendasarkan
produksi maka pendekatan pembinaan diarabhkan sebagai berikut :
1) Industri kecil yang usahanya sejenis didorong untuk membentuk
kelompok atau himpunan. Dengan adanya. kelompok atau himpunan ini

akan mempermudah pembentukan jaringan usaha atan memperkuat

posisi rebut tawar dalam persaingan.

58) Anwar Supriyadi, Op.Cit., Hal. §,
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2)

Industri kecil yang belum layak ekonomi didorong untuk menjadi
anggota koperasi, membentuk koperasi atau bagi industri kerajinan yang
telah membentuk kelompok dapat menjadi upit usaha ofonom koperasi
yang bersangkutan.

Dengan menjadi anggota koperasi, para pengrajin dalam

mengembangkan usahanya, antara lain :

a)

b)

d)

1)

Dalam memenuhi kebutuhan permodalan dapat memanfaatkan loedit
dari perbankan dengan pola-pola yang ada, antara lain KKPA, KUK,
dan sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dapat diusahakan secara
bersama sehingga harga bahan baku tersebut akan relatif iébih mural,
Dalam memasarkan produksinya dapat dilakukan melalu koperasi baik
untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. |
Dalam pengembangan organisasi dan manajemen serta penguagaan
teknologi dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara koperasi dengan

swasta menengah dan besar serta BUMN/BUMS

. bukungan Pendanaan

BRerbagai skim kredit telah di'!unpurkml untuk membantu pengembangan
usaha kecil dan koperasi. Adapun skim kredit adalah Krzdit Usaha Kecil
(KUK), Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit
Usaha Tant (KUT), Kredit Candak Kulak (KCK), KIK/KMEP,

KUPEDES, Dana Bergulir dan Kredit Kelayakan Usaha (KKU), Kredit
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3)

4)

5)

1)

Modal Kerja Bergulir, Kredit Kepada Koperasi Unit Desa (KKUD)
perlu  disempurnakan pelaksanaannya agar efektil menjangkau
sasarannya masing-masing. Adapun perkembangan KYTK adalah sebagui
berikut :

Modal Veutma yang bersifat bagi hasil dan disertal bantuan manajemen
merupakan lembaga yang sangat bermanfaat, terutama bagi
pengembangan usaha menengah dan ussha kecil. Karena keterbatasan
dunia usaha, masih perly | peranan aktif pemerintah  unfuk
mengembangkan kelembagaan modal ventura sebagaimana yang felah
dilakukan dalam menumbuhkan Perusahaan Modal Ventura Daerah.
Penyisihan 1-3% laba BUMN |

Peranan sejumlah BUMN Keuangan, seperti Pegadaian, BAHANA,
PKK, dan Askrindo |

Inpres Desa Tertinggal (IDT)

¢. Dukungan Peluang Usaha

Pencadangan bidang/jenis usaha bagi usaha kécil terakhir diatur melatui
Keppres 31/1995, dimana ditetapkan 37 bidang usaha yzmé tertutup bagi
usaha besar dan menengah kecuali kalau bermifra dengan usaha lecil,
Usaha besar dan menengah yang dewasa ini sudah memasuki bidang
uszha tertenty yang dicadangken supaya bermitra dengan usaha

kecil/koperasi berdasarkan tolok ukur yang ditetapkun oleh Menteri
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Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketna BKPM
2) Pencadangan Lokasi Usaha

Telah dikeluarkan SKB Menteri Perdagangan dan Perindustrian dengan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 145/MPP/KEP/5/1997 dan Nomor :

57/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan yang

antara lain mengatur tentang :'

a) Lokasi pasar modern berada di Ibukota Propinsi Daersh Tingkaf I
yang ditetapkan berdasarkan Rancana Tata Ruang Wilayah Kota
(RTRWK)

b) Penetapan lokasi pasar modem di Daerah Til:‘lék&t II wyang
perkembangan kota dan ekonominya dianggap sangat pesat dan
berlokasi di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I harus
memperoleh izin secara khusus dari Menteri Perdagangan dan
Perindustrian dengan Menteri Dalam Negeri. '

¢) Keberadaan pasar modern sébagaimana butir 1) dan 2) ikut
menumbuhkembangkan kegiatan ussha pasar tradisional dan
pengusaha kecil dan menengah melalut kemitraan

d) Terhadap pasar modern yang sudah ada sebelum Keputusan Bersama
ini dikeluarkan, ketentuan pada butir 3) harus dipenuhi secara

bertzhap. Disamping harus mempertimbangkan kondisi dan

perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat.

91




4. Dukungan Kemitraan Usaha
1) Pelaksanaan kemitraan usaha nasional, berdasarkan prinsip saling
memertukan, memperkuat dan menguntungkan, antarn lain melalui
kelompok jimbaran dan BKPK KUNAS, agar ditingkatkas terus menerus
jumiah maupun kualitasnya. Dalam segi kualitas agar kemitraan tidak
sekedar hubungan dagang biasa, tetapi disertai bimbingan dan bantuan
dari usaha besar sehingga memperkuat usaha-usaha kecil mitranya.
2) Temu Nasional kemitraan usaba di Istana Bogor juga telah menghasilkan
kesepakatan kemifraan 1997 antara pengusaha besar, pengusaha kecil,
koperasi yang berisi
a) Terus melanjutkan dan mengembangkan berbagai -kekuat”an dan
potensi sumber daya nasional

b) Melaksanakan kemifraan ‘usa.ha dengan prinsip saling percaya,
menghidupi, memperkuat dan menguntungkan (win-win concept).
Oleh karena itu kemitraan ugaha tidak dilakukan’atas dagar belas
kasihan

¢) Mewnjudkan kemitraan yang mantap dengan meningkatkan
| kepedulian, komitmen, komunikasi dan kesungguhan yang tinggi dari
semua pihak terkait.

d) Bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras yang

merupakan persyaratan kelanggengan kemitraan
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e) Bekerjasama dengan pemerintah dalam menumbuhkan iklim ussha
yang kondusif serta meningkatkan fasilitas dan sarana untuk

pengembangan usaha kecil dan koperasi.

¢. Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Dalam upaya pemerataan pembangunan eckonorni, utamanya
pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sangat diperiukan
dukungan SDM yang berkualitas. Untuk itu perfu digerakkan jalur
pendidikan umum, pendidikan kejuruan yang dilaksanakan oleh berbagai
departemen maupun ingtansi, serta pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh dunia usaha |

2} Kemampuan dunia usaha 'untuk melaksanakan program pendidikan
kejuruan sangat besar dan belum dimanfastkan seperti : dunia perbarnkan,
perkebunan, industri, pertambangan, perhotelan, konstruksi, PLN dan
sebagainya. Apabila diberikan insentif yang memadahi,’ dunia usaha akan
mampu menghasilkan tenaga terlatih dalam jumlah besar.

Untuk memacu pengembangan SDM, utamanya tenaga profesi dan
wiraswasta perlu ditempuh upaya.:

1) Meningkatkan kemampuan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan
oleh departemen dan instansi pemerintah. Pendidikan kejuruan ini dapat
dikaitkan/bekerjasama dengan dunia usaha

2) Mendorong dunia uszhz yang sudah mampu untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelstihan berupa .
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a) Sekolah magang

b) Diklat keterampilan

¢) Diklat manajemen, utamanya manajemen usaha  kecil dan
kewiraswastaan.
Insentif yang berlaku untuk perusahaan yang melaksanakan program
diatas, yaitu 100% pengeluaran pendidikan dan pelafiban dapat
dimasukkan sebagai biaya perusﬁhaan agar dimasyarakatkan.

3) Perlu didorong pembentukan Lembaga Konsultasi Bienis karena besar
manfaatnya bagi perkembangan usaha kecil, usaha menengah dan
koperasi. Hendaknyz dunia usaha didorong untuk mengembangkan
tembaga tersebut. -

4) Selanjutnya perlu didukung kegiatan inkubator usaha f:mg dewasa im
sudah mulai berkembang Kegiatan semacam ini, maupun Klinik
Kongultasi Tisnis dapat dikaitkan dengan programn kemitraan psaha

sohangut sulul satu pola yang dapat ditempuh oleh perusahaan, besar.

f. Dukungan KOPINKRA DAN INKRA
Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) dan Unit Industri
Kerajinan Rakyat (Unit Inkra-KUD) merupakan wadah ekonomi dan

Jokomotif penggerak perekonomian bagi rakyat di pedesaan.

94




Jumlah ¥opinkra di Indonesia sampai dengan akhir bulan Mei tahun
1997 sebanyak 582 Unit yang tersebar pada 26 Propinsi (tidak termasuk
Timor Timur} dengan jumlah anggota sebanyak 95.845 orang, jumlah omzet
Rp. 1.095.890.633,- dan mempunyai assef sebesar Rp. 1.099.147.823,-

Adapun jumiah Unit Inkra KUD sampai dengan akhir bulan Mei 1997
berjumiah 1.198 unit tersebar pada 24 Propinsi (tidak temasuk DKI Jakarta,
Timtim, Sulteng) dengan jumlah angota 138.454 orang, jumlah omzet
Rp. 233.964.467,- dan mempunyai assef sebesar Rp. 49.707.869,-.

Melihat dari data tersebut diatas, nampak jelas bahwa peran Kopinkra
dan Unit Inkra dari KUD sangat potensial dalam mendukung, pengembangan
ekonomi industri kerajinan maupun perajin itu sendiri. Disa.t'nping itu juga
makin dirasakan manfaastnya oleh para anggotanya, wiamanya dalam
memberikan pelayanan bagi kebufuhan anggota baik dalam mensuplai bahan
baku maupun membantu memasarkan hasil produksi.

Dalam upaya pengembangan usaha Kopinkra dan’ Unit Inkra KUD
diharapkan peranan dari instansi terkait, perbankan dan swasta/BUMN
dalam membantu kelancaran usahanya dan diharapkan peranan dari Perum

PKX sebagai penjamin kredit pada bank.

5. Perlindungan Desain Industri dari Hak Cipta ke UU Desain Industri

UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri adalah UU yang baru

yang mengatur secara khusus mengenai Desain Industri, berlaku dan disahkan

pada tanggal 20 Desember 2000,
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Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri
dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu days saing terssbut
adalah dengan memanfantkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian
dari Hak Kekayaan Intelektual, Keanckaragaman budaya yang dipadukan
dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan
memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri ukan
mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam keitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia (felah
meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup
pula Agreement on Trade Related Aspects qf Intellectual J’r:operry Rights
(Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut
mendukung ratifikasi Paris convention for the protection of industrial property
(Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan
keikutsertaan Indonesia dalam The Hague Agreement (London Act)
Concerning The International Deposit of Industridl Designs.

Mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya perlindungan
hukum mengenai Desain Industri, Indonesia perly membuat undang-undang di
bidang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan
menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak

tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.
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Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPg, pengahiran
Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan
yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan
atags Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun pringip
pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang
memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta
dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atan tiga dimensi.

Perlindﬁngm hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri
dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk ferus
menerug menciptakan desain baru dalam rangka perwnjudan iklim-yang mampu
mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligué memberikan
perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-
undang ini Perlindungan Hak Desain Ind!;sh'i diberikan oleh negara Republik
Indonesia apabila diminta melalu prosedur pendaftaran oleh pendesain,
ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri térsebut.

Kegiatan Industri telah berkembang jauh kedepan dan mempunyai sejarah
yang panjang dalam perkembangannys. Desain Industri ikut serta berperan
sebagai asét perusahaan dalam usahanya meraih keuntungan dan sebagai alat
kompetisi dengan pesaing usaha Desain Industri tidak saja menjadi bagian dan
asel perusahaan besar, tetapi juga dibutuhkan industri menengah dan kecil

termasuk produk kerajinan tangan modern atau tradisional.
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Seiring dengan perkembangan industri kebutuhan akan perlindungan
hukum ates Desain Indusiri tentunya tidak dapat dilindungi secara khusus
dengan UU Desain Industri dikarenakan pada saat itu belum ada UU Desain
Industri yang secara khusus mengatur mengenai Desain Industri.

Dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan proteksi atas Desain
Industri maka dicari alternatif lain, yaitu dengan mendaﬂar-kan Desain Industri
tersebut melalni Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan salah satu cabang HAKI yang secara khusus
memberikan perlindungan atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan
gastra untuk sementara memang Hak Cipta dapat dijadikan saudara untuk
perlindungan Desain Industri. | |

Hal tersebut dikarenakan Hak Cipta juga mempunyai cukup alasan unfuk
dapat melindunei Desain Industri, karena hal-hat sebagai berikut :

v Deeain industri mernpakan liasil karya seni yang juga dilindungi Hak Cipta.

b. Kegiatan membuat Desain Industri tidak terlepas dari kegiatan melukis,
menggambar

c. Hasil akhir Desain Industri berupa gambar.

d.‘ Dalam TRIPs sendiri dimungkinkan memberikan perlindungan atas Desain
Industri dalam Hak Cipta sebelum ada UU tersendiri yang mengatur
rﬁe ngenat Desain Industri |

e. Sejarah perkembangan pengaturan Desain Industri dinegari maju (Inggris,

AS) juga diawali dengan Hak Cipta.
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Alasan yuridis yang dapat dijadikan dasar perlindungan Desain Industri
dalam Hak Cipta juga depat dilihat dalam ketentvan pasal 27 (1) UUHC
mengenai bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

- Buku-buku, pamflet dan semua hasil karya tulig lainnya
- Tari, koreograti

- Segala bentuk seni rupa seperti geni lukis, seni pahat, seni patung,

- Seni batik

- Ciptann lagn, musik

- Arsitektur

- Ceramah, kuligh, pidato

- Alat peraga

- Peta

- Program komputer

- Sinemafografi

- Fotografi

- Karya pertunjukan

- Karya staran

- Data Base

Dengan demukian sejach Desain Industri dapat dimasukkan sebagal
bagian dart geni, maka tetap dapat dilindungi dengan Hak Cipta sepanjang UU

yang mengatur Desain Industri belum ada




Namun demikian perlindungan Desain Industri kedalam Hak Cipta tetap

saja merupakan perlindungan yang “sui generis” atau perlindungan vang

sifatnya sementara, sebagai perlindungan yang sementara mempunyai beberapa

kelebihan dan kelemahan,

Kelebihan perlindungan hukum dengan Hak Cipta antara lain :

a Jangka waktu periindungan yang lebih lama, yaitu selama hidup i pencipta

ditambah 5¢ tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
Sistem pendaflaran pasif, artinya pendaftaran bukan merupakan keharusan
untuk munculnya Hak, Dengan demikian Hak telah lahir setelah karya cipta

selesai dibuat.

. Biaya pendaftaran relatif lebih murah {rata-rata Rp. 75.000,- / per karya

cipta).

Dipihak lain, beberapa kelemahan perlindungan Hak Cipta adalah :

d.

Kesulitan dalam pembuktian mengenai siapa yang berhak atag guatu karya

cipta yang tidak didaftarkan, bila terjadi sengketa di Pengadilan.

. Status karya cipta yang didaftarkan dengan yang tidak didaftarkan hampir

sama, karena pendaftaran karya cipta bukan berarti pengakuan hak pemohon.
Desain Industri vang didaftarkan sebagg.i karya cipta dalam Hak Cipta akan
diperlalatkan sama dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran Desain
Industri. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus yang diperlukan pada

Desain Industri,




Dengan telah dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

maka akan berakibai terhadap Desain Industri yang ada tidak dapat lagi

didaftarkan dalam Hak Cipta Segala ketentuan yang berkaitan dengan Desain

Industri akan diambil alih UU Desain Industri.

Beberapa ketentvan UU Desain Industri yang berbeda dengan Hak Cipta

antara fain :

a.

Prinsip pendafiaran
Bahwa suatu Desain Industri baru akan mendapat proteksi hukum apabila

dimintakan pendaftaran

. Lingkup Hak

. Jangka waktu perlindungan

Subyek desain Industri

Pengalihan Hak

Pembatalan pendaftaran Desgain Industri
Penyelesaian sengketa

Ketentuan pidana.

Dalam era globalisasi suasana perekonomian dunia makin terbuka dan

akibamya barang-barang yang bermutu dan harganya bersaing yang akan dapat

bertahan di tengah-tengah masyarakat, Gejala ini mengharuskan pengusaha

kecil dan koperasi untuk meningkatkan daya saing ekonominya Untuk itu

diperlukan keterampilan yang cukup tinggi, modal yang besar, penguasaan

teknologi. Secara sendiri-sendiri perusahasn-perusahaan kecil dan koperasi

iol




seolah-olah tidak berdaya. Akan tetapi jil'a semuanya bergerak terpadu pasti
akan menjadi kekuatan yang besar, Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh
perusshaan-perusahaan kecil dan koperasi adalah rendahnya kemampuan
manajemen yang dapat menyebabkan rendahnya efigiensi, padahal efisiensi itu
merupakan kekuatan hidup dalam perekonomian global.

Agar pengusaha kecil dan koperasi mampu menghadapi tantangan dalam
era globalisasi, maka perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, kerjasama
(kemitraan) antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi yang
dilaksanakan dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan
disertai dengan bantuan pembinaan kemampuan manajerial, peningkatan
keterampilan teknik dan mutu produksi dan lain-lain. Produk };ang dihasilkan
oleh para perajin perlu mendapatkan perlindungan Hak Kepemilikan Intelektual
(FLAKI), hal ini dimaksudkan agar pibak pencipta dan produsen akan mendapat
nilai ekonomis yang lebih besar lagi dari produk yang dirilis program dengan
pengertian bahwa pihak lain dilarang untuk meniru, memalsu ataupun
membajak tanpa seijin pemegang Hak Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri.

Dengan demikian, selah satu aspek HAKI yang peru mendapat perhatian
dalam rangka melakukan pembinaan usaha kecil adalah Desain Industri.
Mengingat Desain Industri ini relatif masih baru pengaturannya di Indonesia,

sampai dengan saat ini masih dalam tahap RUU.
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Desain Industri adalah suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk,
konfigurasi, alau komposisi garis atan warna, yang berbentuk tiga dimensi yang
mengandung nilal estetika, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atan
dua dimensi serta dapat dipakai unfuk menghasilkan suatu barang Sesual
dengan perjanjian TRIPs di bidang Desain Industri adalah bagian dari Hak atas
Kekayaan Industri (Industrial Property) dan haL atas kekayaan indusiri
merupakan cabang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal tersebut jelas
karena obyek Desain Industri adalah barang atay komoditi yang merupakan
desain dan digunakan dalam proses industri. Oleh karena iftu Desain Industri
merupakan karya intelektual manusia sebagai pendesain yang harus mendapat
perlindungan.”)

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri
harus  mempertimbangkan pentingnya keberadaan Desain Industri  dalam
kehidupan industrinya. Termasuk dalam hal ini uotuk mengembangkan dan
mendorong indostri keeil dan menengah terutama indugtri kerajinan serla
industri rumah tangga.

Dalam hubungan dengan indusirialisasi keberadaan Desain Indusiri
mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu perfumbuhan ekonomi
suafn negara. Hal ini disebabkan svatu negara industri akan mengsdepankan
gemua produk dari hasil indusirinya sebagai prioritas utama untuk ekspor dan

devisa bagi negaranya.

593 Penjelasan UU Desain Indust.
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Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran,
mutu, harga suatu produk sangat penting, namun Desain Industri pun sangat
penting‘sebagaj salah safu unsur yang dapat membedakan anfara satu produk
dengan pr.oduk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan di bidang
industry dilihat dari Desaig Industrinya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri
dimaksudkan untuk merangsang aktivitag kreatif dari pendesain untuk terus
menerus menciptakan desain-desain baru untuk hasil industri kerajinan dan
indush‘i-industri tradisional. Oleh karena itu pengusah.a.' industri  kecil
mendapatkan pertakuan khusus dalam Undang-undang int.

Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangaf
terciptanva desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum
itulah, ketentuan tentang Desain Industri disusun dalam "Undang-undang ini.
Perlindungan atas desain Industri diberikan oleh Negara Republik Indonesia
apabila diminta melalui pendaflaran baik oleh pendegain, orang ataw badan

hukum yang berhak atas Desain Industri tersebut *®

60) fhid
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C. Perlindungan Hukum Desain Industri

1. Periunya Perlindungan Hukum

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain,
maka perlindungan rancangan indusfri mempunyai tujuan ekonomis.
Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para perancang dan mereka
yvang mempekerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga
mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan pabrik yang baru
dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru
rancangan industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam
penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa izin/persetujuan oleh pesaing ini akan
mendorong turunnya harga barang yang rr;erupakan hasil tiruan ;‘ancangan baru
tersebut sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas
kesempatan bagi pencipta rancangan baru tersebut untuk mendapatkan kembali
biaya penciptannya, -disamping premi- resikonya. Akibatnya produsen fidak
mempunyai insentii finansial untuk menanam modal penciptaan rancangan-
rancangan baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembah
investasi dalam rancangan industri, di samping premi untuk menempuh risiko
penemuannya, maka perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas
akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam rancangan industri

secara umum. Jadi, perlindungan hukum terhadap rancangan industri, seperti
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perlindungan hulun terhadap hak milik intelektual lainnya, aken mendorong
diciptakannya hak milik intelektual fiengan insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian rancangan ‘industri merupskan semacam hak milik
telektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten
kemaniaatan dan hak cipta. Amerika Serikat melindungi rancéngan industri
terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan”.
Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dun Jerman, melindungi rancangan
incdustri dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama
didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah
diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beb'an administragi
pemerintah terhadap imkum perlindungan rancangan/desain.’”

Kebutuhan akan barang—brarang yang berkwalitas batk adalah suafu hal
yang tidak asing lagi di masyarakaf ini.

Didalam dunia. yang berubah i, kesadaran dari individu dan masyarakat
sebagai . keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya r,d?.engan perbatkan-
perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam
hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia perraingan
membuat suafu perusahaan selalu bé.xjuang untuk menghasilkan kualitas-

kualitas produks: yang lebih baik.

61} Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Mode! Pengembangan Hukwn Ekonomi, ELIPS,

Juli 1998, Hal. 1.
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Zalan kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seorang “industrial
designer” {erhadap kualitasfproduk' adalah sesuatu yang "lebih” daripada yang
diharapkan oleh si-konsumen.

Didalam saiaii satu Design Center yang pernah kami lihat, tergantung
sugtu tulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut :

"Don' ask a desigrer to design a bridge but to design @ way o cross the

river”.
vang berarti :
"Janganlah minta seorang designer unfuk membuat design dari sebuah
jembatan, akan tetapi untuk mendesain suatu jalan uahik menyeberang
sungai itw".
Desain Industri atay product desig;n adalah erat hubungannya dengan fungsi,
bahan baku, teknologi serta pemasaran {produk yang marketable).
Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanya beberapa
fungsi sebagai berikut -2
a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat crang yang
memakai, dapal diandalkan alan sebagainya dari produk tersebut, dan
teknologi dan lain sebagainya.
b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah

anak-anak, orang dewasa atan orang cacat.

62} Ita Gambire, Op.Cit., Hal. 16,
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d.

Fungsi psikelogis, yang menyangkut gabungan antara crang yang memakai
produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si-
pemakai, nilai simbolis, pengaruh mode, pengarub kegusaan dari produk
tergebut, sifat produk dan lain sebagainya.

Fungsi aesthetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-
warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik
seria yang berhubungan dengan selera baik.

Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau
dengan kualitas atay mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai
dari produk tersebut dan lain sebagainya.

Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya 'produk tersebut
terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran
udara/lingkungan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli

sesuatu produl/barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut diatas

sebagian atau seluruhnya.

Desain produk industri seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai

suatu komponen dari inovasi feknologi, ferutama sebagai suatu disiplin dari

suatu pengembangan produk proses pengembangan produk berkaitan dengan :

a. Dapainya barang untuk dipakai (izseablity) ini ada hubungannya antara

produk itu sendiri dengan si-pemakai yang berarti produk itu harus praktis,

aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
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b. Produktivitas (productivity) i terkait pada pemsakaian deri sumber-sumber
teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada,
keframpilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "inon-inow
dan organizational methods".

c. Pemasaran (marketability) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari
konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin
juga badan Pemerintah atau badan swasta,

d. Keuntungan/laba {profitability} ini terkait eraft dengan cara manufhktur
produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup
rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.

e. Kwalitas aesthetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan
penampilan dari produk tar}sebut gecara visual, yang terdiri dari bagian-
bagian yang secara keseluruhan ‘memberikan benfuk dari suatu produk,
texture, warna dan lain sebagainya.

Ini kesemuanya tentu berkaitan pula dengan latar be'ia'kang kebudayaan,

standard sosial dan kebiasazn si pemakai produk/si pembeli dari produk.*®

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum alas Desain

Industi sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan HAKI pada

umumnya, vaitt karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi,

mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.®?

63) Ibid, Hal 17.
64) IASTP Phase I, Short Corse in Intellectual Property Rights (Elementary), P. 40-41.
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a. Hak-hak Alamiah

Mungkin alasan yang paling mendasar bagi hak atas kekayasn
intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk
menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan
mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan
kewajaran dan keadilan-akan nampak tidak wajar dan tidak adil mencuri
usaha seseorang tanpa meminta ijinnya teriebih dahuhj. Hal ini dapat
diumpamakan seseorang menmu;m padi, dan kemudian orang lain datang
dan memanennya dan mengambil semua keuntungan dari penjualan padi
tergebut.

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal ternténg Hak agasi
Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Setiap orang mempunyai
hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu
pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.

Mungkin konsep hak-hak alamiah merupakan konsep barat. Mungkin
orang Indonesia percaya bahwa gagasan-gagasan tidak boleh digunakan
untuk  kepentingan suatu individu,‘ tetapi untuk masyarakat secara
keseluruhan, dan tidak dapat dibenarkan membiarkan orang lain menikmati
keuntungan dari gagasan-gagasan atas usaha orang lain (orang yang
mungkin harus membayar untuk menggunakan gagasan-gagasan aiau

mungkin dilarang untuk menggunakannya karena alagan-alzsan lainnya),

119




b,

Meskipun dipercaya bahw'a'~ kekayaan mempunyai fumgsi sosial, dan
harus digunakan untuk keuntungan seluruh masyarakat, kekayaan intelektual
dapat memenuhi fungsi sosial ini dengan memberikan hak untuk mengontrol
bagaimana gagasan digunakan, dan mencegah orang lain menggunakannya
dengan cara vang tidak disetujui (contoh, untuk kepentingan komersial yang

mencolok).

Perlindunzan Atas Reputasi

Pengusaha sering menghabiskan banyak wakfu dan uang untuk
membangun sebuah reputasi bagi produknya. Sebagai contoh, perusaliaan-
perusahaan besar seperti Coca-Cola dan McDonald's ,’menghabiskan
milyaran, jika tidak trilyunan, Abagi periklanan yang berlanjut untuk produk-
produknya, sponsor dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya

Perie~taan-perusahaan luin mungkin menggunakun nama-nama yang
hampir sama afau mirip loge atau citra yang digunakan oleh gebualt
perugahaan terkenal untuk menarik konsumen. Dengan cara ini, perusahaan
yang meniru reputasi perusshaan lain telah "mencuri" konsumen dari
perusahaan terkenal tersebut. Hukum merek dan passing of berusaha
mencegah tindakan tersebut. perlindungan penting, karens reputasi bisniss
yang diperoleh melalui merek, nama dan tampilan luar svatu produk,

mungkin bernilai lebih dari asset fisik dipunyai perusahaan tersebut.
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¢. Mendorong dan Mepghargai Penemuan dan Kreasi

Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni
seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. Sama saja buat penemu-
besar kemungkinan mereka menemukan sesuatu untuk mendapatkan
keuntungan. Baik pencipta maupun penemu sering memerlukan banyak dana
dan wakiu untuk menciptakan atau menemukan sesuatu. Jika orang lain
bebas memperbanyak dan menjual karya-karya tersebut, mereka tidak
mendapat keuntungan dari ciptann/penemuan mereka (paling tidak hanya
dari kompensasi dan wakfu dan dana yang telah mereka keluarkan). Jika
tidak ada hukum HAKI, para pencipta dan para pememu mungkin

memutuskan untuk tidak mencipta atau menemukan gesuatu. |
Hal yang sama juga terjadi pada pihak yang mendanai ciptasn-ciptaan dan
penemuan-penemuan fersebut. Investor-investor memainkan peran yang sangat
penting di dalam kemajuan teknologi. Sebagai contoh, mereka dapat membantu
riget dan pengembangan produk-produk baru yang sangat bermanfaat.
Meskipun demikian, mercka akan enggan untuk membantu pembiayaan
penerbitan sebuah buku atau penemuan kecuali jika mereka yakin dapat
mengemba]ik@ investasi mereka dan membuat keuntungan yang layak. Jadi,
jika HAK] tidak dilindungi, kemajuan teknologi mungkin tidak begitu pesat dan

orang-orang mungkin tidak menulis buku-buku.
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Sebaliknya, perlindungan  yang diberikan oleh Y HAKI gkan
menjadikan sebuah insentif bagi penciptasn dan penemman.

Namun demikiap, pemberian perlindungan HAKT yang berlebihan juga
akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permagalahay, tersebut antarg
lain ;%

3. Hak Monopoli Dapat Menimbulkan Harga Menjadi Mahal
Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pencipta untyk menentukan
harga yang sangat mahal sekali oy produk dan barang yang felgh
diciptakan, sebab ig mempunyai hak eksklusif unuk raelakukan hampir
semua  tindakan dengan kreasinya. Orang sering menémukan geguaty
(termasuk obat-obatan) - unfuk - mendapathkan keuntmgan Tnvestor etaupun

Pengembangan dan untuk keunfungan bagi mereka Karent mereka memilili
hak monopoli atag penemuannya, mereka dapat menetapkan hargg barang-
barangnya Hal ini berart] produk atam kreasi tergebut tidak bisa didapat oleh
masyarakat lugs dengan  harga yang terjangkau. Produsen mmmgkin
menentukan hargs yang sangat tinggi sekali sehingga hanya sejumlah keci]
orang yang bisa membayarnya, dalam artian sebagian begar masyarakat tidak
akan menikmati manfans dari suatu penemuan atay kreasi ban.

65) Ibid, P. 42,
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b. Perusahaan-perusdhaan mungkin tidak Mengeksploitasi Secara Penuh

Kreasi-kreasi Penting Mereka

Apabila ada orang atau perusahaan mempunyai suatu ide, mungkin dia
akan memperoleh hak untuk menunda pengembangan lebih lanjut idenya.
Ada beberapa dasar yang menyebabkan hal ini. Sebagai contoh, pemilik
mungkin melihat ada keunfungan dengan menyimpan ide:nya agar tidak
memberikan keuntungan bagi pesﬁingnya yang mempunyai kelebihan untuk
mengeksploitasinya.
Pencipta mungkin juga ingin memperoleh lebih. banyak keuntungan dari
produk yang ada sebelum memperkenalkan kreasi baru yang mana akan
membuat produk-produk tersebut tumpang tindih.
Sebagai contoh, perusahaan piranti lunak komputer mempunyai ide bagus
bagaimana meningkatkan salah satu programnya, yang akan menghemat
waktu dan“k uang dalam berusaha, tetapi belum mendapatkan keuntungan
yang cukup dari versi yang dirilis sebélumnya, maka dia menunda
petuncuran program baru tersebut kepada publik. Hal ini menyebabkan tidak
adanya efisiensi yang optimal bagi pengusaha yang menggunakan program

tersebut.
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¢. Royalti akan menimbulkan harga yang lebih mahal dan menghambat
penycbaran ilmu pengetabnan,

Apsabila hukum kekayaan intelektual diberlakukan, make mungkin saja
terjadi bahwa pencipta akan dibayar untuk kreasi yang diciptakannya Ini
berarti balrwa harga barang yang mengandung kekayaan intelektual {seperti
VCD dan kaset) akan meningkat, dan akan menjadi febih mahal kalan
dibandingkan dengan tidak terdapainya hukum HAKY Setisp bukm, film dan
produk lain yang baru akan éemakin langka dan harga aken lebih mahal
apabila bentuk-bentuk insentif yang lebih efisien dan -memakan ongkos
sosial vang lebih rendah diberlakukan. Hal ini berarti bah'fira informast dan
teknologi mungkin tidak bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Jadi diperlukan adanya iwseimbangan antara pendaput yang menyetujui
kehadiran HAKI dan pendepat yang tidak Jika perlindungan terlalu kecil,
investagi mungkin tidak pernah dilakukan, untuk apa menghabiskan waktu dan
uang unfuk pengembangan konsep atau pendekatan i)arm kalan dengan
membonceng karya dan reputasi pihak lain bisa diperoleli keuntungsn yang
lebih efisien ? D1 sisi lain, terlale banyak proteksli akan menyebabkan semakin
banyak rahasia atas hal-hal yang penting untuk diketahui atan kemumgkinan
besar menjadi sumber monopoli keustungan. Jika hal imi terjadi, penyebaran
ide, informasi dan teknologi kermmungkinan besar tidek akan terjadi. Idealnya,
tyjuannya adalah mendorong keputusan awal unfuk melakukan investasi dalam

ide-ide barn, sesudsh itu kenmdian menyedizkan iklim yang sesuai untuk
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menyebarkan keuntungan dari ide-ide tersebut. Kita akan melihat bagaimana

pemerintah Indonesia memecahkan permasalahan im melalui kursus ini.

. Perlindungan Hukum Melalni Hak Cipta

Sebuah karya desain dapat mempunyai status hukem yuang berbeda, hal
i didasarkan pada WIPO (Gaide to the Berne Convention), yang isinya
menyatakan bahwa apabila sebush negara tidak mempunyai ketentuan khusus
yang melindungi desain dan model, maka harus selalu melindungi karya seni
terapan {works of applied art) sebagat karya seni, dengan kata lain dilindungi
dengan Undang-undang Hak Cipta. Dengan menggunak:m_ perlindungan
berdasarkan Hak Cipta, maka jangka wakiu perlindungannya selama 25 tahun.

Berbeda dengan beberapa negara didunia mengenai hal ini seperti di
Canada apabila sebuah desain dibuat pada awalnya (originally) sebagal karya
seni, maka desain tersebut akan telah dilindungi secara otomatis dengan
kenetuan Copyright Act. Sebaliknya apabila sekali digunakan atau dimaksudkan
untuk digunakan sebagai model atau pola untuk memproduksi lebih dari 50
pasang benda atau susunan benda, biasanya dianggap menjadi Desain Produk
Industri yang hanya dapat dilindungi oleh Jndustrial Design Act.

Demikian juga di Australia apabila sebuah desain di produksi lebih dari
50 pasang, maka perlindungannya akan berada di Design Act, sebaliknya
apabila sebuah desain diproduksi kurang dari 50 pasang, maka desain tersebut

tetap dilindungi oleh ketentuan Copyright Act sebagai karya seni. Dengan kata
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lain sebush desatn aken kehilangan status hukumnya sebagai karya seni secara
otomatis ketika diproduksi lebih dari 50 pasang.%®

Article 25, point 2 TRIPs juga menegaskan bahwa negara anggota wajib
menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain
tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya pemeriksasn atau pengumuman,
tidek menghambat secara tidak wajar kesempatan wntuk memperoleh
perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewsjiban
ini melalui peraturnn perindang-nndangan tenfang desain industri aton hak
cipta.

Dengan demikian dalam hal yang berkaitan dengan desain tekstil, TRIPs
memberi kebebasan pada negara anggota untuk mengahanya dalam UU Desain
Industri atau Hak Cipta.

Di Inggris pengaturan mengenai Desain Industri dimulai pada abad ke 18,
pada permulaannya Desain Industri berkembang pada sektor pertekstilen, dan
kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Dengan demikian wajar bila UU
Desain yang pertama disebut dengan "The Designing and Printing of Linens,
cotten calicoes and muslins Act”, sekitar tehum 1787 UU ini memberikan
perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.

Tahun 1798 muncul “Scuepture Copyright Act” yang melindungi Desain
Industri dalam bentuk tiga dimensi walan hanys melingkupi mode! manusia,

dan binatang. Ketentuan UU talum 1839 mengatur Desain Industri yang lebih

€6) Rizki Adiwilaga, Op.Cit., Hal. 11.
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lnas baitk bentuk dua dimensi maupun tige dimensi, juga disbw prosedur
pendaftaran, namin jangka wakiu perlindungannya masih tetap singkat.

Design Act 1949, memberikan perlindungan sampai dengan S talum dan
dapat diperpajang dua kali.

di Inggris pengatoran Desain Induosiri tidak terlepas dari Hak Cipta,
karena Desain Industri tidek terlepas dari kegiatun atan pekerjaan artistik atan
paling tidak adalah bagian dari seni pakai (applied art). Keadaan seperti ini di
Inggris berlangsung sampai dengan ferbenhiknya UU Hak Cipta, Desain dan
Paten tahun 19885

Pasal 51 nya menyebutkan pemisshan antara Hak Cipta dan hak Desain
Industri, sedangkan pengatwan UU Hak Cipta tahun 1956 perlindungamnys
terbatas pada ciptaan keshlisn di bidang arfistik yang masih erat dengan
perlindungen Desain.

Migalnya, Desain yang dilin;!uugi dengan Hak Cipta yaitu Desain Grafik,
fotografi, seni pahat atan kolase, rancangan bangun arsitek, pékerjaan tangan.®

Adanya pengaturan yang belum secara tegas memisahkan Desain Industri
sebagai hak tersendiri karena latar belakang materi dan obyek desain industri.

ﬁesaiﬁ Industri tidak dapat terlepas dari karya cipta manusia vang
pengafurannya secara jelas dalam Hak Cipta, seperti seni lukis, seni pafung dan

sebagainya.

67) Muhamad Djumhana, Loc.Cit., Hal 1351.
68) fbid, Hal 157,
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Hal ini sesuai dengan kegiatan Desain Industri yang {idak dapat lepas dari
kegiatan menggambar atan membuat model.
Di Inggris dikenal 3 kategori perlindungan untuk Desain Industri
a. Design Registration, hak ini didapaﬂ.can karena pendaftaran, jangka waktu
perlindungannya maksimum 15 tahun,
b. Design Copy Right
Desain yang dapat didaftarksn dan memenuhi ‘syarat akan mendapat
per]iﬁdxmgnn Hak Cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini secara otomafis
timbul, hanya saja rancangan fersebut harug orijinal dalam bentuk ciptaan
yang diatur dalam ketentuan Hak Cipta. Perlindungan ini hghya menyangkut
segt perbanyskan yang tidak sah.
¢. Full Copy Right
Desain Industri yang adal disini sepenuhnya digolongkan sebagai Hak
Cipta. Jangka waktu perlindungannya sama dengan perlindungan Hak Cipta,
yaity gelama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si'pencipta meninggal
dunia
Kategori b dan ¢ secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif sedangkan
perlidungan kategori a merupaken alternatif dan tambahan saja terhadap

perlindungan kategori b.®

69 Lan Momis Baoy Quest, Dalam Muhamsd Djumhana, f5/d, Hal, 157-158.
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Indonesia sendiri melakukan perlindungan untuk Des#im produk Industri
sampat pade akbir talnm 1997 d;ngan ketentuan Hak Ciptu yaitu dilindungi
sebagai karya seni, karena belum tersedianya Undang-undaug tentang Desain
Produk Industri.

Indonesia baru berhasil menciptakan undang-undang hak cipla nasional
pada tamm 1582 yakni dengan diundangksonya Undeng-undang Nomor 6
Tahun 1982 Tentang Hak Cipta {Lembaran Negara R.L Talum 1982 Neomor 15
dan Tambshan Lembarsn Negara RI Nomor 3217). Dalem konsiderannya
menyatakan bahwa auteurswet 1912 Staasblad Nomor 6§00 tahun 1912 periy
dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebuthan dan cita-cite Hulum
Nasional. Selain itu dimaksudken pula untuk mendorong dan melindungi
penciptaan, penyebar-inasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan
sasfra serte mempercepat pertumbuban kecerdasan kehidupan bangsa dalam
‘Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-imdang
Dasar 1945, Menurut Harsono Adisumarto, SH, MPA b;ahwa "Autenrswet
pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlinhungan halk cipta.
Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu ita, yaits pada waktu berlakunya
“Autenurswet” tersebut belum cukup mencapai fingkat pemahaman mengenai
arti dan kegunaan hak cipta, sehingga terdapat hambatan kultw atas

perlindungan hak cipta pada masa in™®

70) Harsono, Adisumarto, “Hak Milik Intelektual Khusus Hok Cipta”, Aksdemika
Pressindo, Jakartg, 1990, Hal. 49,
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Beberapa tahun kemudian undang-undang hak cipta 1982 tersebut
dirasskan kurang dapal menyesuaikan perkembangan akan kebutuban
perlindungan hak cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 Tahun
1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta (lembaran Negara RI1. Tahun 1987 Nomor 42 dan Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini
disebutkan bahwa perubzhan undang-undang ini dimaksudkan untuk
mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah
mencipta di bidang ilmu penget;huan, seni dan sastra. Hal ini disebabkan
karena ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin
meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan s;astra, ternyata
telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk
tindak pidana pembajakan. Pelanggaran tersebut telah mencapai tingkat yang
membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat
untuk mencipta pada khususnya Perkembangan selanjutnya sebagal skibat
adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan hak cipta dengan
keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7
Tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 gebagai
konsekuensi logis sekaligus harmonis‘xasi terhadap persetujuan tersebut.

Perkembangan terakhir dalam sistem perundang-undangan hak cipta di
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Indonesia bahwa berdasarkan surat nomor R.44/PU/XI1999 tanggal 13

Desember 1999 Bapak Presiden R.L telah menyampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang hak cipta dan halk yang berkaitan

dengan hak cipta sebagai pengganti Undang-undang Hak Cipta Nomor 12

Tahun 1997 dan hingga saat ini sampai pada tahap pembahasan di Dewan

Perwakilan Rakyat. Dalam konsideran Rancangan Undang-undang Hak Cipta

dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta menyebutkan bahwa :

a) Indonesia telah thut serta dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establushing the World Trade
Organization) yang didalamnya tercaklup Persetujuan tentang Aspek-aspek
Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (Agreement on T. radé.Relared aspect
of Intellectual Property Rights / TRIPs) dan salah satu pengaturannya
mengenai Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta;

b) Indonesia juga telah ikut dalam Konvensi Bern (Bern Convention for The
Protection of Literary and Artistic Works), dan WIPO 'Copyright Treaty,
oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-
undang nasional di bidang Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak
Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut;

¢) Perkembangan bidang Perdagangan, industri dan investasi vang sangat pesat
sehingga diperlukan adanya Undang-undang yang baru mengenai Hak Cipta
dan hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta yang dapat menampung

perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi
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Pencipta dan pemilik Hak yang Berksitan dengan Hak Cipta, serts
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ">
Menunit ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC, hak cipta adalah hak khosus
bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupun memberi izin untuk im  dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut pwﬁm perundang-undangan yang berlaku.
Hak kimsus ini dimaksudken bahwa tidak ada orang Izin vang boleh melakukan
hak ity kecuali dengan izin pencipta. Sifat hak cipta oleh undang-undang hal
cipta dianggap sebagai benda bergerak imaterial, schingga sebagai benda
bergerak, hak cipta dapat berslih atan dialitkan baik ssluruhnya manpun
sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian
{pasal 3 UUHC). Khusus perﬁlihan hak cipta dengsn perjanjian disyaratkan
adanya benfuk yang tertulis baik berupa skta otentik ataupun askta dibawah
tangan. Pengalihan hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan
balrwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang vang di;w‘:but di dalam akia
itu.”
Oleh karena sifat hak cipta itu adalah pribadi dan mammggal dengan diri
pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Hal ini ditegaskan

dalam pasal 4 UUHC yang menyatakan :

71) Adi Supanto, Perspektif Perlindungan Haek Cipta di Indonesia dan Permasalahonnya,

Makalah Training Pemahaman HAKI, Semarang 8 Nopember 2000, Hal, 3-4.

72) bid, Hal. 8.
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Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang
tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli
wartsnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

Hak Cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu
karya cipta/ciptaan (ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk
yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetatman,
senl dan Basira).

Hak cipta ada/timbul sejak ide/gagasan untuk mencipta diwnjudkan
dalam bentuk yang nyata. Undang-undang hanya mengakui adanya hak tersebut
dan pengakuan itu diberikan dengan wuyj u(i perlindungan hukum. -

Jadi sejak suatu ide diwujudkan dalam suatu bentuk yané nyata (dalam
arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain}, disitu sudah ada hak cipta.

Ciptaan adalah merupakan hasil pemikiran seseorang pencipta, bukan saja
bermanfaat bagi si pencipta itu sendiri tapi juga mempunyai fungsi sosial yang
besar sekali bagi orang lain, karena dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas.

Karena itu sudah sepatutnya apabila ide/daya kreativitas manusia yang
terwujud dalam ciplaan itu mendapat penghargaan dan perlindungan yang layak
dan wajar dari Pemerintah.

Dengan dihargai dan dilindunginya sebuah ciptaan maka akan lebih
merangsang para pencipta untuk lebih berkreativitas dalam menghasitkan

ciptaan-ciptaan yang lebih baik.
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Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat {1) UUHC, Departemen Kehakiman
(sekarang Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.IL) menyeleng-
garakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman
resmi tentang pendaftaran ifu, Kemudian dalam ayat (4) menegaskan bahwa
ketentuan pendaflaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan
hak cipta. pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung
arli sebagail pengesahan atas isi, arti atan bentuk dari ciptaan vang didaflarkan
(pasal 30 UUHC). Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan
atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta
(pasal 31 (1) UUHC).

Dalam Undang-undang Hak Cipta mengenai sistem pendéﬁaran ciptaan
dapat dilihat dalam penjelasan umum butir 3 (tiga) Undang-undang MNomor 6
tahun 1982 yang menyatakan :

"Demikian dalam Uﬁdang—undang ini dianut sistem pendaftaran negatif

deklaratif seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran tanah, pada

umumnya da.lém hal terjadi sengketa kepada hakim diserahkan
kewenangan untuk mengambil keputusan”.

Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perlindungan yang mutlak
kepada orang yang namanya ferdaftar dalam daftar wmum ciptaan. Apabila
terjadi persengketaan hak cipta, dan ternyata ada pihak lain yang dapat

membuktikan sebaliknya, maka harus dimohonkan agar pengadilan




membatalkan pendaftarannya, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum

pendaftaran ciptaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 26 ayat {1) UUHC, terhadap ciptann-ciptaan yang
original, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan
terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal
dunia, yaitu :

a} Buku, pamflet, dan semua hasi! karya tulis lainnya;

b} Ceramah, kuliah, pidato dan ciptean lainnya yang diwujudkan dengan cara
diucapkan;

¢} Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan -

d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk kare'lwitan;

¢) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;

) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, sent ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni
kerajinan tangan,

¢) Arsitektur;

h) Peta;

i) Seni Batik;

i) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya laianya dari hasil
pengalthwujudan.

Untuk ciptaan-ciptaan tersebut di atas, yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau

lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan
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berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah penmcipta. yang terlama

hidupnya tersebut meninggal dunia.

Menumt Pasal 27 UUHC, terhadap ciptaan-ciptaan derivatif, jangka
waktu perlindungan hak cipta adalah 'sebgtgaj berikut :

1) Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, rekaman. guara,
karya pertunjukkan, karya siaran, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertama kali diumumkan;

2) Hak cipta atas ciptaan fotografi berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun
sejak pertama kali diumumkan;

3) Hak cipta atas karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan
berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali d'iterbitkan.

Dengan disebutkan ciptaan yang dilindungi sebagai disebut dalum pasal 26 ayat

1, kebanyakan masyarakat menilai bahwa hanya ciptaan (hwuf a s/d 3) yang

dilindungl. Azumsi demikian tidak benar, karena perlindungan tetap diberikan

Lapada "setisp” ciptasn yang masih dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan

gustra.

Masyarakat Indonesia baik yang berdiam di pedesaan maupun dikola
kebanyakan hidupnya ditopang dari hasil produk industri kecil atau kerajinan
rakyat. Hasil-hasil demikian harus dilestarikan dan dikembangkan agar hasil
budaya tersebut tetap hidup bahkan berkembang kemanca negara gehingga. akan

menghasilkan devisa
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Pemberian informasi tentang HAKI khususnya yang menyangkut hak
cipta dalam arti yang luas harus dilakukan terus agai' hak dan kewajiban para
pencipta yang bergerak di bidang kerajinan rakyat dan orang yang bergerak di
industr: kecil tetap semangat untuk berkarya.

Pemberian perlindongan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan oleh
pengusaha kecil dan pengrajin sudah sepantasnya ditingkatkan, karena dengan
adanya perlindungan tersebut mereka merasa hak yvang dimiliki tetap aman dari
gangguan peniruan orang lain. Mereka akan berlomba-lomba untuk berkarya
gehingga magyarakat akan turut menikmati hasilnya.

Segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
mereka harug diberikan baik melalui jalan seminar, loka karya, te;nu wicara dan

sebagainya, bahkan bisa disampaikan melalui media cetak maupun elektronik.

. Perlindungan Hukum Melalui UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri Pada Industri Meubel ,

Pasal 1 ayat 1 draft Undang-undang tentang Desain Industri memberikan
definisi tentang Desain Industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
alau komposisi garis atan warna, atau garis dan wamna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetikn dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan

tangan.
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TRIPs tidak mengatur tentang definisi atan pengertian Desain Industri.
TRIPs hamya mengatwr kewajiban negara peserta untuk melindungi Desain
Industri, kriteria perlindungan, pelanggaran dan jangka waktu perlindungan. ™

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu desain industri harus
memenuhi kriteria kebaruan sebagaimana yang distur dalam Pasal 2 ayat (1).
Suatu desain industri dianggsp baru apabila pada tanggal penerimasn, desain
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
(Pasal 2 ayat (2)), yaitu pengungkapan yang dilalaukan sebelum tanggal
penerimaan afau tanggal prioritag jika permohonan diajukan dengan hak
prioritay {Pasal 2 ayat (3)). Kriteria tersebut telah sesugi dengan yang
dikehendali TRIPs yang menyuiakan bahtwa *“members shall provide jfor the
protection of indeoendently created industrial designs that are new or
original”

Desgain Industri tidak akan mendapat perlindungan, jika desain industr
tersebut bertentangan dengan peraturan pemndang—untiar;g:m yang berlaku,
ketertiban vmum, atau kesusilaan (Pasal 4).

Pemerintsh (Ditjend HAKI) dapat menolek mendaftarkan sat
rancangan yang tidak memenuhi persyartan mmum perlindungan. Pasal ini juga
membolehkan untuk menolak mendaftarkan suatn rancangan  yang

pemakaiannya akan mengganggu ketertiban umum dan moral masyarakat.

73) Nandang Sutrisno, Perlindungan Hwhum Terhadap Desain Industri, Rahasia Dagang,

DTLST, Makalah Seminar, Yopyakarta, 4 Oktober 2000, Hal, 2.
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Namun tidak jelas apakah konvensi internasional yang dapat diterapkan
ith memperbolehkan penolakan pendafiaran karena alasan-alasan ketertiban
umum dan moral masyarakat. Pasal 27 (2) dari Perjanjian TRIPs menyetijui
adanya pengecualian "katertiban umum dan moral" pada lingkup perlindungan
paten, namun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai suatu pengecualian dalam
hal rancangan industri. Serupa halnya, maka Pagal 6 (3) dari Konvensi Parig
membolehkan adanya pengecualian serﬁpa dalam hal pendaftaran merek
dagang, namun Konvensi ini tidak mempunyai bahasa/ungkapan serupa dalam
bagian-bagian yang berurusan dengan rancangan industri. Jadi tidak ada ijin
yang eksplisit bagi pengecualian "ketertiban umum dan moral" yang dapat
diberlakukan terhadap rancangan industri menurut Konvensi Paris atanpun
Perjanjian TRIPs.

Perjanjian TRIPs itu sendiri mengandung dua ketentuan lamn yang
mungkin relevan dengan masalah ini. Pasal 26 (2) dari Perjanjian TRIPs
membolehkan ;'pengecualian terbatas terhadap perlinddngan rancangan
industri” yang "tidak bertentangan secara tidak masuk akal dengan pemanfaatan
normal dari rancangan industri yang dilindungi itu dan tidak berprasangka
secara tidak wajar terhadap kepentingan yang benar dari pemilik rancangan
yang dilindungi tersebut, dengan memperhitungkan kepentingan yang benar
duri pihak-pihak ketiga". Sementara ketentuan ini mungkin diartikan sebagai
pembenaran suatu pengecualian umum terhadap lingkup rancangan industri

yang dapat dilindungi, namun ketentuan itu kelihatannya dimaksudkan lebih
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cenderung untuk membolehkan pembatasan diberlakukan terhadap luasnya
perlindungan dari rancangan industri perorangan begitu rancangan itu sudah
diberikan perlindungan secara umum‘.

Satu-satunya ketentuan lain dari Perjanjian TRIPs yang memberi
wewenang terhadap pengecualian "ketertiban umum dan moral” vang umum
terhadap lingkup perlindungan rancangan industri adaleh Pasal 8. Pagal ini
membolehkan negara-negara yang ikut menandatangani (Perjanjian TRIPs)
untuk menerapkan "tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan
gizi masyarakaf, dan untuk mempromosi kepentingan umwem dalam sekfor-
sckior yang kepentingannya Tatal terhadap perkembungun sosial-ekonomi dan
teknologr wercky, asalkan tindakan demikian itu kqnsisten de-n.g:—m ketentuan-
ketentuan dari Perjanjian ini". Sementara setiap pengecualian yang disetujui
menurut Pasal 8 sebalilmya harus konsisten dengan Perjanjian TRIPs,
pengesampingan umum dari lingkup materi rancangan industri yang dilindungt
dapat diijinkan karena ketentuan-ketentuan Perjanjian TRIPs yang mencakup
rancangan industri tidak mempunyai persyaratan yang khusus, seperti halnya
untuk paten menurut Pasal 27 (1), behwa semua bidang materi skan dilincungi.
Dengan demikian, Pasal 8 dari Perjanjian TRIPs dapst membenarkan
pengecualian "ketertiban umum dan moral”" pada lingkup materi yang dapat

dilindungi sebagai rancangan industri.
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Akan tetapi pembenaran yang distur oleh Pasal 8 itu sempit, Menurut
Pasal 8, pengenyampingan dari lingkup umum materi yang dilindungi harus
manpy mempromosikan kepentingan umum di  sekfor-sektor yang fatal
kepentingannya terhadap perkembangan sosial ekonomi atanpun teknologi di
Indonesia. Misalnya, penolakan pendaftaran dapat dibenarkan spabila
rancangzn iftu  cabul, memperolok staupun meremehkan simbol atan
patung/gambar nasional, regional atawpun agama, atan mengancam adanya
ledakan kebencian antar-sulu

Walaupun demikian, sebagai hal menyangkut huikum Feraerintah
Indonesia dapat mempunyai alasan yang benar untuk menolak _énggapam bahwa
pemerintah menyetujul rancangan demikian, walaupun secara tek langsung,
nemun membiarkan rancangah itu didaftarkan. Sepanjang pengecualian
"ketertiban umum atay moral” dipakai hanya jarang-jarang dan hanya dalam
gituasi yang ekstrim saja, maka sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaanoya
sebaiknya tidak ditinjan sebagai pelanggaran terhadap prin;xip-prinsip konvensi
internasional yang dapat diberiakukan.”

Pasal 10 UU Desain Industri menegaskan bzhwa Hek Desain Industri
diberikan atas dasar permohonan.

Berdasarkan Kketentuan ini jelas bahwa hak atas Desain Industri baru
muncul apabila dilakukan pendaftaran (registration) tanpa pendafiaran maka

tidak ada jeminan perlindungan hukum atas Desain Industri yang diciptakan.

74) Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, ELIPS, Op.Cit., Hal 9.
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Konsep ini jelas sangat berbeda dengan Hak Cipta yang tidak mewajibkan

pendaftaran untuk adanya perlindungan hukum, hal it disebabkan Hak atas

suatu ciptaan telah lahir secara otomatis setelah ciptaan selesal dibuat.

Permohonan pendaftaran dilakukan secara fertulis dalam bahasa

Indonesia pada Ditjend HAKI dengan membayar biaya permohonan.

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut harug memuat

a

b.

Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain
Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atan badan hukum yang

berhak atas Desain Industri itu.

. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendaftaran Desain

Industri diajukan melalui kuasanya, dan
Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri yang
pertama kali dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak

prioritas

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri harus dilampirkan dengan :

a.

Contoh fisik atau gambar/foto dan wraian dari Desain Industri yang
dimintakan pendaflarannya

Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonan pendaftaran diajukan melalui
fuasa hukumnya

Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran

Denain Industri berhak atas Desain yang bersangkutan
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d. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaran aclalah
miliknya.
¢. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri

Dalam hal pendaftaran Desain Industri diajukan oleh lebils dari satu orang
atau hukem yang secara bersama-sama berhak atas Desain Industri tersebut,
nama orang alau badan hukum yang mengajukan permchonan dicantwinkan |
semuanya

Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri digjukan oleh lebih dari
satu orang atau badan hukum yang secara bersama, maka permohonan tersebut
ditandatangani oleh salah georang atau satu wakil badan hukom yang berhak
atas Desain dengan melampirkan persetujuan tertulis dari ora.tng atau badan
hukum lainnya yang berhak.

Jika permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan oleh pihak yang
bukan pendesainnya, permohonan fersebut harus clisertai. pernyataan yang
dilengkapi dengan bukti yang cuku'p bahwa yang berhak afas Desain Industri
yang bersangkutan. Dan apabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang
bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesin, harus digjukan
melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan memberi kuasa
khusus.

Lamanya perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang terdafiar
adalah selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian jangka waktu tersebut dihitungkan

sejak dari tanggal penerimaan permohonan oleh Derektorat Jenderal mencatat
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dalam Daftar Umum Desain Industri dan telab diumumkan dalam berita resmi
Desain Industri. Apabila jangka waktu perlindungan hukum Desain Industri
sudah habis lewat, si pemilik tidak dapat memperpanjang pendaflaran Desain
Indusri tersebut.
Pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan dua
tahap yaitu : pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substansi.
a. Pemeriksaan Formalitas
Yang diperiksa dalam .pez‘neriksamx formalitas adalah permohonan
pendaftaran Desain Industri fersebut telah memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan dalam Undang-undang Desain Industri tersebut, yaitu
- Apabila permohonan pendaflaran Desain Industri Srang diajukan
bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
ketertiban umu, aftay kesusilaan (Pasal 4}
- Apakal  permohionau  pendaftaran  Desain  Industri  tersebut telah
ditandatangani pemohon atau konsultan selaku kuasanys (Pasal 11 ayat 2)
- Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri telah memuat tanggal,
alamat, lengkap, dan ke»varganegm@ Pendesain
- Nama Alamat, lengkap dan kewarganegaraan Pemohon
- Nama, alat lengkap, konsultan selaku kuasa apabila perniohonan diajukan
melalui kuasa, dan
. Nama negara dan tanggal pemeriksaan permohonan yang pertama kali,

dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas, dan lain-lain.
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Apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Desain
Industri tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, maka Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atay konsuitan selaku
kuaganya, agar kekurangan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan

kekurangan tersebut.

b. Pemeriksaan Substantif
Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan oleh pemeriksa apabila ada
pihak vyang berkeberatan terhadap Desain Industri yang diajukan
permohonan pendattarannya. |
Pemeriksaan yang memeriksa substantif tersebut adalah pejabat ada
Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Mentert.

Pada prinsipnya yang berhak menerima Hak Desa}n Industri adalah
pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila pendesain
terdiri dari beberapa orang secara bersama-gama, maka Hak Desain Industri
kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain.

Pemegang Hak Desain Industri adalah Atasan dari si Pendesain, apabila st
Pendesain bekerja di sebuah instansi Pemerintah atau apabila sebuah desain
dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkup instansi Pemerintah

Pemegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemesan.
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Apabila sebuah Desain Industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak
yang membual desain tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Produk
Industri dan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Kongtruksi hukum seperti itu hanya dapat diingkari apebila para pihak
(Pendesain dan Atagan atan Pemesan) memperjanjikan lain. Artinya, dapat gaja
stalus Pemegang Hak Desain Industri ditentukan secara berbeda.

Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri pada dasamnya dilakukan
seperti halnya bidang-bidang HAKI lainnya, Desain Industri dapat dialihkan

atau beralih haknya dengan cara .

a. Pewarisan d. Perjanjian tertulig atay. -
b. Hibah e. Sebab-gebab yang dibsnarkan oleh
c. Wasiat ' peraturan perundang-undangan.

Selain pengalihan hak seperti diatas, Desain Industri dapat dialibkan oleh
Pemegang dengan cara Lisensi untuk melaksanakan hak untuk membuat,
menjual, memakal atau mengimpor Desgain Produk Industri. *

Namun demikian Ligensi ini dilarang memuat ketentuan yang baik
{angsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang meruvgikan
perekonomian Indonesia atau 1Inemuat ketentuan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.

Jika terjadi pengalihan hak atas Desain Industri, maka dokumen Desain
Industri yang dialibkan tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan dalam

Daftar Umum Desain Industri Direldorat Jenderal Hak Atas Kekayaan
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Intelektual karena pencatatan pengalihan hak adalah wajib dilakukan dan

selelah pengalihan hak tersebut dicatat kemudian diumumkan dalam Berita

Resmi Desain Industri. Sedangkan pengalihan hak Desain Indusiri yang

dicatatkan dalam Daftar Umum Desain indusiri tidak terlalu terhadap pihak

ketiga.

Dalam rancangan Undang-undang Desain Industri ditentukan adalah

Pejabat penyidik Pegawai Negert Sfpil,_ yang mempunyal tugas dan wewenang

sebagai berikut :

d.

d.

age]

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.

. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan

tindakan pidana Desain Industri

. Meminta keterangan dan bshan bukti dari orang afau badan hukum

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri
Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desaiﬁ Industri

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam
perkara di bidang Desain Industri.

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Desain Industri
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Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Degain Iandustri tersebut
diancam dengan sanksi pidana baik penjara maupun dends, sanksi pidana
tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama
7 (tajuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta
rupiah)

(2) Barangsiapa dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

Rp. 45.000.000,- (empat puluk lima juta rupiah)

. Beberapa Persoalan Yang Berkaitan Dengan Berlakunya Undang-undang

Desain Industri Khususnya Indusiri Meubel

Sejarah perlindungan hak atas desain industri di Indonesia sebelum
terbentuknya RUU desain ada pada UU Hak Cipta Hal ini sama dengan
perkembangan desain di Inggris, dimana pengaturan. desain industri
pernulaannys lidak (erlepas dari hak cipta desain dinnggap sebagal bugiun
pokarinen aestetik atau paling tidak bagian dari seni pakai (applied art). Hal ini
didukung dengan wujud dari desain industri yang tidak lepas dari langkah
menggambarkan dan membentuk model.

Ciri yang menonjol dari desain adalah berkaitan dengan estetika produk,
aspek keindahan, kenyamanan dalam penggunaan produk sehingga
memberikan sumbangan vang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum dan sederhana bahwa desain
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industri melindungi ciptaan “seni pakai” sedangkan hak cipta melindungi "seni
murni”,

Perbedasn lsin yang prinsip adalah pada kapan perlindungan hakmya
muncul. Pada hak cipta, perlindungan hak atas ciptaan tersebut muncul secara
otomatis setelah ciptaan selesai dibust sedangkan pada UU desain perlindungan
hak ito diberikan oleh negara apabila ciptasn (desain) tersebut dimintukan pada
pemerintah. Hal ini berarti perlindungan atas deszin menwut UU desain harus
secara aktif dimintaken pendaftaran. Tanpa pendaflaran desain tidak dilindungi
hak dari peniruan atau penjiplakan oleh pihak lain, lebih javh tidak terdapat alat
bukti yang kuat seandainya terjadi sengketa di Pengadilan,"apabila desain
tersebut tidak dimintakan pendaftaran.

Dalam UU desain Indomesia, hak atas desain diberikan upabila
dimintaken pendaftaran den barus memenuhi syarat bahwa desain fersebut
adalah baru yaitu desain tersebut pada saat dimintakan pendaftaran tidak sama
dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya lebih lanjm. dijelaskan bahwa
pengungkapan sebelumnya adalsh pengungkapan desain industri sebelum :

a. Tanggal penerimaan, atan
b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah
diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui

media cetak atan elekironika, termasuk keikut sertaan dalam pameran.
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Penentuan "kebaruan”- diatas menimbulkan persoalan yang cukup serius.
Hal tersebut diseﬁabkzm []8] Dess;in di Indonesia adalsh baru artinya
sebelumnya pernab ada desain yang selama ini diciptalan oleh anggota
masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta pada kantor HCPM
(sekarang Ditiend HAKI) dan hal it telah berlangsung lama sehingga telah
banysk desain vang terdafter dan mendapat perlindungan hak cipta.

Pmoﬂm@a sekarang adalah apakah daftar dokumen yang selama ini
telah ferdafiar di Ditjend HAKI dapat dijadiken bahan penentuan "kebaruan”
atas desain yang dimintakan pendaftaran menurut UU Desain yang baru ?
Bagaimana statis desain yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak
cipta dengan mumcuinya UU Desain sendiri. Tempakoya ini merupakan
persoalan yang segera ditentukan jawabsnnya sebelum RUU Desain disshksan
menjadi UU desain olek DPR.

Suatu hal! yang tidak mungkin, UU desain diberlakukan surat atas desain-
desnin yang selama ini dilindungi dengan bidang HAKI yang lain yaitu Hak
Cipta, dikarenakan kedua-duanya mempunyai keduduksn yang setara dan
mengatur hal yang berbeda.

Jalan kompromi vang mungkin dapat dilakukan adalash membuat
perafuran pemerintah yang menegaskan status desain yang telah terdaflar
melalui Hak Cipta simn memasukkannya pasal baru dalam U Desain
mengenai staius Desain yang telah dilindungi Hak Cipta. Atas dasar kondisi di

atas UU Desain Industri harus mendapat prioritas untuk segera disosialisasikan
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pada masyarakat (penguszha/pengrajin) dengan terakhir dulu dilsknkan
penelitian tentang pemahamsn mereka tentang desain wituk memperoleh
gambaran yang jelas perfu tidakmya perlindungan atas desain, serta pandangan
mereka terhadap peniruan/peniiplakan desain oleh pihak lain.

Hal ini berarti bahwa pembuatan desain meubel atas dasar pesanan sama
halnya dengan menciptakan desain sendiri, artinga menuorut UU Desain
pembuat dianggap sebagai pihak vang memegang hak atas desain, kecusli ada
perjanjian lain antara pemesan dan pembunt Dengan demikian sebagni
pemegang hak atas desain ia berhak unfuk melaksanalcan desain yang
dimilikinya, melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai
menjual mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri. Hanya saje periu
ditambahkan bahwa hak yang demikian besar tersebut baru mendapat [egitimasi
apabila desain tersebut didaftarken pada pemeﬂntah.

Menjelang akan diberlakunanya Undang-undang tentang Desain Industri
terdapat hal yang harus diperhatikan oleh akademisi dalam iwll ini Dosen-dogen
di Perguruan Tinggi Desain, Dosen HAKI di Fakultas-falmltas Hukum, Sektor
fndustri Manufaldur, Industri Kerajinan (Pengerajin), Pengussha Kecil dan

Menengah dan Pemerintah.”

75) Rizki Adiwilage, Op.Cit., Hal. 13,
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Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut :

2 Pemahaman tentang Desain Produk Industri, bahwa Desain Industri tidak
hanya konstruksi hukum semata dalam bentuk Undang-undang, namun
merupakan sebuah ilmu (pendidikan) dan aktivitas yang dilakukan oleh
Desainer Produk Industri baik berpendidikan atan otodidak, sebaliknya
Desainer Produk Industri harus menyadari bahwa Desain Produk Industri
tidak semata-mata sebuah ilmu atau aktivitas yang berdiri sendiri, namun
mempunysi aspek hukum dalam hal ini HAKL,

b, Masih kurangnya kesadaran Masyarakat Industri (Industrial Society) di
selctor Manufakiur atau Kria/Kerajinan akan pentingnya kehadiran seorang
Desainer Produk Industri dalam meningkatkan kualitas dan daya saing
produknya serta pentingnya perlindungan Desain dari tindakan peniruan dan
pembajakan oleh pihak ketiga, oleh karena itu Industri Manufaktur atau
Kerajinan diharapkan tidak lagi melakukap tindakan peniruan  atau
penjiplakan karena akan mempunyai kongsekuensi humkum secura nasional
dun internagional {TRIPs),

¢. iharapkan dengan berlakunya Undang-undang tentang Desain Produk
Industri yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap karya desain
dari Degainer Produk Industri akan mamacu lahimya desain-desain yang
berkualitas dan skan menumbuhkan budaya persaingan sehat di sekior

Industri Kria/Kerajinan,
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d. Pemerintsh dalam hal ini diherapkan mendorong sektor Imdustri
Krig/Kersjinan uotuk mempunyai perhatinn di bideng Researchk and
Development khususnya yang berkaitan dengan Desain baik berupa kerja
sama dengan Perguruan Tinggi atay membentuk sendiri, karena dengan
begitu Industri Kria/Kerajinan dapat bersaing dalam pasar Global,

e. Perhmya memberikem perhatian terhadap desain-desain tradisional sebagat
aset budaya bangsa yang dapat bernilai ekonomis bagi sekior industri

£ Diperlukan kebijakan industri di sektor Industri Kerajinan yang memasukan
Desain Produk Industri sebagai salah satu falior yang saenentukan dalam
menghasilken barang-barang satan prqthlk-prochak yang skan dijual baik di
dalam negerl atau diluar neg;eri karena di negara-negara industri saleh satu
faktor kesuksesan dalam memasarkan prodlﬂc«prquﬂowa adalab  dari
beragamaya Degain yang ditawad;an.

Instrumen administratif yang tersedia umtuk mene'gakkan hak desain
dalam UU Desain Industri terbatas pada instrumen preventif, yaitu adanya
lembaga pemeriksaan substantif dan kesempatan mengajukan keberatan dalam
mekanisme pendaftaran karya desain industri guna mendapat hak desain
industri melalui Dirjen HAKIL XKetentuan Pagal 27 UU Desain Industri
menycbutkan bahwa setiap orang diberi kesempatan .miuk mengajukan
keberatan yang mencakup hal-hal substantif terhdsp pendailaran suatu karya

desain industri selams tahap pengumuman.
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. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ‘orisinalitas karya desain
indusitri  yang didaflarken dan  untuk  mengeliminasi  keseapatan
penyalahgunasn hak desain industri seorang pendesain oleh oreng lain yang
ingin menarik keunfusgan atas karyanya ketentuan mengenai lembaga
pemeriksaan substantif dan kesempatan mengajuken keberatan tidak terdapat
dalam UU Desain Tuin Letak Sirkit Terpadu. Hal imi agak mengherankan
karena karya desain tata letak sirkit terpadu yang akan diberikan hak desain tata
letak sirkit tferpadu juga mensyaratkan karyﬁ original, yang tfenfn saja
memerlukan juga pemeriksaan substantif.

Penyelesaian sengketa hak desain dengan instrumen .l’mkmn perdata
dilakuken melalui proses gugaien kepengadilan nisga Ada tiga jenis gngatan
yang dapat dilakukan dalam sengketa hak desain industri, yaitu gugatan
pembatatan pendaftaran desain industri {Pasal 39 UU Desain Industri), gugatan
ganti kerugian dan gugatan penghentian semua perbuatan sebagaimana
dimaksud Pasal 9 (Pasal 47 UU Desain Industri).”®
Pasal 47 dan pasal 48 UU Desain Industri :

(1) Pemegang hak atas Desain Indush.'i atau penerimz lisensi dapat menggugat

., siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran UU

Desain Industri, berupa :

a Gugatan ganti kerugian, dan

b. Penghentian semna perbuatan sebagaimana dimaksud dulam pasal 3

76y Ibid, Hal 5.
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(2} Gugatan digjukan ke Pengadilan Niaga
{RUU Desain Industri, Pasai 47)
Selain penyelessian gugaten, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan

tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelogaian sengketa

. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Induostri

Penegakan hukwn dapat dibedakan dalam penegakin hukum secara
preveniif dan penegaken hukum secara reprensif Penegeken hukum secara
preventif adalsh upays untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kefentuan
hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.
Sedangkan penegakan hukum secara reprensif berhubungan dengan penetapan
sanksi imlum terbadsp pelanggaran hmkum yang merugikan kepentingan unum
atan kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun
mekanisme di luar pengadilan,

Dengan mengacy kepada makna penegakan hukum tersebut, maka
instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen
penegakan hukum yeng bersifat preventif dan instrumen penegakan imkum
yang bersifid reprensif Instrumen penegaken hukum yeng bersifat preventif
terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif’ yang berwifat tidak
memberi sanksi, seperti aturan temfang prosedur, mekanisme, dan tafa cara
penveleksian atan pengnjian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalsh
pendidikan hukipn dan sosialisasi aturen-sturan !miann'karpada masyarakat,

baik melalni kegiatan penyuluhan bukum, maspun kegiatan penyebaran
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informasi hukum kepada masyarakat Di samping itu, instrumen penegakan
hukum yang bersifat reprensif meliputi juga npaya-uﬁaya non reprensif dari
aparat penegak hukum, khususaya polisi dalam mendorong masyarakat menaati
aturan-afuran hukum yang berlaku. |

Instrumen penegakan fukum secara reprensif meliputi penjatuhan sanksi
administratif untuk pelanggaran ketentuan bukum  administratif, penjatuhan
sanksi keperdataan berupz melsksanaken kewsjiban hukum tertentu umiuk
perbuatmi yang merugikan hak den kepentingan orang lain, dan penjatubsn
sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana (Gindak pidana). Untuk
pelanggaran kaidsh keperdataan dimungkinkan menggunakan penyelesaian
sengketa alternatifl (alternative dispute resolution) seperti arbitrase, negosiasi,
........ dan rekonsiliasi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industi melalui lembaga
arbifrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebijakan yang tepat
karena mode! seperti ini juga putusan arbitrase dan pe'nyelesaian gengketa
alternatif merupaken keputusan yang bersifut final dsn mengikat (final and
binding). | _

Instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam UTJ Desain Industri
unfuk melindungi hak desain industri meliputi instrumen hukum administrasi

{administratif), instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidans. Selain
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itn dibuka pula peluang penyelesaian model arbitrase dan penyelesaian
sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan.™

Secara pidana, berbeda dengan Jerman dan Koreas Selatan yang
menerapkan delik aduan terbadap pelanggaran desain industri, Indonesia
menerapkan delik biase terhadsp pelanggaran desain industri.Yang menjadi
pertimbangan adalah kemampusn sumber daya manusia para penyidik baik
polisi mmpun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan saran untuk
menegakkan hukum itu masib sangat ferbatas. Hal iﬁin yang saﬂga; mesndasar,
adalah karena sistem HAKI termasuk UU Desain Industri, adalah termasuk hak
perdata yang sesungguhnya negara tidek perlu terlalu jash 'fmncampm'inya,
kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selalin itu, dalam realitmaya di
negarg-negara yang menjadi 'pelapor penerpan HAKI temnyata ‘masalsh
pelanggaran HAKI lebih banysk' diselenggaraken secars perdata dan bukan
pidana.m' | |

Jika delik biasa yang skan diterapkan dalam pelan'gg;azm HAKI maka
Pemerintzh -polisi dan PPNS- harus pro-aktif melakukan penindakan terhadap
setinp pelanggaran, apakah memperoleh laporen atau tidak. Apabila begitu
banvak terjadi pelanggaran -waktu tidak ada yeng melaporken- dan pemerintah

tidak melakukan tindakan tegas maka akan memperoleh kecaman dari pihak

77) Salman Luthan, fstrwmen Pencgokan Hidan Desaln industri, Raohasta Dagang, DTLST,

Yogyakarta 4 Oktober 2000, Hal. 4.

78) Insan Budi Maulana, Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia

Dagang, DTLST, Makalah Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2000, Hal. 3.
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asing yang selama ini telah culup banyak mengalami menjadi korban
pelanggaran HAKI di Indonesia Keadaan itu aken menjadi bumerang bagi
Pemerintah jika tidak tegas dan akean memerosotkan posisi wafck list pada
tahun ini ke arah priérily watch list. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan
mendapatkan tindaken balasan terhadap ekspor produk Indonesia ke negara-
negara indusiri maju setelah masa trensisi HAKI terlewsati dan Indonesia harus
sudzh menerapkan HAKI secara tegas.”” |

Mengenai penggunaan  instromen hukum pidans untuk  melindungi
kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan
yang merugikan kepentingan umum  atan mkepeniim;qﬁ masyarakat.
Kriminalisasi adalah kebijaken pembentuk undang-undang menetspksn suatu
perbuatan yang sebelumnya bM perbuatan terlarang (tindak pidana) menjadi
perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan sncaman pidana terfenin. Ada

beberapa perbuatan vang ingin dikriminalisagikan dalam RUU Desain

i L
"4

Industri.®

Perbuatan yang ingin dikriminalisasikan ketentuan Pasal 55 RUU Desain

Industri menjadi tindak pidapa desain industri ada 2 macum. pertama,

barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 {fujuh)

79) Loc.Cit., Hal. 3.
80) Salman Luthan, Op.Cit., Hal. 5.
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tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- {tiga raf;us juta rupigh).
Perbuatan yang dilarang berdasar ketentuan Pasal 9 adalah dengan sengaja dan
fanpa hak membuat, memakai, menjual, dan mengimpor produk yang diberi
Hak Desain Indusfri.

Kedua, barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal § atau Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 {dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh
lima juta rupiah). Perbﬁatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal
33 adalah menghapuskan nama pendesaain dalam daftar Desain Industri dan
Rerita Resmi Desain Industri karena desain industri dibuat dalam hubungan
dinas atan karena hak desain industri dialihkan. Tindak pidan:a.tentang desain
industri ini merupakan delik biasd.

Perkembangan perdagangan dan industri di negera-negara Barat tidak
bisa dilepaskan dari peranan HAKI yang member%kan insentif kepada p;ara
innovator dan kreator dalam mengembangkan produk-produk barang dan jasa
yang baru. Perkembangan itu dipicu dan dipacu oleh sistem ekonomi pasar
yang mengharuskan adanya persaingan bebas dan jujur yang melekat dalam
masyarakat mereka. meskipun monopoli -pada hakekatnya- diharamkan di
negara-negara industri  maju itn, pamun kekecualian diberikan kepada
pemegang HAKI Hanya pemegang hak kekayaan intelektual, misalnya paten,
merek, degain, rahasia dagang yang memiliki hak monopoii atan hak-hak
ekslusif {exclusive rights) terhadap HAKL Dan.HAKI -gsesumi dengan sistem




masyarakat Barat- merupaken pula kekayasn perorangan/individual (personal
rights) yang tidak bisa diimtervensi atau diganggu gugat oloh sizpapun. Dan
dianggap sebagai pelanggaran (infiingement) bagi siepa saja yang melanggar
hak pribadi pemegang HAKIL

Disamping hal itu, HAKT juga merupakan kekayaan tidak berwujud atau
intangible assets yang dapat dialihkan (termasuk pula melalui trenssksi jual-
beli), dilisensikan, dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang
dianggap berhak menerimanya 5?

Dengan memperhatikan penerapan HAKI di negara-negara Barat maka
penyelesaian terhadap infringement atam pelanggaran terhadap pemegang HAKI
diselesaikan secara perdats, misalnya dengan pembayaran ganti rugi,
kompensasi termasuk keunilmgan yang seharusnya diperoleh dsn biays-biaya
yang timbul untuk mengajukan pgugaten, dan bukan berdasarkan ketentuan
hukum publik dengan menerapkan, misalnya hukum pidana dengan sanksi
pidana penjara. Oleh karena itu jangan heran apabila Cop}ﬂghr, Designs dan
patents Act 1988 yang dimiliki Inggris tidek mencantumkan sanksi pidana,
begity pula dalam sistern HAKI di Australia

Sementara ity, ada pula negera-negara industri maju yang menerapkan
sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri misalnya : Jepang, Korea
Selatan dan Jerman Di Korea Selatan dikenskan sanksi pidana maksimal 5

{lima) tahun atau denda tidak lebih dari 50 juta won. Pelanggaran ini baru

81) Maulana, Op.Cit., Hal. 2.
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diterapkan oleh pihak berwajib di negara tersebut apabila mﬁmperple:h laporan

dari saksi korben. Artinya, delik yang di di negare ini adulsh delik

aduan, sebagaimana dinyatekan dalam Pasal 82 ayat 2 : Prosecution for
offences under paragraph (1) shaal be initiated upon filing of a complaint by an

injured party 2

Sedmgkan di Jepang, pelanggaran desuin imdustri dikensken pidana

. penjara maksimal 3 (tiga) tahnn atan denda sebesar 3 (tiga) juta yen. Pasal 69

UU Desain Industri Jepang menyatakan : Any person who has infringed a

design right or an exclusive license shail be llable to imprisonment with labor

not exceeding three year or to fine exceeding 3.000.000 yen®* .'

Kemmdian, sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda diterapkan
dalam UU Desain Jerman, dan delik yang diterapkan adalsh delik adunn. Half
ini dapat diketahui dari pasal 14 Design Act yang meﬁy&hakan :

(1) Anyone who makes an imitation of ‘a design contrary to the prokhibition in
Section 5 with the intent of distributing the|same, or an J';ane wha distributes
such an imitation, shall be punished by imprisonment up to oner year
or by a fine

(3) Criminal prosecution shall be instituted only upon complaint.

82) lLoc.Cit., Hal 2.
83) ibid, Hal. 3.
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Jika memperhatikan UU Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST
milik Indonesia yang akan diterapkan menjadi UU pada tangga! 20 Desember
Tahun 2000 tents akan banyak perbedasn-perbedasnnya dengen sistem hukun
HAKI (dengan memberi contoh penerapan UU Desain Industri) dinegara-
negara indostri maju.

Ads kesan, jika memperhatikan pasal-pasal dalam UU di stas, sistem fukum
HAKI khmsusnya ketiga UU di atas tidak semata-mata mengatur hak-hak pribadi
tetapi telah masuk juga infervensi negarn Hal ini ditendai dengan_delik yang
dipakai bukan delik aduan tetapi delik biasa. Jadi mmﬂah HAKI bukan lagi
magalah pribadi atan perdata melainkan juga termasuk kedalam hukum publik.
Jadi, sistem hukum yang diterapkan ketiga UU itu adalah gabungan antara perdata

dan publik

84) 7Thid, Hal 4.
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BABII

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Setelah dilakukan penelitian desain industri khususnya desain industri
meubel di Kabupaten Jepara maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan
sebégai berikut :
1. Perlunya Perlindungan Hukum Atas Desain Industri dan Desain Industri
Meubel Pada Khususnya,
4. Potensi Pengusaha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Dati 11 Jepara
Kegiatan usaha dibidang meubgl di Jepara tersebar di hampir selurch
wilaysh Kabupaten yang meliputi 9 Kecamatan dan 108 desn Hal ini
mengingat industri meubel di Jepara sudah merupaken denyut nadi
perckonomian bagi masyarakat Jeparn.
Perkembangan Industri Meubel di Kabupaten Jepara
Industri meubel di Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun perkembangannya

semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tahel I Perkembangan Industri Meubel di Kabupaten Jepara

Sumber : Deperindag Kabupaten Jepara
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Vlsaizy Talws
. 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. | Josmbh Perssahaznfnit Lkade 2145 2216 2403 2.562 3.009 3.027
2. | Jumbh tenega kesa 2882 32.624 38264 38264 43535 44.116
3. | Nilai Yvestasi (Ry. 000) 1585173 2578000 4356820 4356820 3245.0:44 5321213
i 4, | Nebuiuhan Batun Bakuith (V) 186176 186500 350.000 350000 423,000 487,024
5. | Wilai Batwn Bake [Rp. 000} 127803000 | 138.243.000 231.600.00 237.600.000 358.400,000 364200.000
| 6. | Volune Produlsi {BiSiyel) 1.630552 1.630.892 1953070 2115013
7. | Hiki Produksi{Kp, 000} 241.0074652 | 275165200 532.720.000 532.720.000 522.720.000 526 260.000
%, { Hiki Ekspor (LIS %) 54355025 275500 | 14717513045 | 147.075.139.45 | 169251 410,30 | 184.126210.20
?. | Volme Ekspo g 5.715 624 743 000 34,200 000 34.200.000 98.':‘2!.1'4’3 112356.217




Berdasarken data dalam tabel diatas nampak bahwa jumlsh
pengusaha/pengrajin industri meubel senantiasa meningkat dari tahun ke
tahun, baik dalam bentuk boadan usaha formal, seperti.: PT, CV, nanum
banyak juga yang berbentuk usaha perorangan. Pertambahan jumlah unit
usaha ini membawa akibat pula pada pertombuhan nilai investasi dan
bertambabnya lapangan kerja, bertambabnya permintasn aken bahan baku,
bertambahnya nilai produksi dan bertambahnya nilai ekspor ke berbagai
negeri fujusn. |

Seorang pengusaha atau eksportir meubel ukir yang dapat
melaksanakan kegiatan ekspor terlebih dahulu harus memenuhx gyarat-gyarat
ssbagai perusahean ekspor. Dalum prakiek ekspor meubel di Jepars,
seseorang yang akan melaimkan ekspor harus memenuhi syarat-syarat
sebagni berikut :

1) Mempunyai Nomer Wajib Pajak (NPWP)
2} Mempunyai Surat Izin Ussha Perdagangan (SIUP), 'aif.an mendapat izin
ussha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non-Depmtet@

Selain itu eksportir juge harus mempunyai pembeli asing atau buyer,
yang membeli barang-barang pro&ukxinya Dalam upaya mendapatken
pembeli asihg tersebut maka pengusaha ifu biasanya melakukan upaya-
upaya sebagai berikut :

1) Pengusaha mencari alamat importir meubel melalsi internst, atau

membuka home page yang dapst diakses dunia Internasional, kemudian
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mereka mengirimkan penawaran bsrang melalui e-mail atau faximile
kepada calon pembeli.

2} Mengikuti pameran-pameran meube! baik yang diadakan di dalam stay di
luar negeri.

3) Membuka show room atan ruangan pamer di Jepara atau di kota lain.
Dengan adanya show room tersebut akan menarik pembeli khususnya

pembeli asing yang akhir-akhir ini sudah banyak berdatangan di Jepara.

. Perlunya Perlindungan Hukum

Data yang dihimpun dalam penelitian ini diambil dan diolah dari
isian daftar pertanyaan/kuesioner yang digsebarkan pada 20 {dua puluh)
pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara.

Dari 20 pengussha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara
berpendapat bahwa desain industri khususnya desain industri meubel agar

dapat dilindungi segi hulamm yang berlakua. '

Perlindungan Hukwn Desain Industri Menbel di Kahupaten Jepara
Penciptaan suatu desain industri meubel oleh pengusaha/pengrajin

perlu mendapat perlindungan hukum, karena desain industri merupakan

bagian dari Hak Kekayaan Intelekinal (HAKJ), dimanz didalam karya

Intelektnal tersebut terdapat hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi,
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mendorong dan menghargai‘ penemuan dan kreasi dari para pendesain,
pemilik atan pemegang hak atas desain industri.

D1 samping hal tfersebut, proses plenemﬁan atau penciptaan desain
industri memerlukan wakty, fenaga, pikiran dan biaya yang diperlukan,
Perlindungan desain industri Khususnya desain industri meubel di Kabupaten
Jepara penting yaits untuk merangsang kreatifitay para pendesain untuk terug
- mensrug menciptakan desain-desain baru.

Desgin industri dapat dijadiken daya saing bagi perusshaaw/-
pengusaha dalam persaingannys dengan prodak lain yang se'jenis. Untuk ita,
sudah sewajarnya apabila désain industri yang merupakan asset perusahaan
patut mendapat perlindungan hulum.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan baik melalyi dafter pertanyaan
dan wawancara langsung dengan 20 pengusaha/pengrajin meube! bahwa
desain meubel yang mereka ciptakan perlu mendapat perlindungan hukum

*atau perlindungan hak atas desain (100%),
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Adapun yang menjadi alasan atay pertimbangannys adalsh scbagai berikut :
a. Keunggulan komperatif perusahaan
b, Mempunyai nilai ekonomi
¢. Sebagai alat bersaing
d. Dibutubken biaya, tenaga, pikiran untuk membuat/menciptakan
¢. Peniruan merusak harga dalam pasar, karena semakin banyuk produk
yang sejenis beredar dipasar.

£ Untuk menghargai kreasi orang lain
8 Harga jual produk tinggi apabila tidak banyak peniruan/penjiplakan.
Berdasarkan hasil penslitian lapangan menunjukkan bahwg’ desain meubel
yang dipasarkan (hampir semmanya untuk ekspor) berssal dari kombinasi
kreatifitas sendiri dan pesanan pihak lain (buyer dari negara lain) = (90%)
responden, sedangken yang berasal dari kreasi/ciptasn sendiri hmmya 2
(10%). Data ini menunjukkan baliwa desain meubel yang dibuat tidak selalu
hasil ciptaan sendiri, akan tetapi banyak juga pengu;saha yang membuat
desain meubel sesuai dengan pesanan buyer di luar negeri. Dari segi
ekonomi pembﬁatan desain meubel sesuni pesanm memang lebih
mengunfungkan karena pasti terjual, sedang dari segi hukum kemmmgkinan
besar dapat terhindar dari claim atas desain fersebut karena ia hanya
bertindak sebagai penyelesaian akhir dan bukan pencipta, |

Sesuni dengan Undang-Undang Desain maka Desain yang dibuat atas

dasar pesansn atan hubungan kerja dengan pihak lain maka pembuat desain
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tersebut dianggap sebagai pe.n:cie-sa.in dan pemegang hak desain industri,
kecuali diperjanjikan lain.

Pendaftaran desain fersebut harus dilakuken di Dirjen HAKI di
Jakarta, suatu jarak yang cukup jaul dan cukup .alasan untuk merasa enggan

mendaftarkan, walan bisa dilakukan melalui kuasa, Untok itn suaty hal yang

cukup menggembirakan apabila dalam waktu dekat setiap Kanwil Dep Keh.

dan HAM diberi wewenang uniuk menerima berkas permohonan
pendafioran sehingga dapat mendorong minat pendaftaran hak atas desain,

walaupun keputusan akhir tetap berada di pusat (Jakarta).

Pentingnj'a Desain Industri Meubel di Kabupaten Jepara

Berdasarkan data Iaparigan para responden mengangzap bahwa desain
meubel adalah penting (100%) untuk dilindungi. Ha! ini dikarenakan
beberapa alasan antara lain :

Tabelll Pentingnya Perlindungan Desain Industri M'eubel

Jumlsh Responden | Prosentase {%6) l
16 "

Pentingnya Perlindungan

1. | Mempunyai Nilai Ekonomi
| Bersifat Rahasia

Berdasarken data lapangan para rtesponden menganggap bahwa dessin
meubel sangat berguna dan penting dalam hal memproduksi sug barang.

Adapun alasan-alasan yang digunakan dapat dilihat delam tebel diatus.
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Ditambazh lagi bahwa fakta dilapangan mengatakan bahwa pembuatan desain
membufubkan personil khusus (100%) dan dibutuhkan pula pendidiken

khusus selain faktor pengalaman.

Biaya Produksi

: Dalam pembuatan atau penciptaan desain industri meubel dibutuhkan
biaya khusus (1&)0%). Biaya‘ ini dapai bervariasi jumlahnya dari biaya
produksi. Jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I Biaya Produksi Terhadap Penciptaan Desain Industri Meubel

Biya roduksi Dalam % - Responden Prosentase (%)
1. | Dibawah 10 10 T 50%
2. | 10-20 : 2 20%
| 3. | Diatas 40 | | 40%

Datz diatas menunjukkan bahwa penciptaan sebuah desain meubel
membutuhkan personil khusus, tenaga, fikiran, wakiu dan biaya yané; tidak
sedikit oleh karena itu wajar apabila mereka menganggap bahwa hal its amat
“penting” bagi perusahaan. Dengan demikian wajar apabila responden juga
sepakat mengatakan bahwa desain tersebut pantas mendapat perlindungan

hak.
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Pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Talman 1999 tentang
Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingm-Usaha Tidak Sehat, mengatur
pasar dalam bentuk melarang perbuatan atau akibat perbuatan tertentu dalam
pasar, maka semakin baik alokasi sumber daya, persamgan dalam pagar akan
menciptakan alokasi sumber daya manusia dan alam yang optzmum dibidang
produksi den distribusi barang dan jasa. Alokasi sumber daya yang efesien
dipandang sebagai membawa kemanfbatan umum.

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan Persaingan
Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan -atau pemasamn barang dan _}aua yang dilakukan
dengan cara ndak Jujur atan meiawan hukum atau menghambat persaingsn
usaha, '

Para pengusaha/pengrajin meube] dalam membuat aten menciptakan
desain-degain industri meubel sebagian berdasarkan adanya pesanan dari
luar baik melalui perjanjian atan tidak, baik tertulis ri}ampun gecara lisan,
disamping itu pembuatan atau penciptaan desain dilakukan dengen cara
peniruan aiau penjiplakan tanpa seizin pemilik/pemegang hak atas desain
industri tersebut, sehingga hal ini membawa dampak terhadap produk,
kwalitas, harga dan penjualan barang di pasaran dan timbulnya persaingan

ugzha yang tidak sehat antar pengnsaha/pengrajin meubel itn sendiri.
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Cara Pembustan/Penciptaan Desain Industri Meubel

Penciplasn suatu desain industri meubs! oleh pengusaha/pengrajin
dilakukan dengan berbagai cara, entars lain dengan melakukan peniruan
desain-desain yang sudah ada, disamping itu juga berdasarkan pesanan pihak
lain (luar) jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TabelV  Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Megbe}

No Cara Pembuatan - Jumlah Responden | Prosentase (%6)

' 1. | Kreasi/Ciptaan Sendiri 2 10 ‘
2. | Pesanan _ 18 90

3, Pengembangan 14 ‘ 70

| 4. | PenirvanPenjiplakan 19 95

Berdasarkan data tabel diatas -menugjukkan bahwa pembuatan atau
penciptazn desain industri meubel sebagian besar responden/pengusaha
industri meube! melalui penirvan/penjiplakan desain-dessin yang sudah‘ada
dan beredar di masyarakat. Namun ada juga penciptaan desain melatui pihak
luar atay pemesan (90%), sedangkan yang mengembanglan desain-desain
yang ada sebanyak 14 responden {70%) dan hasi} ciptaan atau kreasi sendiri
hanya 2 responden (10%).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatss apabila ditinjan dari
Undang-Undang No, 5 Talum 1999 dan dari pengertian Persaingan Usaha

Tidak Sehat, maka para pengussha/pengrajin meube} dj Kabupaten Jepara
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melakukan kegiatsn atan perbustan yang tidak jujur atau melawan hukum

sehingga dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.

Pada dasamya pengussha pasar yaug diakibatkan oleh persaingan
sehat adalah tidak dilarang Persaingan sehat justru dibutubkan untuk
menjadikan harga barang, produk dan atmn jasa agar lebih kompetitif
dipasaran, namun apabila suatu baden ussha sudsh menguasai pasar barang
«alau jasa terleniu sangat mungkin aksn mempermainkan harga untuk tujuan
afau alasan keuofungan dengan menggunsken berbsgai cara yang tidak
wajar, _

Untuk méngantiaipasi persaingan usaha yang tidak sehst demgan
segala akibatnya, ‘maka Undang-Undang No. 5 Talmn 1999 tentang
Larangan Prakiek Monopoli den Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat
betijuan :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nagional sebagai salah satu upaya untuk meningk'aﬂkan kesejuhterasn
rakyat,

2. Mewujudkan iklim usshs yang kondusif melalui pengaturan persaingan
ussha yang schat schingge menjamin adanya kepustian kesempatsn
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah: dan pelaku usaha
kecil.

3. Mencegah prakiek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat

Fim,

yang ditimbulkan oleh pelaku ussha,
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4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiaten usaha,

2. Perlindungan Hukum Desain Industri Meubel Berdusarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pada mulanya Desain Industri Meubel lebih dipandang sebagai karya seni
yang dibuat wntuk kebutuhan seadiri, keluargs, komunitas kelompok ataupun
sebagai barang kenang-kenangan tanda pengikat persahabatan dengan
seseorang afay masyarakat lain. Dalam perkembangennya seni ukir kayu tidak
hanya dianggap scbagai karya seni kebanggaan tetapi sudah mulai
diperdagangkan. Dengan demikian seni ukir kayu sudah menjéldi produk yang
mempunyai nilai ekonomis atan komersial dan mampu digunsken untuk
meningkatkan kesejahterasn. Lebih dari itu seni ukir kayu telah berkembang
menjadi sebuah industri yang diberbagai dmerah dijadiken sebagai produk
unggulan untuk menopang pendapatan masyarakat Berkaitan demgan hal
tersebut diaias, di Kabupaten Jepara sudsh dari dahulu sal'igat terkenal sebagai
tempatnya para shli ukir bahkan telah melegenda, akan tetapi bils dicermati
pertumbuhan industri meubel meningkat pesat dan mampu menjangkan pasar
internasional baru diawal fahun sembilan puluban. Hal ini bila dibandingkan
dengan tenaga skill yang ada di Kabupaten Jepara terjadi semacam regerasi
katrampilan atan curving skill terjadi secara torun temuran secara alamiah
Kenyatasn ini yang menempatken Jepara memiliki keungguian komperatif
sebagai pemasck kebutuhan furniture/meubel tingkat dunia.
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Dari segi hukum, Desain Industri memasuki babsk baru dengan sdanya
Undang-ifndang yang khusus mengatur tentang Desain Industri yaits Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini
diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebuiuhan perlindungan atas
desain industri, yang selama ini tidak mempunyai ahwan tersendiri dan
perlindungan hanya terbatas pada Hak Cipta.

Pengaturan Perlindungan Desain Indwi-{ri Meubel Berdasarkan UU No. 31
Tahun 2600 Tentang Desain Indugtri

Para pengusaha/pengrajin meubel berpendapat bahwa dengan adanya {FUJ
tentang Desgain industri, pengaturan terhadap jaminan perlinchlg{gan hukum hak
atas desain yeng diciptaken sudah depat terjamin. Namun sebagian masih
merasa pengafurannya belum ctikup. Untuk jelasnya dapat dilihal dalam tabel

berilaif :

Tabel VI Perlunya Pengaturan Perlindungan Desain Industri Meubel

Berdasarkan data dari tabel diatas mounjukkan bahwa dengan adanya UU
baru yang khusus mengatur desain industri diharapkan oleh para
pengusaha/pengrajin meubel dapat menjamin perlindungan hudum terhadap hak

atas desain tersebut Disamping itu masih diperlukan peraturan-peraturan
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sebagai pelaksana atau pelenglap dari UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri

Peralihan pengaturan Desain Industri dari Undang-Undang Hak Cipta,
terdapat dalam perUndang-Undangan Desain Industri membawa dampak pada
perlindungan haknya. Hak Cipta tidek harus didaftarken sedangken hak atas
Desain baru muncul bila didaﬁarkm Hal ini tentunya skan ﬁlembawa akibat
banysknya Desain Industri khususnya meubel tidak mendapat perlindungan hak
dari peniruan oleh pibak lain dikarenskan sebagian besar Desain meubel yang
dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelitian lepangan
menunjukkan bahwa 20 regponden belum pernah mendaﬁzrkan Desain Industri
meubel baik melalui Hak Cipta maspmn dengan Desain Industri. Hal ini
disebabkan beberapa alasan sebagai berikt

Berdasm‘km; hasil penelitian lapangan menunjuldcan behwa 20 responden
menginginkan desain yang dibuat agar dapat dilindungi berdasarkan kete.nman
hukom yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di;')erlukan langkah rill
dari pemerintah untuk adanya jaminan perlindungan huimm desain industri
khususnya desain industri meubel di Jepara.

Keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

diharapkan dapat menjamin perlindungan Desain Industti maupun kepada

pendesain dan pemegang Hak atas Desain Industri kimsusnya desain industri

Y

meubel di Kabupaten Jepara.
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3. Faktor-Faktor Yang Paling Menghambat Pengusaha/Pengrajin Meubel di

Jepara Untuk Melakukan Pendaftaran Desain Industri Meubel

Berdasarkan data lapangan yang didapat bahwa para pengussha/pengrajin

meube] belum mendaftarkan hak atas desain yang diciptakan ke Ditjen Hak

Kekayaan Intelektnal (FIAKI). Adapun faktor penghambat pengusaha/pergrajin

melalni pendafiaran dapat dilihat dalam tabel dibawsah ini.

Tabel VI Faktor Yang Paling Menghambat Melakukan Pendaftaran
Desain Industri Meubel

" or Peambai

1. | Pengetahuan

Desain Industri

Masih terbatasnya pengetahuan pengusaha/- |
pengrajin  meubel ferhadap peratwan per-
undangan yang berlaku Khususnya menyangkut

|

i 2. | Pemuhaman

Pengngaha/pengrajin meubel belum  paham
prosedur  pendaftaran dan arti  penting

pendaftaran desain industri meubel.

i
|

3. | Ekonomi

Para  pengusaha/pengrajin ' meubel inerasa

diperiukan  untuk  melakukan  pendeflaran,
disamping ifu tempat pendaftaran yang jauh di

yang besar.

keberatan dengan adanya biaya-binya yang|

Jakarta memeriokan wakty, fenaga dan biaya

4. | Budaya

milik masyarakat (komunal)

169

Bahwa desgain industri meubel merupakan hsﬁ
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Bahwa pengafuran Desain Industri merupakan
hal yang baru. Dimana dalam JU No. 31 Talm
2000 tentang Desain Industri diharusksm adanya
upaya pendaftaran agar desain industri dapat
dilindungi dari pihek-pihak lain yeng aksn
meniry hasil ciptaan desain industri tanpa seizin

pemilik/pemegang hak atas desain industri,

Peranan Pemda

Untuk melindungi hasil kerja senmi tradisional
masyarakat Jepara yang sudah menjadi milik
masyarakat (publik). Perlu upaya pemerintsh
khususnya Pemerintali Daerah wuntuk’ melakukan
gosialisasi Hak Afas Kekayamn Infelekfual
(HAKI) khususoya TUU Desain  Industri,
disamping itu diperlukan inventarisasi terhadap
karya-karya seni tradisional agar pihak lain atau
pihak asing tidak mudah mengambil alih hak-hak
atas kekayaan intelektuwal milik masyarakat, baik
perorangan maupun kelompbk dan masyarakat
umnm lainnya.

Sosiologis

Sejak 1 Januari 2000, ketentuan mengenai TRIPs
berlaku penuh di Indonesia schingga diperlukan
adanya UU yang khusus mengafur Desain
Industri. Disamping banyaknya kasus-kasus
pelanggan dibidang HAKI. Pemerintah pef!u
melindungt dan menghargai pemilik/pemegang
hak atas desain industri.
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Desain Industri khususnya Desain Industri Meubel agar dapat dilindungi
pendesain harus mendafiarkan desain industri meubelnya ke Derektorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia di Jakarta. Hal tersebut dilakukan agar orang lain atau perusahaan lain
tidak dapat meniru desain yang telah didaftarkan, di samping it juga agar
pihek lain tidek dapat memproduksi tonpa seizin pemegang hek stas desain
industri tersebut.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 fentm:g Desgain
Industri disebutkan bahwa Hak atas Desain Industri baru muncul atau lahir
apabila Desain Industri tersebut dimintakan pendafiaran, lta{ipa pendafiaran
maka Hak atas Desain Industri belum ada, hal 1m berakibat tanpa dilekukan
pendaftaran Desain Industri tersebut tidak dilindungi oleh hukum dari peniruzn
den penjiplaken oleh pihak lain. Dengan demikian permohonan pendaftaran
Desain Industri merupakan momentum pengekvan atas munculnya hak atas
desain  yang  didaflarkan, dengan pengakuan téraebut mermbawa
konsekwensi hukum yang dimiliki oleh pemilik desain industri antara lain :
Hak khusus untuk melaksanaken sendiri Desain Industri yang dimilikinys, hak
melarang orang lain yang tanps persetujusnnya membuaf, memakai, menjual
atay mengimport produk yang diberi hak Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam hal ini para
pengusaha/pengrajin  meubel di Jepara, 20 responden belom pemnah

mendaflarken Desain Indusirinya. Hal ini dikarenakan belum talumya mereka
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tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mensyaratkan perlunya desain
industri di daflarkan. Disamping itu 10 responden merasa keberatan dengan
adanya biaya-biaya yang besar untuk melakukan pendaftaran, mengingat
pendaftaran harus di Jakarta, sebagaimana pengalaman mereka terhadap

pendaftaran hak cipta dan merek.

4. Alterpatil Apaksh Yang Digunakan Oleh Para Penyusaha/Pengrajin
Meubel Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Fadustri

Para pengussha/pengrajin maube! untuk mengatasi masalah belum

didaftarkan hak aftas desain yang diciptakan ke Ditjen Haki antara lain

metakukan upaya-upaya seperﬁ dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahel VIH Upaya Pendaftaran Desain Industri Meubel

Upaya Pendaftaran Desain Industri Meubel

. Melalui Hak Cipta

. Menjaga hubungan yang baik sesama reken bisnis/pengusahes, baik|

dalam negeri maupun pengusaha luar negert,
3. Saling percaya mempercayai

. Memberikan iklim usaha yang sejuk dan kondusif

5. Mencari solusi terbaik apabila terjadi sengketa demi kepentingan!

bersama
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Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian yang
scksama adalah semskin melussnya wrus globalisasi, baik dibidang sosial,
ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dibidang perdagangan, ferutama karena pesatnya perkembangan
teknologi informasi dan transportasi telah menjadiken kegiatan disekfior ini
meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar
tnggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti
itu, make menjadi hal yang dapat dipshemi adanya tuntutsn kebutuhan bagi
pengaturan dalam rasgka perlindungan hukum yang lebih memadai khususnya
terhadap Desain Industri Meubel. .

Apzlagi beberzpa negara semakin mengandalkan kegistan ekonomi dan
perdagangannya pada produk-pfoduk yang dihasilkan atas dasar kemsmpuan
intelektual manusia seperti desain industri meubel.

Pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara pada umumnya
merupakan penguaaha kecil dan kurang begitn mengetahmi :.nungenai peraturan-
peraturan hukum dibidang Hak atas Kekayaan Intefekiual,

Mereka beranggapan bahwa desain industri meubel merupakan produk yang
sudah lama ada, dikenal lama secara turun temurun dan dianggap sudsh
menjadi milik masyarakat secara komunal.

Karena itu upaya peniruan atas penjiplakan yang dilakukan seseorang
bukan merupakan perilaku yang dianggap melanggar dan babkan di pendesain

merasa bangga karena karyanya ditiru oleh pihak lain.
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Namun beberapa tahun ini para pengussha/pengrajin sudah menyadari bahwa
hasil karyanya mempunysi nilai ekonomis dan nilai lebih dari perusahanmmya.
Para pengussha/pengrajin mengalami kendala-kendala dalam hal perlindungan
hukum atas hak desainnya karena belum mengerti dan memahami prosedur
pendaftaran dan perlindungan hukum atas desain industri miliknya. Alternatif
yeng dilakukan oleh para pengusaha/pengrajin meubel untuk mengatasi
hambatan atan kendala tersebut adalsh dengan menjaga hubungan yang baik
dengan pengusaha bisnisnyn, baik dengan pengusaha luar negeri mavpun dalam
negeri dengan adanya saling percaya mempercayai dan maemberikan iklim
usaha yang sejuk dan kondusif serta rasa optimisme yang tinggi bahwa sesuatu
harus dikerjekan dengan sungguh-sungguh disamping itu mesncari solusi yang
terbaik untuk kepentingan bersama,

Dari data lapangan yang diteliti 20 responden menjawab bahwa spabila
ada yang menim!menjiplai: meréaka. akan protes, hal ini perlu me.ndﬁpat
perhatian agar ada kepastian imkum.

B. Pemhahasan
Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka, maka dapat dilakukan
pembahasan sebagai berikut :
1. Perlunya Pelindungan Hukum Atas Desain Industri Khususnya Desain
Industri Meubel di Kabupaten Jepara.
Seperti balnya perlindungan hak milik intelekiual delam bentuk lain,

maka perlindungan dessin industri mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan
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ini memberikan insentif finansial bagi paras pendesain dan merska yang
mempekerjakan para pendesain untuk menanamkan modal dan tenaga mereka
dalam penciptaan desain barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik.
Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru desain
industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya.
Kemudian peniruan tanpa izin/persetujusn oleh pesaing ini aksn mendorong
turunnya harga barang yang merwpakan hasil tiruan desain baru tersebut
sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehinges merampas kesempatan
bagi pencipta desain baru tersebut untuk mendapaﬂ(ar=t kembali biaya
penciptaannya, disamping premi resikonya Akibamya ;irodusen tidak
mempunyai insentif finansial wntwk menanam modal penciptaan desain-desain
baru, bahken menjadi tidak ada sémangat untuk melakukannya

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali
invegtasi dalam desain, di samping premi untuk menmempuh risiko
penemuannya, maka desain industri perlindungan hukmn' untuk suaty kurun
waktu terbatas akan mendorong pénanaman modal dan kemajuan dalam desain
industri secara wmum. Jadi, perlindungan hukum terhadap desain indusiri,
seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan
mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial vang

terbaias.

[S BT I LR S A R i L
i :‘Jﬁ J;s } G nt S B iR WS

L
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Walaupun demikian desain industri merupakan semacam hsk milik
inteloktual khusvs yang menempati posisi tengsh antara perlindungan paten
kemanfaatan dan hak cipta Amerika Serikat melindungi rancangan industri
terutama dengan paten khusus yang dikenal mebagai “paten rencengan”.
Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan I.Terman, melindungi desain
industri dengan cara sistem pendaflaran yang sederhana yang terutama
didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah
diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya den beban administrasi
pemerintah terhadap hukum perlindungan rancangan/desain®

Kebutuhan skan barsng-barang yang berkwalitas baik adalsh suatu hal
yang tidak asing lagi di masyarakat ini.

Di dalam dunia yang berubsh ini, kesadaran dari individa dan masyarakat
sebagai keseluruban, dapat dilihat dalam hubungannya dengen perbaikan-
perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam
hubun'gamxya dengan kemajuan teknologi vang pesat dalam dunia persaingan
membuat suzsty perusahasn selalu berjusng untuk menghasilkan kualitas-
kualitas produksi yang lebih baik

Kalan kita lihat bagian terpenting dari kontribusi deri seorang “industrial
designer” terhadap kualitag/produk adalah sesuatu yang “lebili” daripada yang

diharapkan oleh si-konsumen.

85) Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Model Pembanguman Hukura Ekonomi, ELIPS,

Tuli 1998, hal. 1.
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Di dalam salah saty Desaign Center yang pernsh kami lihat, tergantung
suatu fulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut :
“Don‘ask a designer to design a bridge but to design a way cross the
river”,
Yang berarti :

“Janganiah minta seorang designer untuk membuat design dari sebush
jembatan, skan tetapi untuk mendesain suatlu jalan untuk menyeberang
sungai itu”.

Desain Industri atau product design adalah erat hubungannys dengan fmgsi,

bahan baku, teknologi serta pemasaran {produk yang marketable):'

Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanys beberapa

fungsi sebagai berikut “*9

& Fungsi teknik, yang menyengkut antara lain aman dan sehat buat orang yang
memakai, dapat diandalkan atau sebagainya dari procuk tersebut, dan
tekmologi dan lain sebagainya. '

b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemsakai dari produk tersebut, apaksh
anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.

c. Fungsi psikologis, yang menysngkut gabungan antara orsmg yang memakai
produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dlari si-
pemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat

produk dan lain sebagainya.

86) Ita Gambiro, Desain Prodwk Industri, Gramedia Opset, Jakarta 1992, hal. 16,
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d. Fungsi aesthetis, yang menyanglot proporsi dari bentul: produl: warna-
warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik
serfa yang Eerhubmgan dnegan selera baik.

e. Pungsi ekonomis, yang berhubungan dengan' harga yang dapat dijungkau
dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai
dari produk tersebut den lain sebagainya.

{ Tungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut
terhadap masyarakaf, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran
udara/lingkungan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membe_:li
sesuatu produk/barang, didasarkan kepada fungsi-fingsi tersebut diatms
sebagian atau seluruhnya. |

Desain produk industri seherusnya dipandang dan dipromosikan sebagai
suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari
suatn pengembangan procuk proses pengembangan produk be'rk'aitm dengan :

a. Dapatnya barang untuk dipakai {(useablity) ini ada hubungannya aniara
produk itu sendiri dengan si-pemaksi yeng berarti produk it harus prakiis,
aman, midah dalam pemakaian, mudah dalam pemelihamnh dan perbaikan.

b. Produktivitas (productivity) ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber
teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada,
ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proges manufiktur, “kmove-know

dan organizational methods”.
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¢. Pemasaran (marketability) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari
konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin
Jjuga badan Pemerintah atan badan swasta.

d. Keuntungan/laba (profitability) ini terkait erat demgan carsa memfaktur
produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup
rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja vang terampil.

e. Kwalitas aesthetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan
penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-
bagian yang secara keseluruhan memberikan benfuk dari suatu produk,
texture, warna dan lain sebagainya. '

Ini kesemmanya temtu berkasitan pula dengan later belakang kebudayaan,

standard sosial dan kebizsaan si pemakai produl/si pembeli dari produk.®”

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum ates Desain

Industri sebenarnya tidak  terlepas dari alasan pelrindungan HAKI pada

umuanya, yaitu karena hak-hak .alamiah, perlimhméa:u atag  reputasi,

mendorong dan menghargai penemnan dan kreasi.*®
Dikalangan pengussha/pengrajin  meubel, terutama yang tergolong
menengah kebawah perilaku meniru dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

kalangan pengusaha/pengrajin meubel menengah kebawah berpendapat bahwa.

87) Ibid, hal 17.
88) IASTP Phase II, Short Corse in Intellectiual Property Riphis (Elemtery), P. 40-4].
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perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan bissa atau lajim, sekalipun merasa
tidak setzju terhadap perilaks semacam itn. Pandangen yeng demikian
didasarkan pada anggapan bahws ketrampilan mendesain  merupekan
ketrampilan yang furen temurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara
komunal. Sedangkan bagi pengussha yang tergolong besar berpendapat bahwa
perilaku memiru untuk saat ini masih depat ditolilir, karena untuk menindak
atas memmtt pelakunya dalem banyak hal akan mengalami kesulitan. Namun
dimasa mendatang perilaku semacam itu harus dibilangkan, sebab kalau
dibiarkan sama saja mendidik pengusaha atau pengrajin meubel untuk
melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanadn yang matang
dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha *?

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang
beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain fermssuk menirn desain
industri masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batag-batas tertentu masih
dapat diterima masyarakat. Bahkan dan sebagian masyénil(at yang merasa
bangga kalan hasil karyanya ditirn oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang yang

membuat bm"ang yang sama dengan desain yang sama pula.™®

89) Wawsncara Denpgan Para Penpussha/Penprajin Meubel di  Kabupaten Jepars, Tunggal 2

Jamuari 2001. .

90) thid
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Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakst yang menjunjung
nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya mesyarakat
disekelilingnya Bahken sebagai individu yang tidak tergebing dalam satu
kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan vang berasal dari
luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.>®

Disamping hal tersebut memmnt penulis industrialisasi di Indonesia
berbasis pada Foreigh Invesment atan Joint Venture Agreement, buken industri
yang berbasis Research and Development. Hal tersebut diciriken dengan
terjadinya proses lisensi-lisensi teknologi atau lisensi-lisensi produk Consumer
Goods seperti : baju, sepatu, produk makanan, elekironika dan :sgbagainya.

Dengan struktur industri seperti itu, maka segala sesusiu yang berkaitan
dengan industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan industri
pade awalnya berasal dari si Investor. Khusus untuk Desain Industri
keberadaannya di Indonesia bukan lahir dari proges industrialisasi ilu sendiri.
Semua dessin-desain tersebut tidak dibuat d! Indor_lesia dan oleh orang-orang
(Pendesain) Indonesia, namun dibuat oleh Principel di Negara Investor, yang
kemudian dikirimken ke Indonesia, lalu baru di produksi secara musal di
Indonesia, oleh karena itu Indonesia sempat lebih dikenal sebagai negara

Perakit.

91) George Ritzer, Bandinpkan Pandangan Paradigma Fakia Sosial Ini Denpan Paradigma

Perilaku Sosial Yang Melihat Tingksh Laku Mamisia, Semata-msta Ditemukasn Oleh
Sesuatu Rangsangan Yang Datang Dari Luar Dirirya, Panyadur, Alimanda, hal. 63,
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Baru pada dekade 80-an, Desain Industri di Indonesis telah mengalami
masa fransisi menuju tekmologi yang berorientasi desain dari desain berbasis
kerajinan dengan mengembangkan industri yang berbasis teknologi modern,
seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT.™®

Berbeda dengan dinegara Industri. Desain Industri sangat berperan dalam
sektor industri memufaktur, sedangkan apabila kita berbicara mengenai Desain
Industri di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sektor industri kerajinan di
Indonesia Desain Industri tidak hanya didalam Industri Manufaktur tetapi juga
industri kerajinan. Fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang,

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari
masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidﬁpan dan keBudayaén tradisional agraris
- Linglungan fisik geografis dan sumber daya alam ymng ada disekitar
kehidupan yang bersangkutan,

Hal ini dimekeudkan untik memenuhi tunftan kehidupan dari
lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerzjinan memiliki sifat-sifat
yang spestfik baik dalsm mutu, seni dan teknologi maupun da_w,.ra gunanya.

Akan tetapi bila dicermafi, perfumbuhan industri khususnya di Kabupaten
Tepara telah meningkat pesat dan mampu menjangkau pasar internasional

bahkan bisa dikatakan peningkatan secara cepat (Ekskalasi), ini dikarenakan

92) Ita Gambiro, Op.Cit., hal. 22.

182




adanya beberapa penyesuaizn dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri

dari :

Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan

- Aspek health safety (Kesehatan dan Keselamatan) bagi pengguna

- Aspek durability of material and consrrz;cr!on (Kesehatan bzhan dan
konstruksi) dani produknys.

- Aspek Sﬁ‘ana’a& of quality (Standart dari kualitas) dari produkaya sendiri,
yang mampu mendukimg fingsi operasionalnya, fingsi the matis estelisnya,
transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman,

- Aspek perlindungan hukum terhadap drya cipta seni/desain. _'

Kita patut bergembira dengan penerimasn dan keikutsertasn Indonesia
dalam persetujuan pembenmkah organisasi Perdagangan Dunia {(Agreement
Establishing the world Trade Organization) yang didalamnya mencakup
mengenai persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan
Intelektnal (Agreement on Trade Related Aspect Of Intéll'ectual), Property
Rights, Including Trade in Counter Peit Coods/TRIP'S yung telah disahkan
dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan didalamnya termasuk salah satu
pengaturan tentang Desgin Industri.

Maka sehubungan dengan pengaturan tentang Desain Industri di atas
diperlukan adanya susti Undang-Undang Desain Industri untuk memberikan
perlindungsn hukim terhadap Desain Industri maupun kepsda pendessin dan

pemegang Hak Atas Desain Industri.

183




Dalam UU Dessin Industri, perlindungan atas Desain Industri diberikan
apabila ada permohonsm, hal ini berarti harus ada upaya secara aktif dari
pendesain untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap desain
yang banyak beredar dimasyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum
apabila tidak dimintaken pendaftaran pada pemerintah. Dilain pihak bagi
pendesain seadiri, belum terbiasa dengan budaya pendaflaran dikersnakan
berbagai alasan. Untuk itu perlu diupayakan langksh tertentu dalam rangka
unfuk tetap memberikan perlindungan hukum atas Desain Industri (khususnya
Desain Meubel). Dengan fetap berpegang teguh pada prinsip UU Desain yang
baru. Dilain pihak upaya prinsip pemberian perlindungan Hak Atag Desain
Industri dengan pendaftaran tetap dilakuksm, tetsp harus dilukukan pula upaya
Iain agar pendesain mempunyﬁi kesadaran untuk mendaftarkan umtuk perlu

mendapatkan perlindungan hukum.

. Perlindungan Hukom Desain Industri Menbel Berdasarkan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Sebagaimana diketahui, perekonomian nasional kita menganut sistem
Jperckonomian yang terbuka, sehingga mempunyai konsckuensi masuknya
barang dan jasa dari negara lain berupa impor, dan menyalurkan barang serta.
jasa negara lain berupa ekspor. Dari sigi pembangunan nasional, kegiatan

ekspor dan impor mempunyai arti yang strategis terutama dalam pertunbuhan

184 .




perekonomian nasional, yaitu mampu memacu laju pembangunan dan dapat
pula meningkatkan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha.

Dengan menurunnya nilai rupish sebagai akibat gejolak mata uang maka
peluang untuk meningkatkan ekspor hasil industri non migas lebih besar,
karena dalam kondisi ini harga barang-barang ekspor kita relatif menjadi lebih
kompetitif dibandingkan dengen negara lauin. Kondisi ini hendaknya
dipergunakan wntuk lebih memacu ekspor hasil industri kits.

Industrialisasi melalni inovasi teknologi merupskan faktor yang amat
nyata dalam hubungan desgan perubahan sosial. Parsons melihat teknologi
bukan sesuatn yang berdiri sendiri melainkan sebagai sesma;ﬁ proses sosial
yang bersifst kolektif (Parsons, 1966 : 15). Dalam hubungannya dengsn
kerangka hubungan anter sister, maka teknologi dikaitken sistem kebudayazn,
yaitu untuk aspek feknikuys, selanjutnya ia berbubungan pula dnegen bidang
ekonomi yang akan mengatur prosedurnya secara gogial, digsamping itu ia
berhubungan pula dengan kompleks kelembagaan, sepf;nti pemiliken dan
kontrak,™

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan kegiatan ekspor impor
tersebut, salah saftu pihak yang mempunyai peranan yang cukup strategis adalah
komoditi industri meubel yang telah berhasil menembus pasaran ekspor ke
berbagai negara, dari hasil survey Kebupaten Jepara biss. menjadi terkenal

karena memang Jepara memiliki tenaga-tenaga yang melimpah rush Saat ini

93) Satjipto Rahardjo, Hukwn den Perubahan Sostef, Alumni, Bandung, 1983, hal. 46.
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ada sekitar 60.000 tenaga (skil) pengrajin yang ditampung oleh sekitar 6.000
pengusaha meubel. Jadi boleh dikataken babwa Jepara hampir tidek ada saingen
dalam safu dekade terakhir ini ditingkat dunia Pada tahun 1990 Jepara mulai
eskpor ke negara Eropa, Amerika dan Asia 100 container setiap-bulan, dan
meningkat terus rata-rata sstiap bulan 100-150 container. Dan pada puncaknya
tahun 1998-1999 mampu eksport 800-100 container per bufan’?

Dari optimisme dan kegembiraazil tersebut ada sisi lgin yang harus
diperhatikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah untuk lebih memberikan
iklim useha yang sejuk dan koncj’tusif, dengan demikian Jepara akan mampu
berperan dalam menyumbang Product Domestic Bruto dan membuktikan
ketangguhannya dalam menghadapi krisis multidimensional di Indonesia.

Oleh karena itu sudah saétnya Pemda Jepara dan Pemerintah Pusat turut
memperhafikennya atay memberikan perhatiannys dalam bentuk jaminen
kepastian perlindungan hukum terhadap Desain Industri bagi pengusaha/-
pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, agar industri Eferpara tidak hanya
memiliki keunggnlan komparatif melainkan juga keunggulan kompetatif dalam
menghadapi globalisasi den pasar bebas.

Berfitik tolak dari hal fersebut diatas maka pemerintah telah menerbitian
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlindungan

Hukum Atag hak Desain Industri Meubel yang akan memberikan jaminan demi

94) Ketus Umum Dewan Pimpinan Cabang HIPPY Jepara, H. Arifin Mubarrog, Peluang dan
Tantangan Usaha Kecil Menengah di Jowa Tengeh, Acara Ceramiah dan Dislog
¥konomi HIPPI Propinsi Jawa Tengah
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kelangsungan perindustrian bagi pengusaha/pengrajin Meubel khususnya di
Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengsh. Dan sejauh manskah Lingkup
Perlindungan/syarat untuk mendapat perfindungan dan yang tidak mendapat
perlindungan serta sistem perlindungan itu sendiri diberikan, jangka wakiu
perlindungan, subyek, lingkup hak, hal ini akan perulis jelackan secars garis
besarnya serta dikaitkan dengan Konsep Desain Industri cdlalam persetujuan
TRIP'S.
2.1. Lingkup Pelindungan/Syarat Untuk Mendapat Perﬁndxmgan
Desain industri yang mendapat periindungan adalash Desain Industri
yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,
Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya (Pasal 2 ayat —2). Yang dimaksud pengungkapan sebelumnya
" adalah pengungkapan Desain' Industri yang telah diumumkaen atau teish
digunakan di Indonesia atay dilualr Indonesia sebelum tanggal penerimaan,
aton sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas (Pasal 2 ayat 3). Hal ini dapat disimpuikan bahwa yang dirnaksud
pengqungkapan adalah pengungkapan melalui media cetzk atau elektronik,
termasuk juga keikutsertamn dalam suatu pameran Sebagai penjelasan
bahwa suatu pemeran Desain Industri mengakibatkan kehilangan kebaruan
bila melewati 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal penerimaan. Yang
dimsksud pameran yang resmi adaleh pameran yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Yang dimsksud pameran yang diakui sebugai resmi adalzh
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2.2,

2.3,

pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat vang dialmi atan diperoleh
persetujuan dari pemerintsh.
Hal ini kalan dikaitkan dengan Konsep Desain Industri Dalam
Persetujuan TRIP'S terdapat dalam : Article 25 Perjanjian TRIP'S yaitu
- Negara anggota dapat memberikan perlindungan Desain Industri yang
baru atau yang orisinil.
- Negara sanggota dapat menetapkan bzhwa suaty Desain Industri
diznggap tidak baru apabila ;
* Benar-benar tidak berbeda dari desain yang dikenal sebelumnya atau
* Benar-benar tidak berbeda dari kombinasi ciri-ciri beberapa dessin

sebelumnya

Sedangken Yang Tidak Mendapat Perlindungan Sudsh dinyatekan secara
tegas dan jelas dalam Pasal 4 yaitu Hak Desain Industri tidak dapat
diberikan perlindungan apabila Desain Indueiri tersebut bertentangan
dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum,

atan kesusilaan (Pasal 4).

Sistem Perlindungan

Despin Industri memskai sisfem perlindungan stas dasar : ymig
pertama kali melakukan pendaftaran (Pasal 12).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi yang pertama

kali mengajukan permohonzn skan bersifat tetap apabila tidak ada pihak
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lain yang mengajukan keberatun selama jangka wakiu mengajuken

keberatan, yaitu selama tiga bulan terhitung dimulainya pengummman.

2.4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan 10 (sepulub) tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan (Filing Date) (Pasal 5 ayat 1). Dari hal ini dapat
penulis simpulkan bahwa terhitung sejak tanggs! penerimasn yaitu tanggal
dipenuhinya kelengkapan mengisi formulir permohonan, melampirkan
confoh Desain, dan membayar biaya.

Hal ini gesuai dengan article 26 ayat 3 Persatuan Trip's yang
menjelaskan bahwa lamanys perlin&nngan Desain Industri paling tidak 10

tahun.

Adapun subyeknya yaitu Perorangan, beberapa orang aiau badan
Hukum sébagai diatur dalam Pasal 6, y.o. Pasal 1 bufir 2.

L

2.5. Lingkup Hak

Pemegang Hlak memiliki hek khusus untuk melaksanskan Desain
Industri yang dimilikinys, dan melarang orang luin tumpa persetujuannys
memakat, membuat, menjual, mengimpor produk yang diberi hak Desain
Industri (Pasal 9 ayat 1).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu hal; khusus atay Hak
Ekselatif diberikan, maka terkandung pula larangan terhadap pihuk lain

tanpa seijin pemegang Hak Desain Industri.
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Dikaitkan dengan article 26 ayat (1), persetujuan TRIP’S
menjelasken bahwa pemilik Desain Industri yang diberi perlindungan
mempunyai hak ustuk mencegah pibak lain taopa geijin dalam hal
membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang merupakan
perwujudan Desain Industri miliknya, atan mewunjudkan desain tersebut
dengm mengkopi, pada dasarmnya memperbanyak secara foto copy, sejanh
tindatan tersebut umfuk tujuan komersial. Istilah mencogah (to prevent)
dalan article ini mengandung arti ysng lebih luas, kareas istilah mencegah
bisa dilakukan dari memberi peringatan lebih dahulu (bisa dalam bentuk
sormisi) dan kemudian baru melarangnya.

Jadi pade dasarnya Desain Industri yang dapat perlmdungan hukum
yang digir dalam Undang—Undang Desain Industri ini adalah :

a Apsbih Desain Tndustri terscbut terdafiar dalem dafter umum Desain
Industrpada Dlrektorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b. Apabl\ Desain Industri yang diajukan permohonan pendaflarannya it
baru.

C. Desailifndum‘i dianggap baru apabila belum pernsh diumuinken atan.
telah |mf-ﬂl diginskan melalui cara apapun sebelum tangeal prioritas
apabi;pennintaan diajulcan dengan prioﬁﬁs.

Pemerazn atas permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan dua

tahap ymtn meriksaan formalitas dan pemenksaan substansi.
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b. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan oleh pemeriksa apabila ada
pihak yang berkeberatan ferhadap Desain Industri yang diajukan
permobonan pendaftarannya.

Pemeriksaan yang memeriksa gubstantif tersebut adalah pejabat ada
Direktorat Jenderal yang berkedudukun sebagai pejabat fungsional diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pada prinsipnya yang berhak meperima Hak Desain Industri adalah
pendesain afau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila
pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama—sgina, maka Hak
Desain Indusiri kepada merekz secara bersama-sama, kecuali diperjznjikan
lain.

Pemegang Hak Desain Industri adalah Atasan dari si Pendesain,
apabila si Pendesain bekerja di sebelah Instansi Pemerintah atau @pabila
sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun te'tap dalam lingkup
mstmlsi Pemerintah Pemnegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemersan.

Apabils sebush Desain Industri dibuat berdasarken pesanan, maka
pihak vang membuat desain tersebut diangg;tp gebagai Pemegang Hak
Degain Produk Industri dan Pendesain, kecuali diperjanjikar lain.

Konstruksi hukum sepertt itu hanya diingkari apabila para pihak
(Pendesain dan Atssan atau Pemesan) memperjanjikan lain. Artinya, dapat

saja status Pemegang Hak Desain Industri ditentukan secars berbeda.
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Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri pada dasarnya dilakukan
seperti halnya bidang-bidang HAKI lainnya, Desain Industri dapat dialibken
ataut beralih haknya dengan cara
- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian tertulis atan
- Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-tndangen

Selain pengalihan hak seperti diatas, Desain Industri dapat dialihkan oleh
Pemegang dengan cara Lisensi untwk melaksanakan hak intk membuat,
menjual, memakai atan mengimpor Desg.in Produk Industri.

Namun demikian Lisensi ini dilarang memuat ketentusn yang baik
langmmg maupun tidak langsung dapat menimbuiken skibat yang merugikan
perckonomian Indonesia atau memuat ketentuan yany mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.

Jika terjadi pengalihan hak atas Desain Industri, maks dokumen Desain
Industri yang dialihken tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan delam
Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan
Intelektual karema pencatatan pengalihan hak adalah wajib dilakukan dan
setelah pengalihan hak terssbut dicatat kemudian diumumkan dalam Beritz

Resmi Desain Industri. Sedangken pengalihan hak Desain Industri yang
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dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidsk terlalu terhadap pihak
ketiga.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ditentukan adalah Pejabat
penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai tugas dan wewenang sobagai
berikut :

a Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.

b. Melakuken pemeriksaan terhadsp orang atan badan hukum yang taelnkukan
tindakan pidana Desain Indusiri.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atm’ badan hukum
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukusn, pencatstan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desrin Industri

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertenty yang diduga terdapat barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan
terhadap behan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam
perkara di bidang Desain Industri

f Meminta banfusn shli dalam rangka pelaksanaan fugas penyidikan tindak

pidana di bidang Desain Industri.
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. Faktor-faktor Yang Menghambat Pengusaha/Pengrajin Meubel di Jepara
Uniuk Melakukan Pendal-' ataran Desain Industri ﬁoubcl

Bagi pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten"lepsra 20 responden
(100%}) yang tidak melakukan pendaftaran terhadap desain Industri, alasannya
disamping karena tidak mengetalminya adanya ketentuan perlunya pendaftaran
dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya perlindungan
fukum atas Hak Desain Industri meubel. Kalapur ada yang mengetalmi mereka
tidak begitu berkepentingan untuk mendaftarken, karena manfast nyats tidak
dapat dirasakan, disamping itu unfuk mengurus pendaflaran tentunya
membutuhkan wakiu yang lama dan biaya tidak sedikit. Sehingpa bagi mereka
yang penting dapat memproduksi den memssarken secara lancer dengan
memperoleh keuntungan dari kerja keras yang dilakuken.

Hal ini menurut Sutoyo dalam bulumya yang berjudul dalam Revrisord
Baswir, Agenda ekonomi Kerskyatan menyatakan bahwa ciri-ciri umum
keterbelakangan usaha kecil di Indonesia, disebabkan ofeh : '

a. Masalah Permodalan

b. Sebagian besar tidek mampu memenuhi persyaratan administratif’ unfuk
memperoleh banfuan dari bank.

¢. Sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional

d. Pangga pasar cenderung memunm

e. Melakukan pemasaran langsung kepada konsurmen
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f Mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadep fusilitas dari

pemerintah *? |
Sedangkan keterbelakangan ussha kecil menurut Musselman dan Hugpes
yaitu °9
a. Jarang memiliki rencana usaha yang 'métang
b. Struktur organisasinya masih sederhana
¢. Jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas
d. Tidak ada pemisahan antﬁ kekaynan pribadi dengan kekayaan perusshann.
e. Tidak memiliki sistem akuntansi yang baik
f Pemasaran terbatag
g Keunhmgan sangat tipis
Dalam hubungan dengan industﬁ'a!isasi keberadaan Desain Industri mempunyai
peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Hal ini disebabkan suatu negara industri akan mengedepankan semua produk
dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk eksp;)r dan deviga bagi
negaranya.

Dalam memacu persaingsn dan perputaran ekonomi serta pemsssran,

mutu, harga suafu produk sangat penfing Namun yang tak kalah penfingnya

Degain Industri pun sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat

$5) Sutoyo, Dalamy Revrisord Baswir, Agends Ekonomi Kerakyaten, Pustska Pelajsr,

Yogyakarta, 1997, hal. 55.

963 fbid, hal. 49.
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membedakan antara satu produk dengan produk lain dan juga sebagai batasan
baru bagi persaingan dibidang industri dilihat dari Desain Industrinysa.

Perlindungan hukun yang diberikan terhadap Desain Industri
dimaksudkan unfuk merangsang aktivitas kreafiv dari pendesain .unfuk terus
menerus menciptakan desain-desain baru untuk hasil industri kerajinen dan
industri-industri fradisional,

Oleh karena itu pengusaha kecil perlu mendapatkan perlakuan khusus
dalam Undang-Undang ini.

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentulc lain,
maka perlindungan dengan 'industt:i mempunyai fujuan ekonomis. Perlindungan
ini memberikan insentif finansial bagi para perancangnya dan mereka yang
mempekerjakan para perancané unhik menanamkan modal dan tenaga mereka
dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan
menarik. Tanpa adanya perlindungan hukﬁm, pesaing merska dapat meniru
rancangan industri barn mercka tanpa harus mengeiu:;'dkan biaya dalam
penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa izin/persetujuan oleh pesaing ini akan
mendorong furumya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangsn baru
tersebut sechinggs mendekati biaya marginal prpduksi, schingga merampas
kesempatan bagi penciptanya, disamping premi resikonya. Akibatnya produsen
tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan

rancangan baru bahken menjadi tidak ada semangat untuk melalakannya,
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Dengan melihat begitu pentingnys hargs suatu desain dalam bisnis
perdagangan maka hal tersebut perlu didaftarkan meskipun ada sebagian desain
industri yang sudah didaftarken masih ada yang menirunys, psmun hal ini
dalam upaya memperoleh perlindungan hukum masih ditemuicaa hambatan,
Namun demikian upaya untuk melakukan pendaftaran tetap diperlukan ssbagai
langkah antisipasi untuk melindungi karya desain itu sendiri yang benar-benar
merupakan hasil kreatifitas tinggi, inovasi dan pengembangan paras pembuat
sunfu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atan warna stau
garis dan warna, atay gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang
mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai uniuk menghasiiken suatn produk barang ateu
komoditi industri dan kerajinan tangan. Dengen maksud agar tetap lebih
bergairah dalam berkarya dan sekaligus sebagai penghargaan kerja keras yang
telah menghagilkao karya desainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut didalam pasgal 11 vU tentang Desain
Industri secara tegas disebutkan bshwa permohonsn pendaflaran Desain
Industri diajukan ke Ditjen HAKI dengan membayar biays permohonan
pendaftaran  harus ditanda fangani oleh si pemohon afan konsultan selaku
kuasanya,

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut harus memuat
a. Tanggal, bulan, dan talum surat permohonan

b. Nems, alamat lengkap dan kewmgmeéman pendesain,

198




¢. Nama, alamat lengkep dan kewarganegaraan orlang atay badan hukum yang
berhak atas Desain Indusiri itu.

d. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila i)ennohonan pendaftaran Desain
Industri diajukan melalui kuasanya, dan

¢. Nama dan tanggal permohonan pendaftaran Desain Industri yang psrtama
kali, dalam hal permohonan pendaflaran diajukan dengan hak prioritas.

Surat permohonan pendaftaran Desain Industri harus dilampiri dengan :

2. Contoh fisik sten gambar/fofo dan ursian dari Desain Industri yang
dimintakan pendaftarannya.

b. Surat Kuasa Khusug, dalam hal permohonan pendaftaren diajuken melalni
kuasa hukumnya.

c. Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran
Desain Industri berhak atas Desain yang bersangkutan,

d. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimintakan pendaftaran adalah
miliknya.

¢. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran Desain Industri.

Dalam hal permohonan pendaftaran Desain Indusiri dinjukan oleh lebih

dari safu orsng atan badan hulomn yang secara bersama-sama berhek atas
Desain Industri tersebuf, nama orang atau badan hukum yang mengajukan

permohonan dicanhmmkan semuanya.
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Apabila permohonaan pendafataran Desain Industri diajukan olek lebih
dari orang atan badan hukum yang secara bersama-same, mska permohonan
tersebut ditanda timgam oleh salsh secrang atau salah satu wald] badan hukum
yang berhak atas Desain Industri denga;n melampirkan persatuan tertulis dari
orang atan badan hulam lainnya yang berhak.

Jika permohonan pen&aﬂamn Dewan Industri diajukan oleh pihak yang
bukan pendesainnya, perﬁohonan tersebut harus disertai pernyataan yang
dilengkapi dengan bukti yang cufup bahwa yang berhak atns Desain Industri
yang bersangkutan. Dan aéabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang
dilalukan oleh pendesain atan pihak yang berhak atas Desain Industri yang
bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajuken
melalui konsultan selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan cara memberi
kuasa khusus,

Dalam Hukum positif Indonesia suatu karya intelelkw;d manusia sgeperti
seni ukir dan desain industri untuk memperoleh perlinchn;,g:m hukum menurut
Undang-Undang Nomor 31 Talmn 2000 tentang Desain Industri harus terlebih
dehulu didaftarkan ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

{HAKI) Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ci Jakarta, Dengan

‘adanya pendaftaran diharapkan akan dapat memberikan semacam kepastian

U




hokum serta memumgkinkan dan memudahkan kalay ada peralihan hak (JTC.

Simorangkir, 1983 ; 76).7

Upaya-Upaya Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Menbel
a. Pensosialisasian UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Degain Industri

Sebagaimana telah diketalmi sebelumnya bahwa para pengusaha/-
pengrajin meubel di Kabupaten Jepara belum pernsh mendaftarkan hak atas
desain industri meubel kepada Direkiorat enderal Hak Atas Kekayasn
Intelektual Deparfemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jekarta
Adapun alasan yang d;ikemul-‘cakan dengan beragam antara lain belum
mengetalmi adanya Undang-Undang yang kimsus mengatur desain industri,
disamping ity mereka belum mengerti bagaimana proses permohonan
pendaftaran atas hak desain yang mereka buat.

Berdasarkan hal-hal tersebut periu dilakukan upays pemasyarakatan
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desajo Industri kepada
masyarakal khususnya kepada pengusaha/pengrajin meubel. Langkah
sosialisast Undang-Undang Desain Industri sangat penting dimasyarakatkan
menginga!l Undang-Undang tersebut masih baru, yaitu baru disahken dan

berisku efektif pada tangga! 20 Desember tahun 2000.

97) Szidin, Aspek Huwkwn Hok Kekayaan Intelektual (Intellectua! Property Right), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1955, hal. §7
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Sehinggs umumnya masyarakat  belum mengetahui keberadaan
Undeng-Undang Desain Industri fersebut. Untuk itw diperlukan upaya dari
pemerintah dan sparatnya memberikan penyuluhan seminar, pertemusn-
pertomuan dalam bentuk diskusi untuk memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada magyarakat pemili.k, pemegang hak atns desain industri
yang dimiliki, sehingga mercka mengerti hak dan kewnjibannya sebagai

pemilik, pemegang dan pemakai dari hak atas desain industri tersebut.

. Peranan Pemerintah Daerah {(Pemda)

Industri meube] di Kabupaten Jepara merupakan usaha yang sudah
lama ada, dan merupakan usaha yang turun temmrun, baik dilskukan oleh
orang perorangan maupun oleh kelompok usaha keusngan, Para
pengusaha/pengrajin meubel Jepara depat dibagi menjadi tiga bagisn, yaitu
pengusaha/pengrajin meubel yang tergolong kecil (tradisional), menengah
dan tergolong besar,

Pengusaha/pengrajin yang tergolong tradisional ciri yang menonjol
adalsh dengan menjalankan usshanya dengan melakukan sendiri sebagai
home indusiri, tidak memiliki izin ussha dan tidek berbadan hukum,
Sementara yang tergolong menengah mempunyai ciri merupakan usaha
home industri memiliki izin vsaha dan tidak berbadan hukum, Sedangkan
pengusaha yang tergolong besar jumlahnya sgangat terbatas, ciri yang
menonjol adalzh berbadan bk berbentuk Perseroan Terbatas (PT).




| Untuk mengatasi perlindungan hukum terhadap dessin-desain meubel
yang bersiiat kiasik, dimana selama ini dianggap sebagai produk budaya dan
milik masyarakat secara komunal, perlu peran pemerintah khususnya
Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten untuk melakukan pencatatan
dan pendataan karya-karya tradisional dan selanjuinya dapat didaftarkan, hal
ini dilakukan agar menjaga pihak-pihak lain atan pihak luar negeri yang akan
melakuken peniruan atau penjiplaken karya-karya tradisional, sehingga ada
jaminae perlindungan dan mempertahankan kesakralan karya-karya seni
tradisional dapat dipertahankan khususnya terhadap karya desain industri
meubel di Kabupaten Jepara. Pemerintah Daersh harus mampu menjaga dan
mengamankan serta menciptakan iklim ussha yang kondusif bagi

masyarakat Jepara khususnya bagi pengusaha/pengrajin deszin meubel.

. Membuka Kantor Pendaftaran Desain Industri di Daerah

Berdasarkan data empiris yang ditemukan bahwa para pengusaha/-
pengrajin meubel belum pernah mendaftarkan hak atas desain industrinya
kepada Direkiorat Jenderal Hak Atss Kekayaan Inmtelektnal Depsriemen
Kehakiman dan Hak Asasi Mamusia. Hal ini disebabkan berbagai alasan,
diantaranya karena proses permolonsn pendaftaran harus diajulan ke
Jakarta, sehingga diperlukan tenaga, waktu dan biaya yang dapat dikatakan

tidak sedikit,
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Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan masalah |
pendafiaran hak atas desain industri dapat dilskukan di Wilaysh Propinsi. |

Hal ini sangat perlu dan membantu para pemilik, pemegang hak atas desain

yang diciptakan tidak perlu lagi datang ke Jakarta, sehingga masalah (enaga,
waktu dan biaya yang diperlukan menjadi berkurang.

Berdasarkan keputusan Dire!ldnr Jenderal Hak Kelkayasn Intelektual |
Nomor H-80-PR.07.10-Talun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanasn
Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bahwa
Pendaftaran Hak Cipta, Paten dan Merek dapat diajukan melalui kantor
Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sémarang. Dalam

hal ini belum termasuk pendaftaran Desain Industri

4. Beberapa Alternatif Yangy Digunakan Oleh Pars Pengusaha/Pengrajin
Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Meubel

Dengan telah dikenalnya kerajinan ukir (Desain} keyu di Kabupaten

Jepara di berbagai negara, terutama pada era perdagangan bebas tidak menutup

kemungkinan adanya peniruan yang dilakukan pibak Iuar negeri, kondisi

semacam itu belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan tapi baru merasakan

bangga bahwa produk budaya Indonesia semakin dikensl oleh masyarakat
international, tapi pada sisi lain merasa prihatin karena bisa uaja karena mereka
vang pertama kali mengenalkan sehingga menutup kemungkinan mereka

mengklaim sebagai pemiliknya.
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Bagi kebanyskan pengusaha ukir (desain) kayu/pengrajin era perdagangan
bebas bukan sesuatn yang ditakuikan, karepa justru merupakan pelusng untuk
melakukan ekspansi pasar keluar negeri dan dengan kiat bisnis yang dimiliki
dalam menjalin frangaksi dengan pihak luar negeri mereka tidak khawatir akan
dirugikan. Namun demikian upaya untuk melindungi produk desain kayn ukir
Indonesia dari upaya peniruan yang dilakukan pihak luar juga diperlukan.™®

Desain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk yang
banyak dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah
produk karena desain yang menarik daripada kegunaan barang tersebut. Tidak
jarang pula para konsumen harus membayar suatn barang produk karena desain
sebush produk yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan days
saing bagi perusahasn/pengusaha dalam persaingannya dengan produk yang
lain dan sejenisnya

Hal ini sudah sewajarmya apabila desain industri merupakan asget
‘perusahaan yang paiut mendapat perlindungan hukum. Bagaimanupun juga
suatu desain memerlukan tensga, pikiran, wakin dan tidak jarang membwtubkan
tenaga/biaya yang tidak sedikit. Untuk ity diupayakan agar desain tersebut tidak
mudah jatub ketangan pihak lain, termasuk didalamnya melindungi dari

peniruan/penjiplakan oleh pihak lain.

98) Wawsancara Dengan Para Penpussha/Pengrajin Meubel di Kabupaten Jepara, Tunggal 9

Januari 2001
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Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi dari
ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum
dengan membuat peraturan perundang-undangen di Bidang huk Atas Kekayaan
Intelektual khususnya Desain Industri.

Perlindungan ini dimaksud unmtuk menjamin perlindungan hak-hak
pendesain dari Desain Industri dan kewsjiban-kewajibannya serta menjaga
pihak yang tidak berhak menyalshgunakan Hak Atas Desain Industri tersebut,
Selain mewujudken komitmen terhadap persehuyjuan TRIP'S, pengaturan Desain
Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang
efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan ataii penirusn atas
Desain Industri yeng terkenal. Adapun prinsip pengaturannya adaiah pengakuan
kepemilikan atas sebuah pola sébagai karya intelektual yang mengandung nilai
estetika dan dapat diproduksi secars berulang-ulang serta menghasilkan suaty
barang dalam bentuk tiga dimensi.

Indonesia sebagai galah satu negara yang mengaraﬁ lke negara industri
perlu mempertimbangkan pentingnya keberadaan Desain Indusiri dalam
kehidupan industrinya. Termasuk dalam hal ini untik mengembanglan dan
medorong industri kecil dan menengsh terutama indusfri kerajinan serta industri
rumnah tangga
Dalam hubungan dengan industrialisasi keberadaan Desgain Indugtri mempunyai
peranan yang sangat besar dalam memacu perfumbuhan ekonomi sustu negara.

Hal ini disebabkan suatu negara Indusiri akan mengedepanken semua produk




| dari hasil industrinya sebagai prioritas wlama untuk ekspor dan devisa bagi

negaranya.

Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran,
mutu, harga svatu produk sangat penting, namun Desain Industri pun sangat
penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk
dengan produk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan dibidang
industr dilihat dari Desain lndustrinya.

Dengan disshksanys UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Perlindungan Desain Industri telah diiindungi dan ancaman sanksi pidananya
terhadap pelakm tindak pidana Desain I:;dustri baik ganksi pidgha baik penjara
maupun denda, sanksi pidana tersebut dikategorikan dalam 2 (dua) bagian
yaity ; |
1. Barang simpa dengan sengaja ‘dan fanpa hak melnkukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di pidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun den atan denda paling banyak Rp. 300.000.000.-
{tiga ratus juta rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perb;iatm sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 atau pasal 33 dipidana dengan pidana pehjarn paling lama 2
{dua) tahun dan atau denda Rp, 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Untuik mendukung dan efektif berlakunya UU No. 31 Tahun 2000 ini
diperiukan perangkat hukum yang lain yang segera diterbitkan demi efeltifhya

peraturan yang telah dibuat, perangkat hukum itn meliputi :
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a. Rancangan Pengaturan Pemerintah tentang Besarnya Biaya

b. Rancangan Keputusan Menteri tentang Permohonan Pendaftaran Desain
Industri

¢. Rancangan Keputusan Menteri fentang Pengangkatan Pendaftaran Konsultan
Desain Industri

d. Rancangan Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pembayaran

e. Rancangan Keputusan Menteri tentang Lisensi

f Rancangan Keputusan Menteri tentang Pemberian Salinan den Petikan.

Dengan diterbitkan perangkat hukum ini penegakan hukum dibidang

Desain Industri akan terwujud dan dapat menjamin kepastian hukuim.

Bc-hcrapg Alternatifl Mengatasi Masaleh Pendaftaran
a. Pendaftaran Desain Industri Meubel
Para pengusaha/pengrajin meubel di Jepara berpendapat bahwa
pendaflaran suafu karya desain’ industri meubel bukan merupakan kebutuhan
vang mendesak Disamping ita karya desain meubel telah dilindungi melalui
hak cipta walaupun tanpa didaftarkan, namun masih dijumpai persktek

peniruan atau penjiplakan suatu motif desain.*”

99) Wawancara Dengan Penpusaha/Penprajin Meubel di Kabupaien Jepara, Tanggal 9

Januari 2001.




Hal i disebabkan desain industri meubel telsh ada dan berkembang
sedemikian rupa dengan motif baku atau dasar yang sudah dikenal oleh
masyarakat sejsk dabulu Karena ity motif yang berkembang sekarang
merupakan hasil dari inovasi pendesain atau berdasarkan pesanan dari lvar
diri pendesain atau juga berdasarkan pengembangan motif-motif yang telah
ada, tinggal memodefikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera

pasar. Oleh sebab itu, apabila ada pihak yang membuat desain baru atan

melakukan modefikasi desain kemudian ditiru oleh orang lain, hal tersebut

bukan menjadi masalah.

Alasan lain yang dikemukakan 'sebahagian dari mereka, terutama bagi
penguseha/pengrajin  fradisional tidak mengetahui masalah perhmya
pendaftaran dan kefentuan ﬁeraiuran perundangan yang mengatur masalah
pendaflaran  tersebut. '™ Berdasarken hal tersebut pemerintah perlu
mengupayakan langkah-langkah yang kongkrit dalam hal sosilisasi peraturan
perundang yang berlakn khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri. Disamping itu juga perlu diwujudkan pendaftaran
Degain Industri dapat dilakukan diwilayah Propinsi. Untuk sast i
berdasarkan Keputuzsan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Infelektual
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : H-08-PR.07.10
Talun 2000 tentang Petmjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan

Pendaftaran Hak Kekayasn Infelektual Melalii Kantor Wilayah Departemen

100} Wawancara Ibid
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Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Pendaftaran hanya berbatas
pada Hak Cipta, Paten dan Merek belum menyangkut masalzh pendaftaran
Desain  Industri. Dibarapken tahun mendatang perlu  direalisasikan
pendaftaran desain industri dapat dilakukan didaerah agar pemochon tidak
perlu susgh-susah datang ke Jakarta, |

Adenya unsur pendaflaran bagi karya intelektual mamsia khususnya
desain industri agar dapat jaminan periindungan hukum.
Menurut 84! Aorrow bagi negara-negara dikalangan asia dipandang akan
menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada
sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan
tradisi hukum asia yang lebih nampak bercorak komunat.'"®

Menurut penulis perliﬁdungan huloim Desain Industri Meubel sebagai
produk budaysz bangsa Indonesia tetap perlu dilindungi. Datam hal ini periu
dibedakan, pertama karya desain industri meubel yang sudah menjadi produk
budaya milik masyarakat secarz komunal, perlindunga;l hukumnya dengan
cara mendaftarkan yang melakukan bukan perusshaan tertentu, tetupi negara
dengan ketentuan pihak perusshaan atau pihak luar/asing yeng meniru atau
memproduksinya harus membayar loyalty kepada negara, nang tersebut tidak
masuk dalam kas negara fetapi dapat digunakan mtuk kepentingan

pengembangan desain industri yang ada di daerah kbususnyz daerah dimana

101) Bill Mortow, Tourism, Batik and Pashion : Intelektual Property Rights lssue, Makalah
Conferensi Internasional HAXI, Yogyakarta, 2-6 Nopember 1997, hal. i,
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desain industri tersebut berasal. Kedua desain industri yang buu atau
konteroporer, perlu mendapat perlindungan hukum pada pihak yang
membugat atau pemesan dengan cara pendaftaran, karena melalui pendafiaran
baru adanya pengakuan hak atas desain industri yang dibuat.

Menurut Mariam Badrulzaman pendaflaran tidak hanya semata~-mata
mengandung arti untuk memberi alat bukti yang kuat, akan tetapi juga
menciptakan hak keberadaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum
terjadi pada sanf pendaﬁarﬁn dilakukan. Jadi selama pendaflaran belum
terjadi, maka hak tergebut hanya mempunyai arti terhadap para pihak secara
pribadi sementara magyarakat umum tidak skan mengetahni tanpa terlebih

dahulu adanya pendaftaran. (Mariam Badrulzaman, 1983 : 37).!%

b. Perjsnjian Lisensi Untuk Menghindari Pelangzaran Desain Industri

Sema halnys dengan Hak Kekayaan Intelekfual lainnya, hak atas
desain indusfri sebagai hak kebendaan immaterial ,dapat beralih dan
diperalihkén. Desan industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan baik
dengan cara : pewarisan, hibbah, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab-
sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang {(Pasal 31 UU Desain
Industri No. 31 Tahun 2000).

Selain berhak untuk mengalihkan hak atas desain industri, pemilik

Jjuga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain

102) Saidin, Aspek Huwhwm Hok Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1995, hal 58.
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industri miliknya berdasarkan perjanjian lisensi. Melalui perjanjizn lisensi,

kemutlakan hak eksklusif yeng mengandung hak monopoli dapat dikurangi

dengan diberikannya kesempatan penggunans suabs desain industii yang
terdaftar oleh pihak lain yakni dengan menerima lisensi (License).

Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang atau badan
hikum lain untuk melakuken ussha dengan menggunakan desmin industri
yang sudah terdsftar, mereka tidak perlu melakukan pelanggaran desain
industri, seperti peniruan, penjiplaken, menjuai; mengimporf, ;nengexspor
dan/aten mengedaran barang yang diberi hak desain industri, tapi dapat
meminta izin pada pemilik desain indusiri untuk menggunakan desain
industri tersebul melalui perjanjian lisensi. Dengan cara ini pemilik desain
industri dan masyarakat lainnya sebagai konsumen tidak dirugikan dan
terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri juga dapat dihinderi,

Beberapa hal yang harug ldiperhatikan dalam membuat perjanjian
Lisensi Desain Industri yaitu sebagat berikut : '

i. Perjanjian Lisensi wajib dicatatken dalam daftar Umum Desain Industri
pada Direldorat Jenderal HAKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Desain Industri (Pasal 35 ayat 1).

2. Perjanjian Lisengi yang tidak dicatatkan dalam Daflar Umum Desain
Indusiri tidak berlaku terhadap pihak ketiga (Pagal 35 ayat 2).

3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diunmumkan

dalam Berita resmi Desain Indusiri.
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4. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan
akibat yang merugikan ﬁerekonomian Indonesia atan memuat ketentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak schat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 36 ayatl).

Dari beberapa hal yeng tersebut diatas, untuk point sat sampai
dengan tiga adaleh ketentuan Undang-Undang yang bersifat sebagai
pelengkap. Dalam hal ini jika para pihak tidak menentukan lain, maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangfcan untuk point 4
yakni harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian dan jika tidak, maka
Kantor Direktorat HAKI diwajibkan untuk menolak permintaan pencatatan
perjanjian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

Akaf tetapi karena tidak aﬂanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang

stan&arisasi perjanjian Lisensi sangat menyu}iﬂmn para pihak nantinya

karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam membuat
perjanjian. Hal ini memungkinkan terjadinya penolakan oleh Kantor HAKI
dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak jelas, atan bahkan dapat pula
dipakai sebagai alasan untuk menolak perjanjian yang tidak diinginkan. Hal
seperti ini akan menimbulkan keadasn yang tidsk kondusif atau bahkan

dapat menghambat lalu lintas perdagangan.

. Penegakan Hukum
Penegakan hukum dapat dibedukan dalam penegskan hukum secara

preventif’ dan penegskan hukum secara reprensi£ Penegstkan_ hukum secara
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preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi
ketenfuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan
orang lain. Sedangkan penegaken hukum secara reprensif berhubungan
dengan penetapan sanksi hokum terhadap pelanggaran hulum yang
merugikan kepentingan umum aian kepentingan pribadi orang lain, baik
melalu: mekanisme peradilan maupun mekanisme di luar pengadilsn,

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka
instrumen pensgakan hukum dapat pula diklasifikasiken berdasarkan
instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen
penegakan hukum yang bersifat reprensif Instrumen peneggkan hukum yang
bersifat preventif berdiri dari upaya pembusten aturan-sturan administratif
yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur,
wekanisme, dan tata cara penyeleksian atay pengujian. Termasuk puls dalam
lingkup ini adalah pendidiken hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum
kepada masyarakai, baik melalui kegiatan penyulnl;arl hukum, maupun
kegiatan penyebaran informssi hukum kepada masyarakat. Di samping itu,
instrumen penegakan hukum yang bersifit reprensif meliputi juga upaya-
upaya non reprensif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam
mendorong masyarakat menaati aturan-aturan hukum yang berlaku,

Instrumen penegakan hukum secara reprensif meliputi penjatuhan
sanksi administrasi untuk pelanggaran ketentusn hukum administratif,

penjatuban sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewsjiban hukum
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tertenty untuk perbuatan yang merugiksn hak den kepentingan orang lain,
dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidans (tindak
pidana).  Untuk  pelanggaran  kaidah keperdatasn  dimumngpkinkan
menggunakan  penyelesaian sengketa  alternatif (alternative  dispute
resolution) seperti arbitrage, negosiasi, ........ dan rekonsﬁi;asi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industri melalui
lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebiakan
vang fepat karena model seperti ini juga putusan arbitrase dan penyelesaian
sengketa altermatif merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat
(final and binding).

Instrumen penegaken fmkum yang tersedia dalam UU Desain Jndustr
untak melindungi hak desain meliputi instrumen hukum  sdministrasi
(administratif), instrumen hukum perdats, dan instrumen hukum pidana
Selain itu dibuka pula peluang penyelesaian moda] arbitrase dan
penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan.'®

Secara pidana, berbeda dengan Jermsn dan Kores Selatan yang
menerapkan delik aduan terhadsp pelanggaran desain industri, Inudonesia
menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran desain industri. Yang menjadi
pertimbangan adalah kemampuan sumber daya ﬁxanusia para penyidik baik

polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri gipil dan saran untuk

103) Satman Luthan, Instnunen Penegakan Hubum dan Desain Industri, Rehasia Dagang,
DTLST, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal. 4.
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menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang gangat
mendasar, adalsh karena sistem HAKJ termasuk UU Desain Industri, adalah
termasuk hak perdata yang sesungguhnya negarn tidak periu terlaly jauh
mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkunnya. Selain itu,
dalam realitanya di negara-negara yang menjadi pelopor penerapan HAKI
ternyata masalah pelanggaran HAKT febih banyak diselenggaraksn secara
perdata dan bukan pidana.'®

Jika delik biasa yang akan diterspkan dalam pefenggaran HAXI maka
Pemerintah -Polisi dan PPNS- harus pro-aktif melakukan penindakan
terhadap setiap pelanggaran, apakah memperoleh laporan atan tidal. Apabila
begitu banyak terjadi pelanggaran -wakty tidak ada yeng meiéporkan- dan
pemerinfah tidak melakukan tindakan tegas maka skan memperoleh
kecaman dari pihak asing yang selama ini telah cukup banyak mengalami
menjadi korban pelanggaran HAKI di Indonesia. Keadaan itu akan menjadi
bumerang bagi Pemerintsh jika tidak tegas dan akan memerosotian posisi
watch list pada tahun ini ke arah priority watch list. Bahkan tidak tertutup
kemmmgkinan akan mendapatkan tindakan balasan terhadap ekspor produk
Indonesia ke negara-negara industi mau sefelah maza fransisi HAKI

terlewati dan Indonesia harus sudah menerapkén HAKI secara tegas.'™

104)Insan Budi Maulana, Xewenangan Polisi, Jaksa Dalam W Desain fﬁdu;tri, Rahasia
Dagang, DTLST, Makalsh Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal. 3.
105) Loc,Cit., hal 3.
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Mengenai penggunan instrumen hukum pidanas untuk melindungi
kepentingsn hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan
perbusatan yang merugikan kepentingan wnum atau kepentingan masyaraknat
Kriminalisasi adalah kebijakan pembentukan undang-undang menstapkan
suatn perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang (tindak pidana)
menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan sncaman pidana
tertentn. Ada beberapa perbuaten yang ingin dikriminalisasikan dafam
Undang-Undang Desain Industri,!®® |

Perbuaten yang ingin dikriminalisasikan ketentwan Pasal 55 Desain
Industri menjadi tindak pidana desain industri ada 2 macam. Pertama, barang
szapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tjub) tahun dan dends paling banyak Rp. 300.000,000,- {tiga rafus juta
rupiah). Perbuatan yang dilarang berdasar ketentuan Pasal 9 adalah dengan
sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual danJ raengimpor produk
vang diberi Hak Desain Industri.

Kedua, barang siapa dengan sengaja melakuken perbuatan scbagai-
mana dimaksud dalam Pasal 8 atan Pasal 33 dipidana dengan penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 43.000.000,- (empat puluh

lima juta rupizh).

106) Salman Luthan, Op.Cit., hal. §
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Perbuatan yang dilarang memunm ksténtuan Pasal 8 dazn Pasal 33
adalah menghapusken nwmma pendesain dalam daflar desain industri den
Berita Resmi Desain Industri karena desain industri dibuat dalam hubungan
dinas afau karena hak desain industri dialibkan, 'I;ndak pidana. tequtang desain

industri ini merupakan delik biasa.
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BABIV

PENUTUP

A.Kesimpulan

La Desain Industri khususnya desain industri meubel perlu mendapat

perlindungan hukum, karena desain industri merupakan bagian dari Hak

Kekayasn Intelekinal (HAKI), dimana dalam karya intelekiual tersebut ]

terdapat hak-hak alumish, perlindungsn atas reputasi, mendorong dam
menghargai penemuan dan kreasi dari para pendesain, pemilik atau pemegang
hak atas desain industri. Disamping itu proses pensmuan da.n pembuatan
desain industri tersebut memerlukan wakiu, pikiran, tenaga dan biaya yang
diperlukan. Perlindungan desaiﬁ industri khususnya desain industri meubel di
Kabupaten Jepara penting yaitu uniuk merangsang krestifitas dari para

pendesain unfuk ferus menerus menciptakan desain-desain ban,

. Perlindungan bukum desain industri khususnya desain industi meubel

berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 Tshun 2000 tentang Desain Industri,
didalam Pasal 10 menyebutkan bahwa, hak atas Desain Industri baru numcul
atzu lahir apabila desain industri tersebut dimintakan pendafiaran ke Kantor
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen
Kehakiman dan HAM di Jakarta, tanpa pendaftaran maka. hak atiz deeain
industri tereebut dianggap belum ada, schingga belum ada jaminan
periindungan hukumnya.
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2.a Faktor-faklor yang menghambat para pengussha/pengrajin meubel di

Kabupaten Jepara untuk melskukan pendaftaran hsk atas desain indugiri
meube] adalah entara lain disebabkan karena mereka belum mengerii dan
memahami prosos dan manfaat dari pendaftaran hak atas desain 'mdﬁslr.i yang
mereka ciptakan, disamping itu kurangnya pengetatman mereka tentang
peratwan kpmmdang-lmdangan yang berbubungan dengan Huk Kekayaan
Intelektual (FLAKT), Para pengusaha/pengrajin meubel juga merasa keberatsn
unfuk mendapfiarkan karenn tempat pendafiaran yang jeub yaitu di Jakaria,
sehingga membutuhkan wakty, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, serta

prosesnya yang memakan wakh relatif lama.

. Beberape alternatif yang digunaken oleh para pengussha/pengrajin meubel

untuk mengatasi masalah belum didaftarksnnys hak atas desain industri yang
mereka cipfakan adalah dengan menjaga den meningkatkan hubungan yang
baik dengan rekan bisnisaya, baik dengan rekan bisnig dalam negeri manpun
rekan bignis fuar negeri, dengan adanya saling pencaya' mempercaysi dan
metmberiken iklim usaha yang kondusif serta rasa optimisme yang tinggi
bahwa sesuaiu harus dikerjakan dengen sungguh-mungguh, disamping it
mencari solusi yang terbaik apabila ada permasalahan dengan prinsip demi
kepentingan bersama. Namun demikian upaya untuk melakukan pendafiaran
hak alas desain industri tetap harus dilakukan sebagai langkah untuk
melindungi suaty desain dari suatu produk yang skan membedskan dengan
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perlindungen hukum dan kepastian huksm khususnya bagi para pendesain itu

sendiri,

B. Saran

Mengingat keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri masih baru yeits baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 20
Desember talmn 2000 disamping pengetshuan dan pemshaman masyarakat
khususnya para pengussha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara masih sangnt
terbatas dalam hal pengetahuan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan
Intelektnal khususnya Desain Industri, maka diperlukan upaya pensosialisasian
terhadep undang-undang tersebut. Disamping ity untuk memmudehkan masyarskat
yang ingin mengajukan pendaﬁaraﬁ hak atas desain industri yang mereks ciptakan
perlu diupayakan pendaftaran dapat dilakuken di wilayah Propinsi; sepertl yang
sudah ada vaitu pendaftaran hak cipta, paten dan merek, pendaftarannye dapat

dimjukan ke kantor wilayah Depértemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah,
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